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Pendahuluan  

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, 

perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan 

tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya 

sudah disamarkan atau disembunyikan. 1[1]  Pada prinsipnya k ejahatan pencucian uang 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan 

hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut 

dapat digunakan dengan aman yang seakan - akan bersumber dari jenis kegi atan yang 

sah.  

Perbuatan pencucian uang tersebut  adalah sangat membahayakan baik dalam 

tataran nasional maupun internasional, mengapa demikian ? jawabnya adalah karena 

pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil 

kejah atannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci 

biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan 

nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, 2[2]  dapat 

menekan perekonomian d an menimbulkan bisnis yang tidak fair , terutama kalau 

dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan ini menurut David 

                                                
1[1] Hurd, Insider Trading and Forign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, halaman 29. 

2[2] R. Bosworth Davies, Euro-Finance: The Influence of Organized Crime: Paper on The Eight International 

Symposium on Economic Crime, Cambrigde, England, July 28 Agustust, 1991, halaman 30. 



A Chaikin, 3[3]  motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan 

keuntungan dan mengubah uang merek a menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin 

meningkat manakala para pelaku menggunakan cara - cara yang lebih canggih 

(sophisticated crimes ) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non 

perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan f enomena 

cyber laundering . 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan 

kriminalisasi terhadap pencucian uang yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Bermula dari payung hukum 

inilah perhatian terhadap praktik pencucian uang di Indopnesia nampak meningkat, 

meskipun sebelumnya sempat terjadi polemik mengenai perlu tidaknya segera 

melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang.  

Kronologis Sejarah Kejahatan Pencuci an Uang dan Alasan 

Pemberantasannya.  

 

Dilihat dari konsep perbuatannya, sebenarnya pencucian uang sudah lama ada. 

Paling tidak hal itu  sebagaimana dilakukan oleh para Bangsawan Perancis. Pada abad 

XVII membawa harta kekayaan ke Swiss, pihak Perancis menya takan mereka membawa 

dana pelarian dan para Bangsawan termasuk para pedagang kemudian 

menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat 

digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang dibawa oleh Bangsa Yahudi dari 

Jerman ke Swiss  pada masa Hitler. 4[4]  

Kemudian pada sekitar Tahun 1930 - an Al Capone dan Gang Mafia lainnya 

melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatanya (perjudian, prostitusi, 
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1991, halaman 474. 
4[4] Hurd, op.cit., halaman 29. 



pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabuhi pemerintah, 

para mafia  mendirikan perusahaan binatu ( landromat ), untuk mencampur hasil 

kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Oleh karena belum ada 

ketentuan anti pencucian uang maka pada waktu itu mereka hanya terjerat dengan 

ketentuan pengelakan pajak ( taxevasion ).5[5]  Sebenarnya disinilah merupakan awal 

inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah money laundering  pada tahun 1986 

(USA) dan kemudian dipakai secara Internasional dan Konvensi PBB Tahun 1988.  

Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Gar nasih (2006:39) pencucian uang 

dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa 

pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan 

dengan tahapan placement, layering,  dan integration . Sedangkan cara tradisi onal yang 

terkenal dilakukan di China. India dan Pakistan, melalui suatu jariangan atau sindikat 

etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank 

rahasia atau disebut hui (hoi ) atau The Chinese Chip (Chop) , di India dilakukan melalui 

sistem pengiriman  uang tradisional yang disebut hawala , dan di Pakistan disebut 

hundi . Cara- cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang 

masih berlangsung.  

Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan  harus 

dicuci sebelum digunakan ? motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak 

karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas 

pajak, atau akan dituntut oleh penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu 

akan di sita. 6[6]  Maka dengan melakukan pencucian uang pelaku kejahatan akan aman 

dalam menikmati hasil kejahatannya dan juga mempermudah menghilangkan 

                                                
5[5] Ronald K Nobel and CE Golumbic, A New Anti-Crime Framework for The World: Managingh the Objective and 

Subjective Models for Fighting Money Laundring, Intôi. L.& Pol., Vol 30:79, 1997-1998, halaman 79. 
6[6] Emily G. Lawrence, Let Seller Beware : Money Laundering, Merchants and 18 USC, Vol 37, Bos College L. Rev, 

1992, halaman 841. 



hubungan pelaku dengan hasil kejahatan tersebut dan ini sangat membahayakan baik 

secara nasional maupun global.  

Menghadapi kejahatan keuangan yang awalnya hanya dari hasil narkotika 

komunitas internasional melahirkan United Nations Conventions Against Illicit Traffic 

in Narcotic Drugs and Psichotropic Subtances (Vienna Drug Convention 1988 ). 

Konvensinya ini sebenarn ya merupakan puncak dari upaya pemberantasan peredaran 

gelap narkotika dan sejenisnya yang pada dasarnya berawal dari kegagalan 

internasional dalam meberantas kejahatan narkotika. Upaya penanganan masalah 

narkotika tersebut sudah dimulai sejak disahkannya International Opium Convention of 

1912 , yang diikuti dengan 13 instrumen internasional lainnya dan berpuncak pada 

konvensi 1988 merupakan titik kulminasi untuk pemberantasan pencucian uang dari 

kejahatan berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. 7[7]  

Melalui konvensi ini upaya internasional terhadap masalah narkotika dan zat -

zat psikotropika tidak lagi diarahkan semata - mata pada kejahatannya tetapi lebih pada 

hasil kejahatan berkaitan dengan obat - obat bius tersebut. 8[8]  Konvensi inilah yang 

pertama member ikan keharusan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang bagi 

negara - negara yang telah meratifikasinya. 9[9]  Pada perkembangannya pencucian uang 

tidak saja untuk pemberantasan hasil kejahatan dari narkotika tetapi juga dari 

sejumlah kejahatan lain sepert i kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian 

dan lain - lain yang menghasilkan jumlah uang yang besar. 10 [10]  Dengan demikian, 

ditegaskan bahwa anti pencucian uang selain bertujuan memberantas kejahatan 

pencucian uang  itu sendiri, juga untuk membe rantas kejahatan - kejahatan lain yang 

                                                
7[7]Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented 

Crimes), Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006, semarang, Halaman 40. 

8[8] Ronald K. Nobel & Court E. Columbic, Money laundering, halaman 110. 

9[9] Bruce Zagaris and Sheilla M. Castilla, Constructing an International Finacial Enforcement Subregime : The 

Implementatitonof Money Laundering Policy, Brook J. intôI L. Vol. 19 1993 halaman 908-909. 

10[10] Bruce Zagaris & Elizabeth Kingma, Asset Forfeiture International and Foreign Law : An Emerging Regime, 

Emory InôI L. Rev. Vol V 1991, halanman 446. 



menghasilkan harta kekayaan. 11 [11]  Selain itu Drug Convention  juga melahirkan 

International Anti  money Laundering Legal Regime . Regim ini pada intinya dibentuk 

untuk memerangi drug trafficking  dan mendorong agar negara - negara dimanapun di 

dunia ini segera melakukan kriminalisasi pencucian uang.  

Selian itu regim ini juga berupaya untuk memantau dan mengatur aktivitas dan 

hubungan internasional tertentu, menetapkan norma - norma, peraturan dan prosedur 

yang disepakati dalam r angka mengatur ketentuan anti pencucian uang. 12 [12]  Selain 

itu regim ini juga menjembatani dan mengurangi disparitas  di antara perbedaan sistem 

hukum yang ada pada negara - negara di dunia ini, selanjutnya menentukan arah 

kebijakan untuk melakukan kriminalisa si pencucian uang dengan standart tertentu 

yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing - masing 

negara. 13 [13]  Kemudian muncul juga grup - grup antar negara seperti Financial Action 

Task Force 1989 (FATF ). Dengan semangat dan atas inisiatif PBB da lam menanggulangi 

kejahatan pencucian uang, maka FATF mengadopsi pendekatan multi ð disipliner  

terhadap masalah pencucian uang dan sekaligus merekomendasikan kebijakan 

kekuasaan pembuatan hukum, lembaga keuangan dan penegakan hukum. 14 [14]   

 Selain tersebut di atas lahir pula berbagai badan seperti Caribbean Finacial 

Action Task Force 1990, Convention On Laundering, Search, Seizure an Confiscation of 

The Proceed From Crime ( Council of Europe), 1990, Council Directive Of The Use of 

Ther Financial System for T he Purpose of Money Laundering(91/308/EEC), June 1991, 

                                                
11[11] W.C. Gelmore, International Efforts to Combat Money Laundering , dan Savena, Cyber  Laundering, halaman 

687. 

12[12]  Yenti Garnasih, op.cit., halaman 41. 

13 [13]  Lawrence L. C. Lee, Combatting Illicit Traffic In  Taiwan: Proposed Money Laundring Control Act. 

Tul. J. Int.i & Comp. L. Vol. 14, 1996, halaman 200.  

14 [14]  Robert E. Powis, Money Laundring: Problem and Solution, The Banker Magazine, Nov/Des, 1992, 

halaman 54.  



Organization of Americas State (OAS) 1992, Interpol, Summit of the Americas (1995) 

serta Asia Pacific Group dan Egmond Group.  

Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia  

Kejahatan pencucian ua ng adalah bersifat internasional, maka diperlukan suatu 

standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional pula untuk 

ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dengan demikian, dalam melakukan 

kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu be ntuk model Law on Money Laundering  mana 

yang akan dianut di Indonesia, yang tentu saja disesuaikan dengan sistem hukum serta 

kondisi keseluruhan yang ada pada Indonesia.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa model, misalnya yang 

dibuat oleh United Nation International Drug Control Programme (UNDCP ) yang 

ditujukan bagi negara - negara berdasarkan tradisi Civil Law System  dan Model 

Laundering and Proceed of Crime Bill  yang diperuntukan bagi negara - negara 

berdasarkan Common Law System .15 [15]  Selain itu terdapat model lain yaitu model 

Amerika Serikat yang diikuti oleh berbagai negara dan juga PBB. 16 [16]  Karena model 

Amerika tersebut menjangkau pengaturan yang bersifat nasional maupun 

internasional. 17 [17]   

Kemudian dalam membuat ketentuan anti penc ucian uang perlu ditentukan 

definisi, karena hal ini akan menyangkut implikasi dan kadang menimbulkan delima. 

Implikasi tersebut antara lain bahwa dari divinisi menunjukkan rumusan delik, palaku, 

serta unsur obyektif dan subyektifnya  

                                                

15 [15]   Model Lewgislation on Laundering, Confi scation and International Coorperation in Relation to The 

Procced of Crime, hal 4.  

16 [16]  Yenti Garnasih, op.cit. halaman 43 . 

17[17] Ibid. 



 Dengan awal pengatur an anti pencucian uang di Indonesia yang banyak 

kelemahan, maka dalam amandemen pertama definisi yang sebelumnya tidak 

dicantumkan, maka dicantumkan dalam Pasal 1angka (1) UU No. 25 Tahun 2003 yang 

isinya sebagai berikut : ò Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, 

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud 

untuk menyem bunyikan, atau manyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga 

seolah - olah menjadi harta kekayaan yang sah.  

Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa 

kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian ua ng 

merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime  atau kejahatan lanjutan atas hasil 

kejahatan utama ( core crime ). Penentuan core crime  dalam pencucian uang pada 

umumnya disebut sebagai predicate offence  atau unlawful actifity  atau predicate 

offense,  yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses 

pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok 

pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan core crime  yang disebut 

principle violater  dan kelom pok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung 

dengan core crime  misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun 

non perbankan, akuntan atau bahkan para lawyer. Kelompok kedua ini disebut sebagai  

aiders  atau abettors . 

Dari difinisi ters ebut dikembangkan menjadi dua kreteria yaitu Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian 

uang (Pasal 8 dan 9), yang masing - masing Pasal tersebut adalah :  

Pasal 3 :  



(1)   Setiap orang yang dengan sengaja :  

a.    Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 

tindak pidana ke dalam penyediaan jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas 

nama pihak lain;  

b.     Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga meru pakan hasil 

tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain 

baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.  

c.     Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tind ak pidana, baik perbuatan  atas namanya maupun atas 

nama pihak lain;  

d.     Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri ataupun atas nama 

pihak lain;  

e.    Meniti pkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;  

f.      Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana, atau  

g.     Menu karkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, 

dengan maksud untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena 

tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling banyak 15 

Milyar.  



Unsur obyektif ( actus reu s) dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena 

merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari 

menempatkan , mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau 

menyumbangkan, menitipkan , mebawa ke luar negeri,  menukarkan atau perbuatan 

lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. 

Sedangkan unsur subyektifnya ( mens rea ) yang juga merupakan inti delik adalah 

sengaja, mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal da ri hasil 

kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.  

Pasal 6 :  

(1)   Setiap orang yang menerima atau menguasai :  

a.    Penempatan;  

b.     Pentransferan;  

c.     Pembayaran;  

d.     Hibah;  

e.    Sumbangan;  

f.      Penitipan;  

g.     Penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.  

Unsur obyektif Pasal 6 tersebut adalah menerima atau menguasai: penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan 

yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan unsur 

subyektif atau mens reanya  adalah menge tahui atau patut diduga bahwa harta 

kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana.  



Kemudian dalam UUTPPU juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan 

dengan pencucian uang, yaitu : Pasal 8 yang isinya sebagai berikut : Penyedia jasa 

keuangan ya ng dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling 

sedikit Rp. 250 Juta dan paling bannyak Rp. 1 milyar.  

Adapun Pasal 13 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 8 tersebut ad alah sebagai 

berikut : Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK 

sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal - hal sebagai berikut :  

a.    Transaksi keuangan mencurigakan;  

b.     Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah  kumulatif sebesar Rp. 

500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu 

kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.  

Unsur obyektif atau actus reus  dalam Pasal 8 tersebut adalah tidak 

menyampaikan l aporan kepada PPATK, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi 

keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta 

atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali 

transaksi maupun beberapa kali t ransaksi dalam satu hari kerja. Sedangkan unsur 

subyektifnya adalah sengaja.  

Pasal 9 : Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah 

100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya serta yang dibawa ke dalam 

atau keluar wilaya h NKRI dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 Juta 

dan paling banyak Rp. 300 juta.  

Dalam Pasal 9 ini unsur obyektifnya ( actus reus - nya) adalah tidak melaporkan 

uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau uang asing yang 

nila inya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah NKRI. Hal ini perlu dipahami 



bahwa uang itu tidak harus berasal dari kejahatan, yang penting adalah kewajiban 

melaporkan ke Bea Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1).  

Perumusan Pasal 8 dan P asal 9 yang menunjuk rumusan perbuatan Pasal 13 dan 

tujuan pelaporan ke lembaga yang diatur dalam Pasal 16 terlalu jauh, sehingga 

menyulitkan dalam penerapan. Subyek hukum Pasal 3, 6 dan Pasal 9 adalah orang 

perseorangan dan/atau koorporasi, sedangkan suby ek hukum Pasal 8 adalah penyedia 

jasa keuangan.  

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat suatu 

inovasi yang menarik yang merupakan langkah progresif  yaitu dibentuk badan 

investigasi yang bersifat independen maupun tidak independen ya ng disebut sebagai 

Financial Intellegence Unit  (FIU).18 [18]  

Beberapa negara mengatur FIU berada di bawah kepolisian antara lain : Austria, 

Jerman, Hongaria, Lithuania, New Zealand, Portugal, Singapura, Swedia, dan lain - lain. 

Untuk Indonesia badan ini disebu t dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang 

berkaitan dengan kecurigaan terindikasi pencucian uang. Selanjutnya informasi 

tersebut dianalisis, kemudian hasil analisis ini dikirim  kepada kepolisian untuk 

dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut ke tahap 

penyidikan. Nampaknya pengertian inteligen hanya bagian dari fungsi inteligen polisi 

atau dalam fungsi inteligen justisia (law inforcment - oriented  intelligence ) seperti yang 

melekat pada polisi dan jaksa.  

Dilihat dari sudut pandang teori dan filosofi pembentukan FIU adalah sebagai 

jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 

terutama bank. Karena pada awalnya pela ku banyak menggunakan jasa bank untuk 

                                                

18 [18]  Speakerõs Notes International Workshop Indonesia rancangan Money Laundering Law, Jakarta, 29-

30 May 2000, halaman  3. 



mencuci uangnya, maka diperlukan badan khusus untuk investigasi sebelum masuk 

penyidikan. Apabila badan ini diserahkan pada pihak bank dikhawatirkan akan ada 

upaya terlalu melindungi nasabah dan kepentingan bank itu se ndiri. Namun jikalau 

investigasi langsung diserahkan kepada kepolisian dikhawatirkan berdampak buruk 

bagi bank. Hal ini antara lain kalau polisi kerap kali masuk bank, maka kepercayaan 

masyarakat bisa terganggu.  

Bank selalu sangat berhati - hati menjaga raha sia nasabah dan kepercayaan 

nasabahnya merupakan  faktor yang sangat penting, sementara polisi berpandangan 

bahwa segala sesuatu yang mencurigakan berkecenderungan untuk ditindajklanjuti 

dan dijadikan tersangka sebagai suatu cermin sikap antusiasme profesi onalitasnya.  

Terkait dengan upaya pemberantasan pencucian uang Penyedia Jasa Keuangan 

(PJK) diharuskan diterapkan Know Your Customer  (KYC) sebagai langkah prefentif 

dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lain.  

Penegakan Hukum dan Lingkup Ma salahnya  

Menurut pengamatan Yenti Garnasih, Penegakan hukum terhadap ketentuan 

UUTPPU di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun Indonesia telah 

memiliki perangkat penegakan anti pencucian uang selama ini. Namun implementasi 

ketentuan ini masih  akan menghadapi beberapa hambatan baik dari sisi peraturan, 

penegakan, maupun cara pandang masyarakat terhadap tindak pidana pencucian 

uang. 19 [19]  

Apabila kita lihat dari sudut substansi masih terdapat celah, misalnya ketentuan 

tentang larangan structuring  (smurfing)  dalam UUTPPU tidak diatur secara tegas. 

Structuring  atau semurfing  adalah cara yang dipakai oleh pelaku untuk memecah -

mecah transaksi guna menghindari kewajiban pelaporan. Seharusnya larangan 

                                                

19 [19]  Yenti Garnasih, op.cit., halaman 49.  



structuring  (split of transaction)  untuk meghindari kewajiban pelaporan atas transaksi 

sejumlah Rp.500 Juta tidak dirumuskan dengan tegas dan  juga seharusnya berada 

dalam pasal tersendiri. Namun hal ini hanya tersirat dalam Pasal 13 (1) huruf (a). 

Mencermati hal ini nampaknya kurang tepat dan kelihatannya menyalahi prinsip 

hukum pidana yaitu : nullum crimen sine lege stricta , sebab menurut hemat penulis 

rumusan hukum pidana harus tegas dan terbatas. Sebab pengaturan sebagaimana 

Pasal 13 tersebut akan menyulitkan dalam pembuktian dan menimbulkan 

permasalahan  dalam persidangan.  

Berkaitan dengan masalah nominal jasa pengacara, sama sekali tidak diatur, ini 

artinya bahwa pengacara yang menerima honor atas jasa pembelaan terhadap pelaku 

pencucian uang, sebenarnya bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 6, dan ini ses uai 

dengan ex turpi causa non oritur action.  Sebab kalau dibiarkan akan berdampak buruk, 

yaitu bisa menimbulkan keengganan bagi pengacara untuk mebela, sementara 

pembelaan bagi pelaku dengan ancaman pidana di atas 5 tahun mutlak harus ada 

pembela. Apabila masalah ini tidak segera diatur tidak mustahil dalam proses 

persidangan akan menimbulkan kebingungan tersendiri. Hal ini dapat dilihat 

pengalaman dari beberapa negara terhadap persoalan ini ditentukan oleh UU untuk 

meyisihkan sebagian dari hasil kejahatan sepanjang jumlahnya sesuai dengan 

kewajaran. Mengatur hal ini tidak sama sekali dimaksudkan untuk memberikan 

toleransi untuk turut serta menikmati hasil kejahatan tetapi lebih pada menjaga hak 

pembela atas prestasi atau jasa yang telah diberikan dan untuk itu harus dilakukan 

pemikiran penerapan penegakan hukum secara progresif.  

Dijumpai pula kelemahan lain pada UUTPPU, yakni mengenai pengaturan 

tentang pembalikan beban pembuktian ( the shifting of the burden of proof ) pada tahap 

pemeriksaan pengadilan. Keten tuan ini sebenarnya sangat membantu jaksa dalam hal 



sulitnya membuktikan bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan. Namun tidak 

satupun pasal yang mengatur bagaimana seandainya si pelaku tidak dapat 

membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari kejahatan . Berbagai kelemahan dalam 

UU ini telah diagendakan dalam amandemen yang kedua, meski demikian, nampaknya 

belum juga memberikan pencerahan.  

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang juga sangat 

ditentukan oleh kinerja PJK. Untuk itu, PJK har us benar - benar terlatih untuk menengahi 

adanya suspicious transaction  yang pada dasarnya sangat berkembang modusnya. 

Selain itu tentunya mereka harus juga menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam UU 

ini bisa menjerat mereka menjadi pelaku apabila mereka ti dak memahami keharusan 

yang diatur dalam UUTPPU, terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan serta 

larangan - larangan yang ada seperti anti tipping off  yang intinya bahwa mereka 

dilarang menyampaikan pada nasabah bahwa rekening nasabah sedang dilakukan 

penyelidikan.  

Bentuk kejahatan yang relatif baru berkaitan dengan pencucian uang, paling 

tidak ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum anti pencucian 

uang, yaitu kerahasiaan bank dan pembuktian. Sementara ada keharusan bagi mereka 

untuk membe rikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi 

sebaliknya tidak boleh memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. 20 [20]  

Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar artinya bahwa 

kerahasiaan dan peraturan keha ti - hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan 

peraturan ini. kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang 

dari nasabah atau konsumen yang mempunyai right to privacy  yang mendapat 

                                                

20 [20]  Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related 

Offense, OEA/ser,L/XIV.2/CICAD/INF 58/92, May,23,1992.  



perlindungan dari hukum tentang kerahasiaan bank. 21 [21]  Hal ini karena adanya 

kewajiban bank untuk merahasikan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan 

informasi tentang keuangan yang terlibat kriminal disisi lain ( no crime can be solved 

without information ). Pernyataan tersebut sangat tepat bila dik aitkan dengan dilema 

tersebut di atas.  

Masalah informasi catatn keuangan seseorang ( personal Financial Information ) 

dan penegakan hukum yang sudah sejak lama diperdebatkan, menurut Evan 

Hendricks, bahwa mengenai informasi keuangan seseorang digambarkan seb agai 

permasalahan klasik antara hak individual seseorang ( individualõs right to privacy) dan 

kepentingan penegakan hukum untuk mendapatkan akses pada bukti - bukti yang 

sangat penting ( law enforcementõs need for access to potentially vital evidence). Lebih 

lanjut ia mengatakan bahwa disatu sisi perlindungan hak individu seseorang 

seharusnya sangat dilindungi, namun disisi lain sebetulnya catatan tentang cek, 

penggunaan kartu kridit, kebiasaan belanja merupakan gambaran tentang kegiatan 

atau dinamika keuangan seseorang merupakan informasi yang sangat penting bagi 

penegakan hukum, hal ini tidak mengherankan karena informasi keuangan seseorang 

merupakan urat nadi keberhasilan penegakan hukum dalam melakukan 

investigasi. 22 [22]    

Kendala terbesar dalam penegakan huk um tentang tindak kejahatan pencucian 

uang adalah mengenai persoalan pembuktian yang harus dilakukan Jaksa. Persoalan ini 

paling tidak menurut Raj Bhala, terdapat dua hal prinsip dalam setiap penuntutan 

pencucian uang yang merupakan tugas jaksa. Pertama, t entang pemahaman unsur -

unsur tindak pidana pencucian uang yang sangat rumit. Permasalahan akan semakin 

                                                

21 [21]  Ibid.  

22 [22]   Evan Hendricks, Trudy Heyden dan  Jack D. Novik, Your Right to Privacy, second ed., (shuthern 

Illinois Univ. Press., 1990, halaman 139.  



meningkat manakala melibatkan penggunaan jasa wire system , hal ini nampaknya 

dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntuta n 

kebutuhan pasar terbuka. Kedua, saat ini di hampir semua negara telah menerapkan 

wire transfer system  secara internal antar bank dan lembaga keuangan. Ini merupakan 

cara untuk memindahkan dana illegal  dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak 

oleh jangk auan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian 

uang dengan cara mengacaukan audit trail .23 [23]  Cara ini juga sering disebut sebagai 

Electronic Fund Transfer  (EFT) atau Cyber Payment.  

Pada umumnya unsur yang harus dibuktikan dalam kete ntuan anti pencucian 

uang adalah meliputi unsur subyektif ( mens rea ) dan unsur obyektifnya ( actus reus ) 

mens rea  yang harus dibuktikan yaitu knowledge  (mengetahui atau patut menduga) 

dan intended  (bermaksud). Kedua hal tersebut berkaitan dengan bahwa terda kwa 

mengetahui dana tersebut barasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui 

tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, sebab 

apabila terdakwa telah sedemikian rupa hebatnya untuk menyembunyikan hasil 

kejahatannya. Untuk i tu, benar - benar harus didukung dengan berbagai faktor 

terutama dari perilaku dan kebiasaan perilaku, inilah pentingnya penegakan hukum 

progresif.  

Sehubungan dengan beban pembuktian jaksa yang berat tersebut juga harus 

dipahami oleh hakim untuk mengembangka n circumtancial evidence  karena kalau 

tidak tentu akan sulit sekali. Terlebih lagi bahwa Indonesia belum berpengalaman 

dalam pemutusan perkara pencucian uang, maka hakim harus memahami semangat 

pemberantasan pencucian uang.  

Penutup  

                                                

23 [23]  Raj Bhala, The Interveted Pyramid of  Wire Transfer Law, KY.L.J.82, 1993, hal 347.  



Latar belakang kriminali sasi pencucian uang yang terjadi di Indonesia adalah 

karena didorong oleh tekanan internasional. Sehingga meskipun ketentuan anti 

pencucian uang telah dibuat dan bahkan telah diamandemen. Namun dalam praktiknya 

ternyata dihadapkan oleh persoalan - persoalan teknis yang sangat sulit.  

Sehubungan dengan kesulitan tersebut di atas, maka untuk berhasilnya 

pemberantasan pencucian uang, mau tidak mau segenap aparat penegak hukum, 

penyedia jasa keuangan (PJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Polisi, Jaksa dan Hakim harus memiliki mental yang tangguh dan didukunmg 

oleh profesionalitas yang tinggi. Di samping tidak terjebak pada legalistik - positivistik, 

namun lebih dari itu harus berprinsip pada paradigma penegakan hukum progresif.  
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Pendahuluan  

Genap sepuluh tahun sejak berakhirnya rezim Soeharto berkuasa, kenyataannya 

kita masih belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah bangsa yang sangat luar biasa 

(extra ordinary problem ) dan belum dapat sepenuhny a keluar dari deraan krisis di 

segala bidang kehidupan. Krisis multi dimensi  yang tak kunjung bisa diselesaikan 

secara menyeluruh, bila ini tidak segera bisa diatasi, maka tidak tertutup kemungkinan  

bangsa Indonesia ini pada suatu waktu akan terperosok ke mbali ke dalam jurang yang 

semakin dalam dan gelap.  

Dalam suasana yang serba extra ordinary tersebut, hukum menjadi institusi 

yang tidak sedikit diterpa kritik, karena dianggap tidak mampu memberikan solusi 

kongkrit yang berpengharapan. Hampir setiap saat sejak ambruknya rezim Soeharto di 

negeri ini terbit dan bertaburan berbagai peraturan, baik dalam bentuk Undang -

Undang maupun peraturan - peraturan lainnya di bawah Undang - Undang yang 

semuanya adalah untuk mengatur hajat hidup manusia dan menjawab problem 

kemanusiaan. Meski demikian, apapun kondisinya menurut Satjipto Rahardjo, 

komunitas hukum tetap juga merupakan komunitas yang amat lamban dan paling 

lambat dalam menangkap momentum kemanusiaan. 24 [24]  

Momentum penting yang luar biasa bagusnya dari kehidupan so sial dan hukum 

di era reformasi ini tampak sama sekali belum mampu sepenuhnya untuk 

menggerakkannya dalam mengambil pelajaran penting dan berharga untuk 

memperbaiki diri. Komunitas hukum yang diharapkan dapat menjadi institusi 

                                                

24 [24]  Satjipto Rahardjo, Tsunami Memicu Akselarasi Hukum, Kompas , 5 Pebruari 2005, halaman 4.  



pembebasan dari keterbelenggu an dan sebagai  pencerah, disinyalir justru menjadi 

salah satu faktor bahkan sebagai salah satu aktor yang langsung maupun tidak 

langsung menjadi trouble maker  bangsa. Akibatnya, kehidupan hukum di Indonesia 

kian hari kian tidak jelas arah dan maknanya, te rbukti sekian banyak peraturan UU di 

bawah UUD 1945 yang telah terbit dengan mudah isinya dapat di mentahkan oleh 

Mahkamah Konstitusi.  

Jika dicermati, apabila hukum itu untuk kenyamanan dan kesejahteraan hajat 

hidup manusia Indonesia seutuhnya, namun kenya taannya kehidupan manusia 

Indonesia sampai saat ini masih  banyak belum merasakan kenyamanan dan 

kesejahteraan hidup di negeri ini. Mencermati hal ini, setidak - tidaknya terdapat dua 

faktor utama. Pertama, disebabkan oleh perilaku (budaya) bangsa dan Pejaba t Negara 

(termasuk penegak hukumnya) yang koruptif dengan permainan yang lebih cantik; dan 

kedua, cara bekerja dan berfikir para jurist  Indonesia yang masih terkungkung bahkan 

mengungkungkan diri pada arus utama pikiran yang legalistik - positivistik.      

Perilaku Koruptif  

Siapapun boleh memiliki argumentasi sendiri - sendiri tentang penyebab 

terjadinya krisis multi dimensi . Namun, apabila ditelusuri lebih dalam, bahwa awal 

pemicunya krisiss moneter dan ekonomi bangsa ini senyatanya karena faktor perilaku 

korup tif bangsa ini. kondisi semacam ini, semakin diperparah dengan berbagai 

kegagalan kita dalam menegakkan hukum di Indonesia. Untuk itulah, Frans Hendra 

Winarta, salah seorang Anggota Komisi Hukum Nasional, secara lantang mengatakan 

bahwa, kegagalan dalam pe negakan hukum di Indonesia, karena masih banyak 

profesional hukum ( professional jurist ) bekerja dalam suasana koruptif, mental dan 

integritas yang merosot serta profesionalisme yang rendah. 25 [25]   

                                                

25 [25]   Kompas, 2 Nopember 2002, halaman 7.  



Orang yang bertaqwa, berintegritas dan memiliki moralitas ya ng tinggi pastilah 

tidak akan korupsi. Oleh karenanya, perilaku koruptif ini jelas hanya dilakukan oleh 

orang - orang yang amoral. Celakanya, perilaku koruptif yang demikian ini telah 

membudaya di Indonesia. 26 [26]  Korupsi yang telah membudaya dan mengakar di 

negeri ini secara jujur juga dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 

pada sebuah acara keagamaan, tanggal 27 Maret 2005 di Pekalongan Jawa Tengah. 

Karena sudah membudanya, Presiden akhirnya mengakui bahwa betapa tidak 

mudahnya memberantas ko rupsi di Indonesia, meski pemerintahannya saat ini telah 

mencanangkan gerakan anti korupsi. 27 [27]  Permasalahan korupsi, sebagaimana 

dinyatakan Presiden SBY itu, sebenarnya menurut Taufiqurrahn Ruki (Ketua KPK) dalam 

acara Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi  Mahkanmah Agung dengan Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia di Hotel Imperial Aryaduta Karawaci 

Tangerang, tanggal 23 Juli 2007, mengemukakan bahwa, hilangnya korupsi di 

Indonesia adalah tergantung pada kemauan dua Pejabat Tinggi Negara kita , yakni 

Presiden dan Ketua Mahkamah Agung.  

Anis Ibrahim, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di Jurnal Hukum Progresif, 

Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan PDIH UNDIP Semarang menyatakan : 28 [28]   

Masyarakat barangkali sudah terlampau lelah menyaksikan par adoks - paradoks yang 

terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini. oleh karenanya dapat disaksikan betapa 

banyak koruptor penjarah uang rakyat milyaran bahkan triliunan rupiah dibebaskan 

oleh pengadilan. Jikapun dihukum nyatanya hanya sebanding dengan hukuma n pencuri 

seekor ayam kampung. Juga secara telanjang mata dapat disaksikan begitu sulitnya 

orang miskin memperoleh keadilan di ruang pengadilan, meski memiliki bukti kuat. 

                                                

26 [26]  Kompas, 5 September 2000, halaman 6.  

27 [27]  Kompas, 28 Maret 2005, halaman 6.  

28 [28]  Anis Ibrahim, Hukum Progresif, Jalan Keluar Mengatasi Keterpurukan Hukum di Indonesia, Jurnal 

Hukum Progresif, PDIH Undip, Semarang,  2006, halaman 91.  



Bukan rahasia lagi bahwa untuk memenangkan suatu perkara di pengadilan 

dibutuhkan da na yang cukup banyak untuk menyogok sana dan nyogok sini.  

Lebih lanjut Anis Ibrahim dalam tulisannya menyatakan : atas sekalian praksis 

hukum yang demikian itu, maka hukum di negeri ini nyaris runtuh wibawanya. Hukum 

menjadi impoten untuk dapat menegakkan keadilan. Akhirnya muncul sinesme 

terhadap hukum kita bahwa òkeadilan hanyalah memihak kepada orang yang berduit 

sajaó. Yang sungguh bikin nelangsa, Indonesia memperoleh prerdikat sebagai negara 

pemegang piala korupsi namun tanpa ada koruptornya. Paradoks - paradoks dalam 

kehidupan hukum di Indonesia tersebut jelas disebabkan oleh penampilan dan perilaku 

dari para profesional hukum di Indonesia.  

Tulisan Anis Ibrahim di atas, tidak selamanya benar dan boleh jadi hanya 

hayalan belaka, karena tidak didukung oleh  data dan / atau hasil penelitian yang teruji. 

Meski demikian, ada baiknya juga kita mencoba untuk berinstropeksi diri dan tidak 

perlu kebakaran jenggot, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin bekerja 

dengan sepenuh hati untuk menegakkan keadilan be rdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Yang selalu kita camkan adalah : apabila kita dengan sengaja menyuguhkan 

ketidakadilan putusan, maka ketidakadilan itulah pada suatu saat pasti akan mengadili 

kita, anak, istri, dan keluarga  dalam hidup ini, lebih - lebih kelak di hari pembalasan.    

Sebenarnya, lunturnya integritas moral para penegak hukum tidak hanya terjadi 

di Indonesia saja. Dick the Butcher, tokoh rekaan William Shakespeare dalam drama 

Henry IV, Part II, yang kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum yang korup sering 

mengumandangkan teriakan penuh emosional : The first thing we do, letõs kill all the 

lawyers  ( hal pertama yang kita lakukan, mari kita bunuh semua lawyers ).29 [29]  

                                                

29 [29]   Denny Indrayana, Letõs Kill All The Lawyers (Catatan Kasus Elza Syarief). Kompas, 13 Mei 2002, 

Halaman 4.  



Di Kamboja, teriakan Dick tersebut dimaknai dan dipraktikkan secara literal . 

Para praktisi hukum nyaris semuanya dibinasakan. Dari sekitar 400 sampai 600 

praktisi hukum yang ada sebelum berkuasanya Khmer Merah, pada Januari 1979 

tinggal 12 orang yang hidup. Dari sedikit Jurist itulah Kamboja memulai kewibawaan 

hukumnya, sehingga institusi hukum menjadi suatu yang dihormati dan dipatuhi oleh 

bangsa Kamboja. 30 [30]  

Apakah pengalaman Kamboja tersebut akan diadopsi untuk mengembalikan 

wibawa hukum di Indonesia ?   barang tentu Indonesia tidakakan meniru Kamboja. 

Sebab negara ini berupay a untuk mengembalikan wibawa hukum dengan jalan 

menghabisi para lawyers, tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan 

yang dibela oleh hukum itu sendiri. Untuk itulah, janganlah praktisi hukum kita jauh 

menghindar dari pergulatan untuk menegakk an nilai - nilai kemanusiaan.  

Jika kita sedikit menengok ke belakang sejarah hukum Indonesia pernah 

mencatat fenomena petrus (penembakan misterius) terhadap penjahat kambuhan. 

Disinyalir petrus terpaksa dilakukan karena penegakan hukum kita ketika itu telah 

menjadi banci, tidak adil, serta putusannya tidak membuat jera para penjahat yang 

meresahkan masyarakat. Meski banyak mendapat kritikan karena dianggap melanggar 

hukum formal dan HAM, akan tetapi kerja petrus tersebut untuk waktu yang relatif 

lama mampu me mbuat keder para penjahat.  

Struktur Pikir Legalistik - Positivistik  

Sudah lebih dari cukup kita memiliki peraturan hukum yang dapat digunakan 

sebagai garansi kepastian dan keadilan bagi orang - orang yang sedang berurusan 

dengan hukum. Namun masih banyak  huku m yang kita terapkan menuai badai kritik 

dari berbagai lapisan masyarakat tentang hukum yang melahirkan keadilan.  

                                                

30 [30]  Katryn E Neilson, They Killed All The Lawyers:Reibulding The Judicial System in  Cambodia, 1996.  



Misalnya, Indoensia sudah menyatakan bahwa korupsi merupakan extra 

ordinary crime , dan karenanya dinyatakan bahwa Negara Indonesia berada dala m 

keadaan darurat korupsi. Berdasarkan situasi yang demikian itu, kemudian diterbitkan 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU 

No. 31 Tahun 1999). Karena kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak mampu 

menangani korupsi (terutama yang kelas kakap) maka dimunculkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi kewenangan luar biasa untuk melakukan 

pemberantasan korupsi. Namun pemberantasan korupsi belum maksimal hasilnya, 

sebut saja koruptor kelas kakap yang menjarah BLBI  Triliunan Rupiah nyaris tidak 

mampu disentuh. Kalaupun ada yang dibawa ke pengadilan alat buktinya tidak lengkap 

dan serampangan, sehingga menjadikan pengadilan harus membebaskannya, karena 

tidak terpenuhinya syarat formal alat bukti.  

Mantan Hakim Agung A merika Serikat, Benjamin Cardozo pernah menyatakan 

bahwa andaikata beberapa orang awam maupun yang terpelajar meminta para hakim 

untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya proses terbentuknya putusan sang hakim 

itu, niscaya akan muncul jawaban klise , semua itu  kan sudah sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku, atau semua itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku.  

Barangkali fenomena hakim di Amerika Serikat tersebut tidak jauh beda dengan 

apa yang kebanyakan dipraktikkan oleh para penegak hukum kita. Dengan alasan tidak 

sesuai dengan hukum dan prosedur hukum, seseorang harus dibebaskan, meski 

menurut pengetahuan dan dugaan kuat masyarakat umum, seseorang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka masih adanya koruptor yang 

dibebaskan  oleh pengadilan adalah tidak lain karena secara legal - formal ia tidak bisa 

dibuktikan telah melakukan tindak korupsi.  



Selama ini ada suatu pemikiran yang mapan dan dominan di tengah - tengah 

masyarakat, yakni sistem legalistik - positivistik . Hukum yang dikon sepkan disebut 

lawyerõs law, dalam arti hukum itu identik dengan UU, proses hukum harus berjalan 

menurut prinsip aturan dan logika ( rules and logic ), dan UU - lah yang dianggap paling 

mampu menertibkan masyarakat. 31 [31]     

Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu institusi pengaturan yang 

sederhana, linier, mekanistik , dan deterministic , terutama untuk kepentingan profesi. 

Kebiasaan yang dominan adalah melihat dan memahami hukum sebagai sesuatu yang 

rasional logis , yang penuh dengan kerapian dan keteraturan r asional. Tegasnya, 

hukum adalah sebuah order, sebuah perintah yang harus diterapkan, karenanya 

manusia harus tunduk kepadanya.  

Pemikiran yang berbasiskan Teori Hukum Positif dengan eksponennya Austin 

berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari kekuasaan p olitik yang berdaulat 

dalam suatu negara. Dengan demikian, ia mempertahankan pendapat bahwa, ilmu 

tentang hukum berurusan dengan hukum positif, atau dengan hukum - hukum lain 

yang secara tegas bisa disebut sebagai yang harus diterima tanpa memperhatikan 

keba ikan atau kejelekannya. 32 [32]  Menurut Austin tugas dari hukum hanyalah 

menganalisis unsur - unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. 33 [33]   

Hans Kelsen mengetengahkan Teori Hukum Murni, yakni suatu pengembangan 

yang amat seksama dari Aliran Hukum Positif, dengan tegas berpendapat bahwa  ilmu 

hukum adalah ilmu normatif. Hukum semata - mata berada dalam kawasan dunia 

sollen . Hukum yang demikian ini kemudian disebut sebagai hukum modern yang 

berbeda dengan hukum tradisional yang lahir sacara alami di da lam dan dari 

                                                

31 [31]  Satjipto Rahardjo, Konstitusional, dari Dua Sudut Pandang, Kompas, 7 September 1998, halaman 4.  

32[32]  Edgar Bodenheimer, Jurisprudence, the Philoshophy and Method of the Law, Harvard 

Univercity Press, Cambridge, 1974, halaman 94. 

33[33] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 199, halaman 268. 



masyarakat. Lebih lanjut Kelsen  merumuskan teorinya sebagai suatu analisis tentang 

struktur hukum positif, yang dilakukan se - eksak mungkin, suatu analisis yang bebas 

dari semua pendapat ( judgements ) etik atau politik mengenai nilai. 34 [34]  Oleh  

karenanya, ciri yang sistimatis dari hukum modern merupakan suatu hal yang amat 

sentral. Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang 

menjadikannya  formal  dan prosedural , maka sejak itu pula muncul perbedaan antara 

keadilan formal  atau kea dilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau 

keadilan substansial  di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan 

tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum ternyata dapat 

digunakan untuk menyimpangi keadilan substa nsial . Penggunaan hukum yang 

demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata - mata 

menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai 

keadilan. 35 [35]   

Karakter teknikalitas tersebut menggiring hukum pada po sisi yang senantiasa 

siap direkayasa. Keadaan ini menjadikan setiap hal yang berkaitan dengan hukum 

seakan - akan dapat dicarikan pembenarannya, meskipun untuk hal - hal yang 

sesungguhnya kurang masuk akal sekalipun. Tindaklan para aparat hukum, termasuk 

putus an- putruan hakim yang aneh - aneh, selalu ada pembenarannya dari segi hukum. 

Dengan cara ini, kebenaran disingkirkan dan kepastian hukum terpelihara meskipun 

semu. Dikatakan semu, karena yang disebut kepastian hukum dalam hal ini tidak lain 

adalah tafsir - taf sir subyektif petugas hukum atas aturan hukum, yang tak jarang hal 

itu secara substansial  justru menimbulkan ketidakpastian.  

                                                

34[34] C.K. Allen, Law in the Making, Oxford University Press, New York, 1958, halanman 51-

52. 

35 [35]  Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah , Penyunting 

Khudzaifah Dimyati,  Muhammadiyah University Press, UMS, 2002, halaman 181.  



Bagi orang yang menguasai hukum dan teknik hukum yang tinggi tetapi rendah 

moralitasnya akan dapat memanfaatkan hukum dengan sebaik - baiknya untuk 

memenangkan kasus yang sedang ditanganinya. Bahkan jika memiliki kecenderungan 

senang berkolaborasi dengan pihak yang melakukan kejahatan, maka baginya hukum 

sewaktu - waktu dapat diubah sebagai alat kejahatan ( law as a of crime ). Perbuatan 

jahat dengan hukum sebagai alatnya merupakan kejahatan sempurna, sulit dilacak, 

karena diselubungi hukum dan berada di dalam hukum. 36 [36]  

Sistem hukum Indonesia yang masuk dalam kategori hukum modern yang 

liberal  dan positivistik , dilihat dari teori hukum seb enarnya belum mampu sepenuhnya 

memberikan rasa keadilan masyarakat, namun lebih ke arah melindungi kemerdekaan 

individu. Kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah kepastian hukum. Demi 

kepastian, maka keadilan dan kermanfaatan bolehlah dikorbankan. Konsepsi yang 

demikian ini, merupakan sisi yang sejajar dari ketegangan antara keadilan hukum 

formal  dengan keadilan substansial . 

Akibat sistem hukum yang lebih menonjolkan kemerdekaan individu dari pada 

kebenaran dan keadilan itu rupanya telah banyak mema kan korban, baik di negara 

asalnya di Barat maupun negara - negara yang menganut positivisme  belakangan. Di 

Amerika Serikat, fenomena proses peradilan pidana positivistik yang telah memakan 

korban tersebut acap kali dijuluki sebagai peradilan/putusan yang se sat.37 [37]  

Dengan getir Alan M. Dershowitz menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana, 

kebenaran bukanlah satu - satunya tujuan.  

O.J. Simpson (1994 - 1995), seorang triliuner berkulit hitam yang juga salah 

seorang pemain bola basket terkenal di The Dream Te am, yang didakwa melakukan 

                                                

36 [36]  Tb. Ronny R Nitibaskara, Hukum Sebagai Alat Kejahatan, Kompas, 16 )ktober 2000, halaman 7 . 

37 [37]  Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusi nya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2002, halaman, 41  



pembunuhan terhadap mantan istri dan pacarnya, dalam kontek pembicaraan kita, 

dapat diangkat sebagai contoh dari diabaikannya tujuan kebenaran tersebut. Para Juri 

menyatakan not guilty , meski sebagian besar rakyat AS percaya bahw a O.J. Simpson -

lah pembunuh sebenarnya. Mengapa? Para Juri dalam pengadilan Simpson itu tidak 

diminta untuk melakukan pemungutan suara mengenai òapakah mereka yakin bahwa 

Simpson melakukan pembunuhanó, melainkan, apakah bukti- bukti dari Jaksa Penuntut 

memb uktikan tanpa keraguan ( Beyond reasonable doubt ) bahwa Simpson 

pelakunyaó.38 [38]  Putusan not guilty  demikian itu adalah lambang dari keadilan formal 

yang hakikatnya tidak menjawab persoalan apakah yang bersangkutan benar - benar 

melakukan perbuatan yang ditud uhkan atau tidak. Putusan O.J. Simpson ini oleh Gerry 

Spence dikatakan sebagai òmatinya keadilanó (The Death of Justice ) di Amerika 

Serikat). 39 [39]  

Pengadilan pidana di Amerikat Serikat memang dituntut untuk melayani lebih 

dari satu tujuan, sehingga bukan h anya kebenaran (keadilan sejati) yang dicari, tetapi 

juga keadilan formal atau prosedural. Di samping itu, peradilan harus berorientasi 

untuk menjunjung tinggi asas dan seperangkat nilai seperti òfreedom from 

unreasonable governmental intrusion ó dan òthe i ntegrity of mind and bodyó. Orientasi 

pada nilai - nilai lain di luar kebenaran itu menyebabkan sebagian orang mengajukan 

asas òexclusionary ruleó dalam sistem peradilan pidana AS, yakni yang memungkinkan 

pengadilan mengesampingkan kebenaran demi menjunjung nilai - nilai tersebut. 

Mereka yang mengajukan asas tersebut beranggapan bahwa asas lebih penting dari 

                                                

38 [38]  Alan M. Dershowitz, Rasonable Doubts, The O.J. Simpson Case and The Criminal Justice System, 

Simon & Schuster, New York, 1996, halaman 37.  

39 [39]  Gerry Spence (1997) O.J. The last World, The Death of J ustice.ST. Martinõs Press, New York. 



pada kebenaran. Tanpa disadari, hal ini berefek kepada situasi dimana pengadilan 

tidak menjadi tempat kebenaran, melainkan tempat berburu kemenangan. 40 [40]  

Apa yang sedang berlangsung di AS tersebut tampaknya paralel dengan sistem 

yang diterapkan oleh pengadilan kita. Cara berfikir linier, mekanistik  deterministik , 

dan yang lebih mengedepankan formalitas dan prosedur undang - undang dari pada 

kebanyakan jurist kita yang belum berkelana dalam dunia ilmu hukum dan teori 

hukum yang telah menyelamatkan orang - orang yang menurut rasa keadilan 

masyarakat sejatinya telah melakukan penjarahan kekayaan negara. Lolosnya koruptor 

kelas kakap salah satunya barang tentu lebih  didukung oleh proses dan struktur pikir 

mereka yang serba formal - prosedural. Apa boleh buat, masyarakat Indonesia dipaksa 

untuk mau menerimanya karena menurut hukum formal yang positivistik  memang 

jalannya proses hukum itu demikian adanya.  

Muncullah perta nyaan, apakah situasi bernegara hukum yang serba sederhana, 

linier, mekanistik , dan deterministik  yang mengedepankan logic and rules  tersebut 

masih tetap dipertahankan untuk berhukum di Indonesia ?, tentu hal ini secara 

institusional tidak mudah untuk dija wab, namun secara pribadi penulis jawab : tidak! 

Mengapa? Karena saat ini Indonesia sedang menghadapi extra ordinary problem , 

masalah yang luar biasa dahsyatnya.  

Problem yang demikian besarnya itu sungguh tidaklah memadai jika hanya 

diselesaikan melalui pr oses hukum yang sederhana dan berjalan biasa - biasa saja. 

Berfikir dan  bekerja dalam formalitas dan prosedur hukum yang serba teknikalitas  

tidaklah cukup menjanjikan dalam mengungkapkan keterpurukan bangsa kita, 

termasuk kebekuan hukum formal kita.  

                                                

40 [40]  Alan M. Dershowitz, op.cit., halaman 41 - 43.  



Pada akhirnya, dirasa sudah sangat mendesak untuk mencari agenda alternatif 

agar bangsa kita ini bisa cepat keluar dari situasi yang serba tidak pasti dari praktik 

kepastian dan keadilan prosedural hukum tersebut. Sebenarnya bangsa kita ini sudah 

cukup lama membe ri peran kepada aliran pemikiran yang positivistik tersebut untuk 

mengangkat derajat hukum di negeri ini. oleh karenanya bukan hal yang tabu jika para 

pendukung aliran positivis  ini diminta untuk mundur dan digantikan oleh ilmu hukum 

yang lebih menjanjikan  dan memiliki karakter progresif . 

Keluar dari Keterpurukan  

Dramaturgi  hukum dengan segala akrobat yang dilakukan oleh para jurist yang 

memainkan skenario yang tragis tersebut tentu saja tidak bisa didiamkan terus 

menerus. Jika tetap bertahan memainkan pera n tragis itu, maka deru derai dan 

kemarahan masyarakat kita suatu saat akan lembam dan apriori terhadap berhukum 

kita, dan masyarakat di paksa diam dalam ketidaksejahteraan dan makin tinggi tingkat 

keterpurukan hidupnya, karena serba sulit untuk memenuhi h ajat hidupnya yang 

primer. Hal ini tidak bukan karena ulah koruptor yang menjarah uang negara, yang 

dengan uang itu negara dapat membangun sarana kerja dan pemenuhan hajat hidup 

masyarakat, kini masayarat hanya bisa menjerit, sementara penyelenggara negara  

dalam posisi serba sulit.  

Dilihat dari sisi penegakan hukum, para aktor dan operator hukum (para hakim, 

jaksa, polisi, dan advokat) tidaklah sepenuhnya dapat  dipersalahkan dalam menjaga 

citra dan wibawa  hukum di negeri ini. dalam kaitan ini penulis ingi n sampaikan pula 

bahwa rasanya kurang fair jika institusi yang mencetak para penegak hukum tersebut 

turut juga dipersalahkan. Sebagai kritik pula kepada Perguruan Tinggi Indonesia yang 

mencetak para penegak hukum patut juga dipersalahkan, karena merekalah yang 



pertama mencetak aktor dan operator hukum keruh dan kisruh hakekat kebenaran 

hukum di negeri ini.  

Ketika kita berada di dalam institusi hukum sebagai aktor dan operator hukum 

tidak begitu terasa, namun apabila kita lihat pada posisi kita di luar peran  aktor dan 

operator hukum dan mau melihat dengan seksama sekalian menanyakan nurani kita, 

sungguh hati kita risau melihat operasionalnya hukum dengan segala praksisnya di 

negeri kita ini. penggunaan hukum yang serba formal - prosedural  dan teknikal  serta 

mek anikal  tersebut ternyata banyak melupakan sisi kebenaran, keadilan substansial 

dan kemanusiaan (kesejahteraan hajat hidup manusia lebih banyak).  

Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan 

keadilan baru dapat dicapai menurut Satji pto Rahardjo adalah apabila kita mau keluar 

dari tawanan undang - undang, 41 [41]  yang serba formal - prosedural . Manakala kita 

menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan 

media pencerah bangsa, maka kita harus mencari agenda alter natif yang sifatnya 

progresif.  Jelasnya, bangsa kita memerlukan cara - cara progresif  dalam menggunakan 

hukum. Hal ini, berarti kita harus mau meninggalkan cara berfikir tradisonal dari 

hukum modern warisan abad XIX.  

Berfikir secara progresif  dalam hukum ber arti kita harus berani ke luar dari 

mainstream pemikiran absolutisme  hukum, kemudian menempatkan hukum dalam 

posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan 

persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola piker yang determinan hukum 

memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala para 

ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum 

modern akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran.  

                                                

41[41] Satjipto Rahjardjo, Tidak Menjadi  Taweanan UU, Kompas, 24 Mei 2001, halaman 4. 



Bekerja berdasarkan pola piker huk um yang progresif (paradigma hukum 

progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistis - praktis  yang 

selama ini kita terapkan. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam 

hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum  positivistis meyakini 

kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap 

tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum bolehlah 

dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenar an dan 

keadilan. 42 [42]  

Jadi agenda utama paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia 

sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan 

faktor manusia di pusat perbincangan hukum tersebut membawa kita untuk 

memedulikan fa ktor perilaku ( behavior, experience ) manusia. Dalam bahasa Oliver W. 

holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman. Jika dalam 

filosofi paradigama hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika 

hukum, sehingga manusia harus di opaksa - paksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, 

maka sebaliknya, filosofi dalam paradigma hukum progresif  adalah HUKUM UNTUK 

MANUSIA. 

Ketika faktor kemanusiaan, yang didalamnya termasuk juga kebenaran dan 

keadilan, telah menjadi pusat dari perbincangan hukum , maka faktor etika dan 

moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan 

kebenaran, keadilan dan kamanusiaan tidak bisa dilepaskan dari memperbincangkan 

etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak  pendapat 

                                                

42 [42]  Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indon esia, Makalah 

disampaikan pada Seminar Nasional òMenggagas Ilmu Hukum (Progresif) Indonesia, Kerja sama IAIN 

Walisongo Dengan Ikatan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 8 Desember 2004, 

ha;aman 5.  

 



yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak 

pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.  

Disini bukan berarti bahwa setelah menuntaskan pembicaraan manusia 

kemudian hal itu ditutup untuk berpindah kep ada pembicaraan tentang hukum. Tidak 

demikian, pembicaraan hukum di tahap berikutnya tidak akan menutup pintu bagi isu 

manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif  tidak membuat batas seperti itu. Oleh 

karenanya, masalah manusia dan kemanusiaan akan terus ikut  mengalir memasuki 

hukum. Maka, menjadilah hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 

mengabdi dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran 

dan keadilan di dalamnya.  

Bagaimanakah konstribusi dan kegunaan paradigma hukum  progresif  dalam 

dataran praktis? Konstribusi terbesar dari paradigma hukum progrsif  adalah 

menjadikan kita para penegak hukum untuk menjadi sosok òmanusia sebenar- benar 

manusia, bukan manusia sebagai mesin atau komputer yang berisi software  hukumó. 

Apa be danya dengan komputer jika dalam praktiknya para penegak hukum sekedar 

mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam undang - undang? Pertanyaan 

sinis lainnya yang bisa kita munculkan adalah  untuk apa bertahun - tahun susah payah 

mencetak ahli hukum jik a kerjanya tidak lebih dari komputer yang tinggal mencet -

mencet pasal? Jadi paradigma hukum progresif akan mengarahkan penegak hukum 

menjadi sosok yang arif - bijaksana, yang memiliki wawasan komprehensif  dalam 

mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap pe rsoalan yang dihadapinya.  

Dengan demikian, paradigma hukum progresif  akan dapat menjinakkan 

kekakuan dan ketegaran hukum undang - undang yang demikian itu. Bukankah Pasal 

28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim 



untuk men ggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.  

Penutup  

Upaya untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum yang bisa kita lakukan 

adalah  harus ada usaha pembebasan dari cara kerja konvensional  yang diwariska n 

oleh aliran huum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal -

prosedural . Pembebasan itu barang pasti hanya dapat ditempuh melalui paradigama 

hukum progresif   yang sangat peduli pada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan. 

Bukankah hukum hadir di tengah masyarakat tidak hanya untuk mencapai kepastian, 

tetapi jauh lebih besar dari itu adalah untuk mencapai keadilan sejati. Dan ini hanya 

bisa dicapai melalui penegakan hukum secara progresif.  
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Pendahuluan  

Sebuah buku karangan Lon I Fuller berjudul The Morality of Law  menyebutkan : 

Manusia, sebag ai pengguna hukum, selalu berusaha untuk menyuruh hukum itu 

berhenti, agar dengan demikian bisa secara leluasa dan tenang membiarkan dirinya 

diatur oleh hukum. 43 [43]  Menyuruh hukum berhenti menurut Prof. Dr. Satjipto 

                                                

43 [43]  Lon I Fuller, The Morality of  Law, Ne w Haven, Conn: Yale University Press, 1971.  



Rahardjo, SH., adalah kata - kata lain unt uk kerinduan kepada hukum positif dan 

kepastian hukum, 44 [44]  hukum yang sering diubah - ubah ini adalah hukum yang gagal 

mengatur. 45 [45]  Kerinduan seperti itu mewakili tuntutan keperluan sehari - hari para 

Penegak hukum  (Hakim), sebab para Penegak hukum (Hakim)  sangat berkepentingan 

untuk mengetahui apa yang merupakan hukum pada suatu saat dan tempat ( here and 

now ). 

Pada sisi lain, ilmu, yang harus berbicara tentang kebenaran, harus mengatakan, 

bahwa sesungguhnya bahwa hukum itu tidak bisa berhenti. Itulah watak  asli yang 

melekat padanya. Hukum itu sebuah  institusi yang penuh dengan dinamika. Hukum 

itu hanya bisa bertalian ( survive ) untuk mengatur, manakala ia dinamis dan progresif . 

Hukum dan Institusi Progresif  

Hukum merupakan institusi progresif , sebab sejarah  telah menunjukkan secara 

nyata tentang hal tersebut. Hukum itu tidak pernah berhenti, stagnan , melainkan harus 

tumbuh, berubah dan berkembang. Kata - kata òtumbuhó, òberubahó, dan òberkembangó 

pada intinya memiliki kesamaan makna, dimana yang satu tersimpan  dalam yang lain. 

Tumbuh berarti menuju kebaruan dan meninggalkan yang lama. Tipe dan sistem 

hukum berkembang dan demikian pula dengan peraturan - peraturan yang mengatur 

suatu substansi tertentu. Hukum itu ternyata memang perlu berubah, supaya tidak 

sekedar  menjadi monument sejarah yang akhirnya gagal mengatur dengan efektif. 

Hukum berhenti menjadi hukum pada saat ia tidak lagi mempu melayani dan 

memandu kehidupan manusia. Hal ini membuktikan bahwa, watak asli hukum itu 

adalah progresif . 

                                                

44 [44]  Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. (Guru Besar Emiritus FH. UNDIP Semarang), Hukum Progresif, 

Kesinambungan , Merobohkan, dan Membangun, Majalah PDIH Undip, Semarang, 2006, halaman 1.  

45 [45]  Ibid.  



Untuk mencapai bentu k yang difinitif  sebagai hukum modern sekarang ini, 

hukum, yang kini umum digunakan di dunia, harus melakukan perjalanan panjang  

sekitar seribu tahun. Perjalanan panjang itu dapat diamati dengan jelas di Eropa 

Daratan. Di bagian dunia yang disebut Barat ( Occident ) itu, selama kurun waktu di atas, 

terjadi proses - proses transformasi sosial, ekonomi, politik, kultural, sebelum pada 

akhirnya memunculkan suatu tipe hukum yang khas ( distinct ), yaitu hukum modern. 

Unger, bahkan menyebutkan sebagai kemunculan suat u sistem hukum, yang 

mengisyaratkan bahwa sebelumnya tidak ada yang bisa disebut sistem hukum. Hal ini 

menandakan betapa khasnya hukum modern.  

Sesungguhnya, hukum itu tidak menabuhkan perubahan. Tanpa perubahan, 

hukum akan ditinggalkan masyarakat. Pada dat aran yang kongkrit dan empirik , 

perubahan itu terjadi pada sistem dan peraturan hukum. Sebab, dalam sistem dan 

peraturan hukum tidak pernah tidak berubah, yang tidak pernah berubah adalah 

perubahan itu sendiri.  

Semula dan sering pada kebanyakan kita (Hakim ) memilah sistem hukum 

sebatas pada sistem civil law  dan common law , sebagai dua sistem yang benar - benar 

beda. Yang satu sebagai sebuah sistem yang mencerminkan karya manusia yang sadar 

dan sengaja ( purposeful human act ), sedangkan yang lain sebuah sistem yang 

berkembang secara tradisional, tanpa aktor - aktor pembuat yang nyata. Tetapi 

sekarang, apabila kita cermati bahwa dunia sudah berbicara mengenai adanya suatu 

mixed - system . Tentunya ada berbagai faktor yang bisa menjelaskan mengapa 

percampuran itu terja di, misalnya fenomena global yang memicu kepadatan dan 

intensitas interaksi , inter/ace  dan interchange kelembagaan dan proses - prose di 

dunia.  



Untuk memperjelas perubahan tersebut di atas, dapat diambil contoh tentang 

hukum perburuhan, munculnya hukum perbu ruhan tidak bisa didasarkan pada pikiran 

dan nomenklatur  hukum klasik. Dalam konsep klasik, pemilikan adalah penguasaan 

manusia atas barang. Sejak muncul industrialisasi, maka buruh muncul sebagai salah 

satu faktor produksi, sejajar dengan tanah dan mesin.  Dengan demikian, maka sejak 

menjadi buruh maka manusia berubah statusnya sebagai faktor produksi yang 

memperoleh perlakuan lama seperti faktor - faktor produksi yang lain. Ia bukan lagi 

manusia dengan kapasitas kemanusiaan yang penuh, melainkan sudah menjad i 

barang, seperti tanah dan mesin. Dengan demikian, pada hakekatnya, munculnya 

buruh seharusnya mengubah konsep pemilikan lama, tidak hanya penguasaan manusia 

atas barang, tetapi juga berkembang menjadi penguasaan atas manusia. 46 [46]  

 Perubahan sistem dan p eraturan hukum adalah tuntutan tanpa tawar, dan 

melawan perubahan hanya akan menyebabkan hukum melakukan bunuh diri karena 

menjadi tidak berguna untuk masyarakat. Maka apabila dihubungkan dengan  

perubahan sistem kelembagaan peradilan kita menjadi sistem p eradilan satu atap di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah sebuah pilihan yang tepat untuk saat 

sekarang.  

Perubahan yang Melompat  

Hukum tidak hanya mengalami perubahan, tetapi disana sini juga mengalami 

perubahan yang melompat. Perubahan yang melompat ini  adalah perubahan 

revolusioner , yang sudah masuk ke dalam kategori perubahan paradigmatik 

(paradigmshift ). Perubahan yang demikian itu menepiskan urutan logis yang runtut, 

                                                

46 [46]  Karl Renner, The Development of  Capitalist Property and The Legal Institutions Complementary to 

the Property Norms, dalam Sociology of Law, Vilhelm Aubert (ed), Baltimore : Maryland : Penguin Books, 

1969: 33 - 45. Baca juga Satjipto Rahardjo, 2002, halaman 67 - 68,  Sinzhimer, 1935.  



oleh karena ia tiba - tiba mengambil suatu titik - tolak dan titik pandang yang baru dan  

beda dari pada yang digunakan sebelumnya.  

Perubahan seperti itu yang terkenal di dunia penegakan hukum adalah Arrest 

Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda), bulan Januari 1919, yang menuai 

sebutan òrevolusi di bulan Januarió. Putusan atau arrest  terse but adalah perubahan 

besar dalam mengartikan òperbuatan melawan hukumó (onrecht - matige daad ) dalam 

Pasal 1401 BW (Belanda) atau Pasal 1365 BW (Hindia - Belanda). Selama berpuluh tahun, 

maka perbuatan melawan hukum itu selalu ditafsirkan sebagai perbuatan yan g 

bertentangan dengan UU tertentu. Tanpa adanya UU yang dilanggar, tidak ada 

perbuatan melawan hukum. Tetapi tiba - tiba terjadi lompatan yang mengagetkan, yang 

terjadi pada tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad  membuat putusan yang mengatakan, 

bahwa òOnrechtma tig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is 

met de goede zeden of de maatschappeljike betamelijkhetaó (melawan hukum tidak 

hanya bertentangan dengan UU tetapi juga bertentangan dengan tata susila dan 

kepatutan menurut masyaraka t).  

Putusan Hoge Raad tersebut tidak bisa secara logis didasarkan pada tradisi 

putusan melawan hukum sebelumnya. Tidak ada referensi logis untuk itu, karena yang 

terjadi adalah putusan yang didasarkan pada landasan mendasar yang sangat beda dan 

karena itu bisa disebut suatu perubahan paradigmatik. Ini tidak lagi logis, rasional, 

melainkan sudah meta - rasional . Maka kita tidak perlu terheran - heran atau kaget, 

apabila di lain waktu terjadi lagi hal seperti tersebut di atas. Tipe perubahan seperti 

itu, ternyata  ada dalam file sejarah atau pikiran hukum. Perubahan seperti itulah yang 

disebut sebagai òrule - breaking ó atau merobohkan. 

Chaos (Kekacauan) Dalam Hukum  



Sebuah buku yang terbit pada tahun 1995 berjudul Radical Philosophy of Law , 

karangan Dennis J. Brion me ncoba menghimpun berbagai pendapat yang bertentangan 

dengan arus pemikiran besar ( mainstream thought ) dalam praktik dan teori 

hukum, 47 [47]  hal ini dapat dilihat pada halaman 200 - 220 yang intinya menyebutkan 

the chaotic Indeterminacy of Tort Law : Between Fo rmalism and Nihilism.  Sebelum itu, 

pada tahun 1989, Charles Sampford menulis sebuah buku berjudul The Disoreder of 

Law: A critique of Legal Theory , yang juga mengetengahkan pemikiran tentang hukum 

sebagai suatu bangunan yang penuh dengan ketidakteraturan ( disorder ), namun 

dipaksakan untuk dilihat sebagai bangunan penuh keteraturan. 48 [48]       

Menurut Brion yang mengutip tulisan Samford menyebutkan, bahwa kekacauan 

(chaos ) adalah berfungsi sebagai tamsil untuk menggambarkan bagaimana hukum itu 

berfungsi, tams il itu merupakan suatu alat yang kuat untuk lebih bisa menggambarkan 

dan memahami hukum. Brion mengambil tort law  sebagai contoh dari suatu proses 

yang penuh dengan kekacauan dan dari situ merumuskan kembali persoalan 

ketertiban ( order ). 

Selanjutnya Brion mengatakan bahwa betapa sulit menunjukkan struktur 

rasional benar - benar ada dalam putusan - putusan hukum ( It is extremely difficult in 

deriving a rational structure of doctrine that comprehensively embraces the 

accumulation of decisions at any particular mo vement). 49 [49]  Persis apa yang 

dilakukan oleh Newton, maka para positivis membuang sejumlah putusan hukum dan 

memberlakakukannya sebagai data yang menyimpang ( aberrational data ), sehingga 

struktur rasional dari putusan - putusan pengadilan dapat tetap diperta hankan.  

                                                

47 [47]  Caudill & Gold (eds), 1995, Radical Philosophy of Law.  

48 [48]  Charles Samford, The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory, N.Y., Basic Blackwell, 1989.  

49 [49]  Samford dalam Brion, halaman 186.  



Strukltur pemikiran Brion adalah menggunakan putusan - putusan mengenai 

pertanggungjawaban atau adanya kesalahan tentang peristiwa kebakaran yang sama 

dalam sebuah galangan kapal yang diputus oleh pengadilan berbeda. Kasus tersebut 

dikenal sebagai òthe wagon Mound Casesó, 1961. Kejadian fisiknya memang sama, 

yaitu kecelakaan dan kebakaran di galangan kapal, tetapi titik pandang yang 

digunakan oleh pengadilan yang satu untuk memutus berbeda dengan yang digunakan 

oleh pengadilan yang lain. Putusan yang dijatuhkan akhirnya juga berbeda, yang satu 

bersalah, sedang yang lain tidak. Perbedaan ini disebabkan karena kedua pengadilan 

tersebut mengunakan landasan yang berlainan. Pengadilan yang masuk melalui pintu 

òforeseeability ó akan berbeda putusannya dari pengadilan yang masuk lewat pintu yang 

beda. Inilah yang disebut sebagai situasi kacau.  

Meskipun demikian, Brion menalar lebih lanjut, bahwa dibalik yang tampaknya 

kacau tersebut, sebetulnya tetap ada suatu tertib ( order ) tertentu ( to see the 

emergence a pas sible order underlying the chaotic disorder of the decisions ). Agar 

tidak menyamakannya dengan konsep ketertiban yang sudah mapan, maka dengan 

agak hati - hati, Brion menyebutnya sebagai òa quasi - order ó. 

Kritik Hukum Progresif Terhadap Konsep Law as Tool of Social 

Engineering  

 
Untuk dapat memberikan kritik kongkrit atas penggunaan hukum sebagai alat 

rekayasa sosial di Indonesia, maka pemahaman terhadap aspek teoritis yang 

melatarbelakangi munculnya konsep law as tool of social engineering   perlu dipahami 

terl ebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan pendeketan analisis terhadap mazhab 

hukum sociological Jurisprudence  dan Realisme Hukum ( Legal realism).  

Dengan menggunakan pendekatan Critical Legal Studies , GW. Paton mengkritik 

penggunaan istilah Sociological yang digunakan oleh aliran Socilogical Jurisprudence  



yang dipelopori oleh Roscoe Pound (Amerika) dan Eugen Erlich (Eropa Kontinental) 

sebagai kurang tepat serta menimbulkan kekacauan ( chaos ). Paton lebih suka 

menggunakan istilah Funtional school , agar dapa t menghindarkan diri dari kerancauan 

antara Ilmu Hukum Sosiologi ( Socilogical Jurisprudence ) dengan sosiologi hukum 

(Sociologi of Law ).50 [50]   

Perbedaan yang signifinkan antara Sosiologi Hukum dan Ilmu Hukum yang 

Sosiologis adalah bahwa, Sosiologi Hukum ber upaya menciptakan ilmu mengenai 

kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan, dan pembahasannya meliputi bagian 

terbesar dari Sosiologi dan Ilmu Politik. Sosiologi Hukum menitikberatkan 

pembahasannya pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi. Sedan gkan 

Ilmu Hukum Sosiologis menitikberatkan kajiannya pada hukum, dan memandang 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 51 [51]  

Sociological Jurisprudence  berpendapat, hukum yang baik adalah hukum yang 

sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living Law of The Peoples) . Aliran 

ini secara tegas memisahkan antara hukum positif ( Positive Law ) dengan hukum yang 

hidup ( The living Law ). Aliran ini muncul sebagai dialektika antara mazhab hukum 

positivis dan mazhab sejarah.  

Positivisme hukum berpendapat bahwa , tiada hukum kecuali perintah yang 

dikeluarkan oleh penguasa ( Law is Command of Lawgiver ). Sebaliknya mazhab sejarah 

berpendapat bahwa, hukum timbul dan berkembang bersama dengan perkembangan 

masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa al iran positivisme 

hukum mementingkan akal, sedangkan aliran mazhab sejarah lebih mementingkan 

                                                

50 [50]  G.W. Paton, òA Text- Book of Jurisprudenceó 2nd . Ed., Oxford University Press, London, 1951, 

halaman 17.  

51 [51]  Purnadi Purbacaraka dan Chidir Ali, Disiplin Hukum, Citra Aditya Bhakti, bandung, 1990, halaman 

42. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Sidarta, Pokok - Pokok Filsafat Hukum, Gra media Pustaka Utama, 

Jakarta, 1995, halaman 178.  



pengalaman, teori ini dianut Lembaga Penegak Hukum Kita dalam mempromosikan 

jabatan hakim. Berdasarkan dua pendapat yang diametral tersebut, Sociological 

Jurisprud ence berpendapat bahwa, baik akal maupun pengalaman sama pentingnya. 

Peletak dasar aliran pemikiran hukum mazhab Sociological Jurisprudence  ini adalah 

Eugen Erlich dan Roscoe Pound.  

Menurut Erlich, perbedaan antara hukum positif ( Positive law ) dengan huku m 

yang hidup ( The living Law ) adalah bahwa, hukum positif hanya akan memiliki daya 

laku efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 52 [52]  Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara Erlich dengan 

penganut mazhab positivi sme hukum. Menurut Erlich, titik sentral perkembangan 

hukum tidak terletak pada UU, Putusan Hakim, atau Ilmu Hukum, tetapi terletak pada 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, Erlich berpendapat bahwa sumber dan 

bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan y ang bersumber pada keyakinan 

masyarakat.  

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu ciri menonjol dari hukum pada 

masyarakat modern adalah, penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini 

hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola - pola kebiasaan dan  tingkah laku 

yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkannya kepada tujuan -

tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, 

menciptakan pola - pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai 

pand angan modern tentang hukum itu yang menjurus pada penggunaannya sebagai 

suatu instrument. 53 [53]  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang aliran 

Sociological Jurisprudence  yang dikembangkan oleh Eugen Erlich dan Roscoe Pound 

                                                

52 [52]  Lily Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?, CV. Remaja Karya, Bandung, 1988, halaman 55.  

53 [53]  Satjipto Rahardjo, Op. Cit. halaman 75.  



bahwa, i lmu hukum sosiologi melakukan kajian terhadap efektifitas hukum, dampak 

sosial hukum, dan sejarah hukum sosiologis, dengan menggunakan konsep hukum 

sebagai lembaga dan doktrin. Erlich memandang hukum sebagai kaidah yang 

dirumuskan dalam UU.  

Sementara itu, di Amerika Serikat berkembang aliran pemikiran hukum mazhab 

Realisme Amerika ( Policy Oriented ) yang dikembangkan oleh seorang hakim bernama 

Oliver Wendel Holmes Jr., yang menyatakan bahwa, asumsi - asumsi tentang apa yang 

akan diputuskan oleh pengadilan itul ah yang disebut hukum. Holmes menggambarkan 

dengan tepat pandangan realisme Amerika yang pragmatis .54 [54]   

Pendekatan pragmatis  yang dikembangkan oleh Holmes di Amerika didasarkan 

pada ketidakpercayaan pada bekerjanya hukum menurut ketentuan - ketentuan hukum  

di atas kertas. Menurut Holmes, hukum bekerja mengikuti peristiwa - peristiwa kongkrit 

yang muncul. Dengan demikian, dalil - dalil hukum yang bersifat universal harus diganti 

dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya. Hukum menurut Holmes 

tidak mungkin bekerja menurut sistemnya sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya 

pendekatan yang bersifat interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu - ilmu lain seperti : 

ekonomi, sosiologi, antropologi, dan kriminologi. Pendekatan - pendekatan yang 

dilakukan dengan  melaklukan penyelidikan - penyelidikan terhadap faktor - faktor sosial 

dapat disinkronkan dengan apa yang dikehendaki hukum dengan apa yang terjadi 

pada realitas kehidupan sosial. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan agar hukum 

dapat bekerja secara efektif.  

Menurut aliran realisme Hukum Amerika Serikat yang menjadi sumber hukum 

utama adalah putusan hakim ( All the Law is Judge Made Law ), semua yang dimaksud 

dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim di Amerika lebih dari sebagai penemu 

                                                

54 [54]  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h alaman 168.  



hukum dari pada pembuat huk um yang mengandalkan peraturan perundang -

undangan.  

Pendekatan realisme hukum lebih lanjut dikembangkan oleh Karl N Liewellyn 

(Eropa) dan Mc. Douglas di Amerika, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, adalah 

:55 [55]  

a. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan - tu juan sosial;  

b.  Hendaknya konsepsi harus menyinggung hukum yang berubah - ubah dan 

hukum yang diciptakan pengadilan;  

c. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada 

kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problema -

prob lema sosial yang ada;  

d.  Hendakmya hukum itu dinilai dari segi efektifitasnya dan kemanfaatannya; dan  

e. Untuk sementara ini, harus ada pemisahan antara is dengan ought.  

Pendekatan pokok yang dipraktikkan di Amerika oleh aliran realisme  hukum di 

bidang hukum int ernasional menimbulkan gerakan yang disebut sebagai òPolicy 

Orientedó yang dikembangkan oleh Mc.Douglas, yang pada intinya menyatakan bahwa, 

hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Hukum berfungsi sebagai sarana 

untuk menggerakkan masyarakat ke ar ah tujuan yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, penerapan Policy Oriented  lebih menekankan pada hukum yang ada ( is). 

Penerapan Law as Tool of Social Engineering di Indonesia       

Muchtar Kusumaatmaja, dalam tulisannya berjudul òPembinaan Hukum Dalam 

Rangkla Pembangunan Nasionaló menyatakan:  Pembangunan hukum yang dimaksud 

adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala bidang kehidupan 

masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan 

                                                

55 [55]  Satjipto Rahardjo, op.cit, halaman 269 . 



hukum dalam pembangunan adalah unt uk menjamin bahwa, perubahan itu terjadi 

secara teratur. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan 

tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi 

alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. D alam proses 

pembangunan itu peranan hukum adalah sebagai sarana pembangunan 

masyarakat. 56 [56]  

Pendekatan positivistis  hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dalam 

proses pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana penting guna 

memelihara ketertib an. Dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih 

menonjolkan perundang - undangan, walaupun yurisprudensi juga memegang 

peranan. 57 [57]  Dengan demikian, jelas bahwa pembaharuan/pembangunan hukum di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum/ mazhab hukum 

positivistis , karena pembaharuan tersebut lebih ditekankan melalui perundang -

undangan (hukum tertulis).  

Penggunaan hukum tertulis/peraturan perundang - undangan sebagai sarana 

pembangunan/pembaharuan hukum dalam rangka melakukan rekayasa sosial menurut 

Syakmin AK, memberikan beberapa keuntungan, antara lain : 58 [58]  

a. Lebih memberikan kepastian akan adanya stabilitas dan ketertiban;  

b.  Dengan bentuk tertulis hukum menjadi lebih tegas apa yang dimaksudkan;  

c. Walaupun dalam bentuk tertulis, hukum (peraturan  perundang - undangan) 

tersebut harus mencerminkan hukum yang sesuai dengan nilai (rasa keadilan) 

dalam masyarakat.  

                                                

56 [56]  Muchtar Kusumaatmaja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, PT Bina 

Cipta, Bandung, halaman 9.  

57 [57]  Ibid.  

58 [58]  Syakmin AK., Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmaja Yang   Mengintrodusir Hukum Sebagai 

Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Draft Makalah, Tidak diterbitkan, Palembang, tt, halaman 7  



Lebih lanjut Syakmin AK menyatalan bahwa, penggunaan hukum 

tertulis(peraturan perundang - undangan) diprioritaskan pada usaha pembangunan, dan 

proses pembentukan undang - undangnyapun harus dapat menampung semua 

permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan substansi masalah yang akan 

diatur dalam UU tersebut, agar UU yang dibuat tersebut dapat berlaku sebagai hukum 

yang efektif. Hal ini menunjuk kan bahwa dalam membuat peraturan perundang -

undangan dalam rangka melakukan rekayasa sosial, legal drafter  dituntut untuk 

mengetahui dan memahami interaksi antara hukum dengan faktor - faktor lain yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan d emikian, pembuatan 

peraturan perundang - undangan yang ditujukan untuk melakukan rekayasa sosial di 

samping harus didasari oleh pengetahuan tentang bekerjanya hukum dalam 

masyarakat, juga harus melakukan analisis fungsional terhadap sistem hukum sebagai 

keseluruhan. 59 [59]  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Muchtar Kusumaatmaja menyatakan 

bahwa, banyak kesulitan yang dihadapi dalam proses penggunaan hukum sebagai 

rekayasa sosial yang harus dilakukan secara terencana, antara lain : 60 [60]  

a.    Sukarnya menen tukan tujuan perkembangan/pembaharuan hukum;  

b.     Minimnya data empirik yang dapat digunakan untuk mengadakan analisis secara 

diskriptif  dan preskriptif ; 

c.     Sulit mengadakan atau mencari tolok ukur objektif untuk melakukan pengukuran 

berhasil tidaknya suatu upaya rekayasa sosial dengan menggunakan instrument 

hukum tertulis (peraturan perundang - undangan) sebagai sarana pembaharuan hukum.  

Berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya menggunakan hukum sebagai 

alat/instrument rekayasa sosial mengakibatkan pem ilihan kebijakan yang diharapkan 

                                                

59 [59]  Ibid.  

60 [60]  Mochtar Kusumaatmaja, op.cit., halaman 4 - 5. 



akan menjadi prioritas tidak didasarkan atas pemikiran yang rasional. Namun 

demikian, upaya melakukan rekayasa sosial dengan menggunakan instrument hukum 

tertulis (peraturan perundang - undangan) terus dilakukan, bahkan rekay asa sosial yang 

dilakukan kadang - kadang menyentuh aspek atau perubahan yang mendasar, namun 

tetap harus dilakukan agar berlangsung dalam suasana tertib. Oleh karena itu, 

penggunaan hukum tertulis sebagai sarana perubahan sosial harus dilakukan secara 

bijak sana agar dapat memberikan arah pada perubahan yang direncanakan.  

Penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai landasan kebijakan 

pembangunan haruslah dirumuskan secara resmi, dan juga harus menjadi bagian dari 

pengalaman masyarakat dan bangsa Indon esia.  

 Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum yang merupakan sarana 

pembangunan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa keteraturan atau 

ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan hukum itu merupakan 

sesuatu yang diinginkan atau dipandang  (mutlak)  perlu. Anggapan lain yang 

terkandung dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa, hukum 

dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat (pengatur) 

atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke ara h yang 

dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan 

dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yaitu menjamin 

adanya kepastian dan ketertiban. 61 [61]  

Dalam pembangunan hukum sebagai alat ( instrument ) rekayasa sosial, 

pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat dan analisis fungsional efektivitasnya 

harus mendapat perhatian dengan seksama. Oleh karena itu, dalam melakukan 

                                                

61 [61]  Mochtar Kusumaatmaja, op.cit., halaman 13.  



identifikasi permasalahan hukum yang dinilai memerlukan prioritas untuk dilakukan  

pembaharuan perlu dibedakan antara :  

a. Masalah - masalah yang langsung menyangkut kehidupan pribadi sesorang dan 

erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat yang sering 

diistilahkan dengan bidang hukum yang Non- Netral , karena mengandung as pek  

emosional , psikologis , dan magis - relegius ; dan  

b.  Masalah - masalah yang bertalian erat dengan kemajuan masyarakat pada 

umumnya, misalnya hukum perseroan, hukum kontrak, hukum lalulintas, atau 

lebih dikenal dengan istilah bidang hukum yang netral yang dilih at dari aspek 

budaya akan lebih mudah untuk ditangani.  

Secara ideal, seharusnya penggunaan hukum sebagai instrument dari upaya 

untuk mengefektifkan keberlakuan hukum dengan menggunakan kemampuan akal 

yang dikonsepkan oleh mazhab hukum positivistis tidak pe rlu dipertentangkan dengan 

pendirian mazhab sejarah yang mengatakan hukum itu tumbuh dan berkembang 

bersama pengalaman masyarakat. Oleh karena apabila pemerintah hendak 

menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang - undangan) sebagai alat rekayasa 

sosial dalam melakukan pembaharuan/pembangunan, maka peraturan perundang -

undangan yang dihasilkan pemerintah harus dapat menampung dan menyalurkan 

nilai - nilai dan aspirasi yang hidup di masyarakat.  

Berdasar uraian di atas, pembangunan hukum dengan menggunakan kio nsep 

Law as Tool of Sosial Engineering  dalam rangka pembangunan hukum nasional tidak 

ada alasan untuk dipertentangkan, dengan syarat pembaharuan hukum yang dilakukan 

melalui perundang - undangan sebagai sarana rekayasa sosial disusun atas dasar nilai -

nilai a tau aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau atas dasar 

pengalaman kehidupan berhukumnya masyarakat.  



 

Kritik Terhadap Konsep Mochtar Kusumaatmaja Tentang Peraturan 

Perundang - Undangan Sebagai Instrumen Untuk Melakukan 

Rekayasa Sosial Dalam P embangunan Hukum di Indonesia  

 

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa makna  Law dalam konsep Law as 

Tool of Social Engineering  adalah UU/Act, termasuk kebijakan pemerintah ( eksekutif ). 

Sebenarnya tidaklah demikian, sebab konsep law dalam sistem hukum Ameri ka yang 

dapat di kelompokkan pada negara yang menganut Common Law Sistem , hukum/ law 

dapat bermakna UU ( Law as Act ) dan bermakna hukum yang dibuat oleh hakim 

(keputusan hakim), yang lebih dikenal dengan istilah òJudge Made Lawó (Law as Judge 

Made Law).  Dalam kaitanya dengan konsep Roscoe Pound tentang fungsi hukum 

sebagai alat rekayasa sosial atau òLaw as Tool of Social Engineeringó, Roscoe Pound 

memaknakan hukum/ law sebagai òJudge Made Lawó. Jadi bukan bermakna Law as Act 

sebagaimana yang dianut oleh faham hukum positivistis , atau aturan - aturan hukum 

lainnya yang dibuat oleh eksekutif.  

Dengan demikian, menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan 

mengeluarkan berbagai peraturan perundang - undangan tanpa dasar berpijak pada 

nilai - nilai yang dapat di sarikan atau diambil dari berbagai putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan bernilai sebagai jurisprudensi yang merupakan 

wadah yang menampung perkembangan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat 

merupakan tindakan yang sembrono dan tak da pat dipertanggungjawabkan. Selain itu, 

penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial hanya mungkin dapat dilakukan 

apabila potensi untuk berkembangnya hukum kebiasaan, adat istiadat, dan keyakinan 

masyarakat yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki k emampuan untuk 

mengatur dirinya sendiri diberi ruang tumbuh dalam sistem hukum nasional.  



Kelihatannya, pendapat Mochtar Kusumaatmaja lebih dominan untuk 

menunjukkan adanya keinginan menempatkan hukum tertulis sebagai satu - satunya 

instruimen yang cukup mema dai untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju 

kemajuan. Hal ini menunjukan bahwa, Mochtar Kusumaatmaja adalah penganut aliran 

positivistic hukum dalam strategi pembangunan hukum di Indonesia, yang pada 

intinnya hendak menyatakan bahwa, masyarakat Indo nesia yang maju akan dapat 

tercipta apabila pemerintah/negara menciptakan dan menggunakan hukum tertulis 

sebagai sarana untuk mengakomodir perubahan - perubahan yang terjadi pada 

masyarakat.  

Apabila ditelusuri lebih lanjut, penerapan konsep hukum sebagai ala t rekyasa 

sosial dengan menempatkan hukum tertulis yang dibuat atas dasar aliran hukum 

positivistic  adalah bertentangan dengan politik hukum yang diletakkan oleh Founding 

Fathers  yang menempatkan hukum adat (kebiasaan) sebagai sumber utama 

pembentukan huku m nasioanl, atas dasar Sila Persatuan dan semboyan Bhineka 

Tunggal Ika  yang mencerminkan adanya pluralisme  hukum di Indonesia, namun tetap 

dalam bingkai persatuan.  

Kata- kata Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno, Bhineka Tunggal Ika 

yang diangkat dari karya besar Mpu Prapanca dalam buku Sutasoma, serta Sila 

Persatuan, kesemuanya menunjukkan bahwa nilai - nilai yang hendak dijadikan dasar 

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan peculiar form of 

social life  bangsa Indonesia adalah ni lai - nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang 

pada rakyat dan masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, 

komunalis, dan magis relegius, serta menghargai kebhinekaan ( pluralisme ). Oleh 

karena itu, sebelum kemerdekaan telah terdapat kesepakata n untuk menjadikan 

hukum adat sebagai sumber utama pembentukan hukum nasional. Jika demikian, 



maka pluralisme  yang saling menunjang dalam bingkai NKRI merupakan suatu 

konsekuensi logis. Pluralisme menuntut adanya sikap saling mempercayai, saling 

menghargai , saling menghormati, dan saling membantu dalam penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme  menuntut adanya koordinasi  dan 

sinergi , bukan subordinasi  dan eksploitasi.  

Dengan demikian, cara berhukum yang harus dilaksanakan di Indonesia seb agai 

negeri yang pluralis adalah dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya the 

living law pada masyarakat dan mensinergiskannya dengan kepentingan nasional 

melalui upaya yang dikenal dengan harmonisasi hukum.  

Untuk mengefektifkan penggunaan hukum sebag ai sarana rekayasa sosial di 

indoensia, maka setidaknya harus dipenuhi beberapa presdiposisi, antara lain:  

a. Terdapat penghargaan terhadap the living law;  

b.  Dalam pembuatan UU hendaklah diprioritaskan pada bidang - bidang hukum 

yang netral.  

c. Memberikan kebebasan pada Hakim untuk memutus perkara berdasarkan the 

living law , atas dasar faham hukum non positivistis  yang mutlak;  

d.  Melakukan inventarisasi putusan - putusan hakim yang memuat nilai - nilai hukum 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pencerminan 

kesadaran hukumnya sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan UU;  

e. Mengembangkan lembaga peradilan yang dapat menjadi badan yang 

menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah; dan  

f.  Mengembanghkan public control terhadap berbagai pr oduk perundang -

undangan.  

Penutup    



Hukum sebagai perangkat pengatur kehidupan harus siap untuk menghadapi 

situasi bagaimanapun, seperti kekacauan. Kita tidak bisa mengatakan, bahwa 

kekacauan itu adalah keadaan menyimpang. Oleh karena itu, tidak perlu diper hatikan 

oleh perhatian hukum. Tingginya kualitas penerapan hukum ditentukan apakah ia siap 

untuk menghadapi situasi kekacauan hukum yang bagaimanapun. Siap menghadapi 

situasi kekacauan hukum, berarti siap juga dengan pendekatan dan metode untuk 

menjelaskan  dan memahaminya.  

Hukum progresif berangkali tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang 

khas dan selesai ( distinct type and a finite sheme ), melainkan lebih merupakan 

gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo , sehingga 

menja di mandek ( stagnant ). Ia selalu ingin setia pada asas besar, bahwa òhukum 

adalah utuk manusiaó. Ia bisa diibaratkan sebagai papan penunjuk, yang selalu 

memeringatkan, bahwa hukum itu harus terus menerus merobohklan, mengganti, 

membebaskan hukum yang mandek , karena tidak mampu melayani lingkungan yang 

berubah. Itulah sebabnya ia selalu mengalir, karena kehidupan manusia memang 

penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia yang 

demikian itu tidak bisa diwadahi secara ketat ke dalam satu atau lain bagan yang 

selesai dan tidak boleh diubah ( finite scheme ). Bagan itu harus terbuka, karena bukan 

manusia untuk hukum, melainkan sebaliknya. Bentuk, solusi dan  teori harus ikut 

mengalir utnuk menjaga keagungan kehidupan manusia.  

Berkaitan de ngan penerapan konsep law as tool of social engineering  sangat 

dimungkinkan di Indonesia, karena secara sosiologis perkembangan hukum di 

Indonesia lebih dekat pada sejarah perkembangan hukum yang termasuk pada 

kelompok Common Law System  yang menempatkan ma syarakat dan hakim sebagai 

aktor yang sangat berperan dalam membentuk hukum. Di samping itu konsep law as 



tool of social engineering  secara teoritis dimungkinkan, sepanjang hukum lebih 

dimaknakan sebagai Judge made Law  dan atas dasar tradisi Common Law Sys tem.  
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Pendahuluan  

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan jasa yang melampau batas wilayah suatu negara, sehingga 

barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun peruduksi luas 

negeri semakin bervari asi.  

Pada satu pihak fenomena ini bermanfaat bagi konsumen karena semakin 

terbukanya kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang atau jasa, tapi pada sisi 

lain, kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, dimana 



konsumen menjad i objek atau sasaran aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesar - besarnya, oleh pelaku bisnis melalui kiat promosi, dengan cara penjualan 

suatu penerapan perjanjian standart yang sangat merugikan pihak konsumen.  

Lemahnya posisi konsumen, menurut pengamat ekonomi Yusuf Shofie 

disebabkan oleh 2 (dua) faktor 62 [62] : Pertama,  selama pembangunan jangka panjang 

pertama (PJP I), 25 tahun pembangunan selama orde baru, para konglomerat telah 

banyak memperoleh berbagai proteksi dan fasilitas melalui berbagai  regulasi  dan 

deregulasi , termasuk subsidi tidak langsung. Sementara pihak konsumen dihadapkan 

pada keterbatasan produk barang dan jasa oleh ulah kaum konglomerat, dengan cara 

penguasaan bahan mentah, sehingga hanya konglomerat tertentu sajalah yang dapat 

menguasai pasaran jenis barang tertentu yang menjadi kebutuhan pokok konsumen 

melalui  mekanisme monopoli, sehingga tidak memungkinkan konsumen 

menggunakan hak pilihnya. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

proses produksi barang dan jasa, ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat 

hukum yang ada.  

Kedua faktor tersebut di atas, contoh kongkritnya adalah : sebagai konsekuensi 

perdagangan bebas dalam praktik bisnis dikenal dengan distance selling dan mail 

order marketing . Dalam praktik s emacam ini, konsumen cukup memanfaatkan 

teknologi komunikasi dalam melakukan transaksi barang atau jasa yang diinginkan. 

Persoalan akan muncul dalam hal produk barang atau jasa yang dikirimkan tidak 

sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Oleh karena bisni s ini sudah melintasi batas -

batas antar negara, maka penyelesaiannya tidaklah sederhana yang dibayangkan 

dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang ketentuan penipuan misalnya.  

                                                

62 [62]   Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen - Instrumen Hukumnya, Citra Aditya, 

Bandung, 2000, halaman 3 - 4. 



Mencermati kondisi yang tidak sehat sebagaimana diuraikan di atas, maka 

Indonesi a mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Pemberlakuan UU ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga 

perlindungan konsumen untuk memperdayakan dan melindungi kepentingan 

konsumen  serta membuat pelaku bisnis leb ih bertanggung jawab.  

Konsumen Sebagai Korban Kejahatan Korporasi  

Pada masa orde baru fokus pembangun lebih dititik beratkan pada 

pembangunan di bidang ekonomi tanpa diimbangi dengan pembangunan di bidang 

hukum, kondisi ini telah membawa akibat yang merugi kan sebagian besar masyarakat. 

Pembangunan dengan model seperti ini memunculkan konglomerasi yang begitu 

pesat. Pada umunya konglomerat tersebut memiliki berbagai jenis bidang barang dan 

jasa dalam membentuk badan hukum, yang kemudian dikenal dengan korpor asi. 

Terhadap fenomena seperti ini, sebenarnya para pakar telah menghawatirkan bahwa 

langkah - langkah korporasi  konglomerat dapat membuat Negara Indonesia 

terjerembab ke dalam sistem ekonomi kartel  dan  trust . Kemudian pada sisi lain 

terdapat dugaan telah te rjadi semacam kesepakatan tersembunyi ( konspirasi ) antara 

korporasi  dan pengusaha. Menguatnya peranan korporasi  di berbagai sektor bisnis, 

digambar ibarat ògurita ó yang merambah ke segala arah. Mereka dapat berbuat 

sesukanya tanpa mengindahklan etika hukum , dan dalam banyak hal, perilaku dan 

sepak terjang mereka sukar dijangkau oleh hukum, meskipun diduga kental dengan 

tindakan kriminal.  

Analisis sejumlah pakar terhadap perilaku tersebut, sampai pada kesimpulan 

bahwa perilaku itu tidak mudah terlihat. Bahka n tidak jarang perilakunya dihadapan 

hukum merupakan perilaku legal . Perilaku ini di kalangan ahli hukum dikenal sebagai 



white collar crime . Belakangan istilah tersebut dikenal di kalangan masyarakat 

Indonesia saat ini sebagai kejahatan kaum priyayi atau k ejahatan kerah putih.  

Ketertinggalan hukum dalam mengimbangi kemajuan pembangunan di bidang 

ekonomi menempatkan para korban kejahatan korporasi  pada kondisi kertidakadilan. 

Sebaliknya pelaku kejahatan korporasi  dengan leluasa menikmati hasil kejahatannya 

yang tidak terjangkau oleh hukum. Tekanan - tekanan pelaksanaan hak asasi manusia 

(HAM) memang membawa perbaikan perlakuan terhadap tersangka kejahatan ( pelaku 

tindak pidana), meskipun banyak dijumpai perlakuan - perlalukuan yang merendahkan 

martabat kemanusia an tersangka, akan tetapi perhatian terhadap korban kejahatan 

belum maksimal. Seolah - olah dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan penjatuhan hukuman  kepada tersangka, hak - hak korban telah dipulihkan.  

Kriminologi memang belum lama memberika n perhatian pada korban kejahatan. 

Perhatian ini dengan sendirinya pada akhirnya menjadi ilmu pengetahuan yang disebut 

viktimologi ( victimology ). Menurut Mardjono Reksodiputro menggaris bawahi bahwa, 

ruang lingkup studi tentang korban ini menjangkau 2 (dua ) hal63 [63] , Yakni : 1). 

Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi ( illegal abuse of economic 

power ), dan 2). Penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum ( illegal 

abuses of public power ). 

Mardjono menempatkan konsumen sebagai korban kejah atan korporasi  dalam 

ruang lingkup kesatu (penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum kerkuasaan 

ekonomi), misalnya penipuan terhadap konsumen, peredaran barang - barang produksi 

yang berbahaya, dan lain - lain. 64 [64]  

                                                

63 [63]  M. Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban, dalam J.E. Sahetapi 

(ed), viktimologi : Sebuah Bunga Rampai, Sinar Har apan, Jakarta, 1987, halaman 95.  

64 [64]  Ibid.  



Menurut kacamata hukum pidana, khususnya  hukum acara, perhatian terhadap 

korban mulai dikedepankan sejak berlakunya Kitab Undang - Undang Acara Pidana ( UU 

No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). 65 [65]  Penerapan ketentuan ini 

masih harus diuji dalam praktik badan peradilan kita. Kaitannya den gan kasus - kasus 

konsumen yang biasanya menyangkut kerugian yang sangat luas bagi masyarakat 

konsumen, menurut J.E. Sehetapi perhatian dari aparat penegak hukum dari perspektif 

korban masih dirasakan kurang. Hal yang sama juga dinyatakan juga oleh Sudaryatm o, 

bahkan ia menambahkan dalam bentuk contoh kongkrit kasus perumahan fiktif pada 

tanggal 28 Januari 1990 (pada masa lembaga peradilan kita masih di bawah bayang -

bayang eksekutif) Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman pidana penjara 

1 (satu) tahu n kepada 6 (enam) terdakwa Developer Bukit Cempaka Indah (BCI). 

Padahal Developer BCI telah berhasil menghimpun dana Rp. 368.818.000 dari 1570 

calon konsumen perumahan. 66 [66]  Apapun peristiwa hukumnya dan apapun 

pertimbangan hukumnya yang diambil oleh Majel is Hakim yang menangani perkara 

tersebut, yang jelas hal ini tersadap oleh publik, lebih - lebih para pengamat hukum 

menganggap sebagai tragedi hukum yang memilukan dan memalukan.  

Perilaku korporasi  dalam melakukan praktik bisnisnya diberbagai bidang usaha 

telah menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, baik yang dilakukan sengaja 

maupun tidak. Di bidang obat - obatan misalnya, keamanan konsumen dari bahaya side 

effek  obat hingga saat ini masih menjadi permasalahan klasik yang terus berulang. Di 

tangan korpo rasi  yang tidak punya etika bisnis, keberadaan obat dapat berakibat jahat 

dan merugikan konsumen.  

                                                

65 [65]  Lihat Bab XIII KUHAP Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.  

66 [66]   Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 

halaman 27 - 28.  



Pada Tahun 2002 obat - obatan yang beredar di pasaran berkisar 12.000 merk 

dan pada kurun waktu 5 (lima) tahun saat ini meningkat cukup signifinkan ,67 [67]  hal 

in i dilihat dari kaca mata logika bisnis mengakibatkan hight cost economic  untuk 

kegiatan promosi atau iklan. Konsumen yang sering kali berada pada posisi rentan 

mendapatkan biaya tersebut. Padahal sebagian besar obat - obatan itu tidak esensial 

atau tergolong  berbahaya. Selama ini negara - negara berkembang , termasuk Indonesia 

menjadi tong sampah obat - obatan negara industri maju seperti Amerika Serikat, 

Inggris, Swiss, Jerman Barat, Jepang, dan Prancis yang menguasai 70 produksi obat -

obatan dunia, lebih mencolo k lagi 90% produk obat dunia dikuasasi seperempat dari 

total perdagangan obat. Obat yang di negara asalnya dinyatakan berbahaya dan 

dilarang, ternyata demikian mudahnya masuk ke dalam sistem perdagangan negara -

negara berkembang seprti Indonesia.  

Setelah me lakukan penilaian kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 725a/Menkes/SK/XI/1989, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan 

Departemen Kesehatan sekitar bulan Oktober 1991 memerintahkan penarikan 285 

jenis obat yang tidak memenuhi asas kemanf aatan dan keselamatan. Penarikan obat -

obatan dan pemakaiannya secara rasional berdasarkan kemanfaatan dan keselamatan 

sangat kurang dan cenderung sepihak, baik kepada dokter maupun konsumen. 

Menurut Farmakolog dari sebuah Universitas di Indonesia, bahwa ob at- obatan yang 

ditarik tersebut memiliki side effect  yang cukup tinggi serta diragukan   

kemanfaatannya. 68 [68]  

Ketidakamanan pangan masih menjadi agenda yang menonjol dalam rangka 

perlindungan konsumen di Indonesia, karena hal ini menyangkut korban yang tid ak 

                                                

67[67] Eman Suparma n, Hukum Perlindungan Konsumen, (Artikel), Majalah Al Ahkam Volume XIII, Edisi II, 

Nopember 2002, FS. Syariõah IAIN Walisongo, Semarng, 2002, halaman 74. 

68 [68]  Yusuf Shofie, op.cit., halaman 266 - 267.  



sedikit jumlahnya. Sebagai contoh kasus òbiscuit baracunó yang terjadi pada tahun 

1989 mengakibatkan 141 korban konsumen tak berdosa, 35 diantaranya meninggal 

dunia. Hasilnya penyelidikan menyimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan karena 

adanya campuran  dalam biscuit tersebut berupa bahan amonium bikarbonat , yaitu 

sejenis bahan pembuat biskuit supaya terasa renyah telah tertukar dengan sodium 

nitrit , yakni sejenis bahan kimia berbahaya. Hal ini tyerjadi pada waktu pemindahan 

bahan - bahan tersebut. 69 [69]  

Sebagaimana diakui oleh para ahli hukum dan kriminologi, perkembangan 

ekonomi Indonesia yang pesat telah meninggalkan hukum dan yurisprudensi dengan 

segala kekakuannya. Berbagai perilaku korporasi yang dirasakan merugikan konsumen 

serta menodai etika bisnis,  tidak dapat diselesaikan secara proporsional dan adil 

melalui berbagai instrument hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum 

pidana dan hukum acara. Posisi konsumen sebagai korban yang sudah lemah dan 

belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai , semakin disudutkan oleh 

korporasi  dengan mengadukan para konsumennya kepada pihak berwajib. Padahal 

para konsumen justru yang dirugikan oleh praktik periklanan yang diduga dilakukan 

oleh para pengembang. Dimensi yang kadangkala muncul dalam penanganan 

pengaduan ( complain ) konsumen ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

yaitu adanya kekhawatiran konsumen terhadap ancaman korporasi  untuk mengadukan 

secara pidana kepada penyidik (Polisi). Hal inilah yang melahirkan sejumlah konsumen 

meminta agar identi tasnya dirahasiakan. 70 [70]  

                                                

69 [69]  Nota òKeprihatuinan Organisasi- Organisasi Konsumen  se Indonesia atas kasus Biskuit  Baracunó, di 

Sindanglaya, Puncak, 7 Oktober 1989, dimuat Warta Konsumen No. 187 Oktober 1989.  

70 [70]   Yusuf Shofi, op.cit., halaman 268 - 269.  



Menurut Prof. IS. Susanto Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, secara garis besar menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh 

kejahatan korporasi meliputi : 71 [71]  

1.  Kerugian di bidang ekonomi/materi. Kerug ian di bidang ini luar biasa besarnya, 

seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan sebagainya.  

2.  Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa yang sangat serius. 

Menurut data statistik kriminal yang dibuat FBI Tahun 1973 dapat disimpulkan 

bahwa kematia n maupun kerugian fisik yang diakibatkan oleh kejahatan 

korporasi  luar biasa besarnya dibandingkan dengan kejahatan warungan, yaitu 

100.000 berbanding 9.235 untuk kematian dan 390.000 berbanding 218.385 

untuk kerugian fisik.  

3.  Kerugian di bidang sosial dan m oral, seperti rusaknya kepercayaan masyarakat 

terhadap perilaku bisnis, rusaknya sendi - sendi demokrasi yang diakibatkan oleh 

praktik KKN yang sering dilakukan oleh korporasi . 

 Kritik Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

Diberlakukanny a Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen pada tanggal 20 April oleh Pemerintah transisi (Kabinet Reformasi 

Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya banyak menuai kritik dari berbagai 

kalangan. Kritik dan keluhan dari berbagai piha k tersebut adalah pada unsur 

penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi yang lemah menjadi referensi utama 

sasaran kritik, hal ini dijumpai pada norma - norma perlindungan dalam undang -

undang itu terlalu lemah. Seperangkat norma - norma hukum, utamanya dalam 

perumusan tindak pidana/delik baru ( kriminalisasi ) terlihat kabur akan norma - norma 

perlindungan konsumen dan institusi - institusi perlindungan konsumen.  

                                                

71 [71]  IS Susanto, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 23 - 25.  



Seharusnya, sebelum diundangkannya Undang - Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), pihak konsumen yang diwak ili YLKI dapat memperjuangkan kepentingan -

kepentingan hukum dengan memanfaatkan instrumen - instrumen hukum pokok yang 

ada itu. Hal ini patut diduga, proses pembuatan UUP tersebut tidak melibatkan 

konsumen, sehingga dalam pemberlakuannya dilihat dari kacamat a sosio legal  dan 

secara empirik UUPK tersebut belum sepenuhnya melindungi martabat konsumen, 

apalagi mengayomi konsumen. Konsumen selalu barada pada posisi tawar ( bargaining 

position ) yang lemah.  

Apabila kita cermati dalam UUPK ini mengelompokkan norma - norma 

perlindungan konsumen  ke dalam dua kelompok, yaitu : 1). Perbuatan yang dilarang 

bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK); dan 2). Ketentuan pencantuman klausula baku ( Bab 

V UUPK). 

Secara umum pengelompokan ini belum menggambarkan mata rantai hubungan 

antara pelaku usaha dengan konsumen, mulai dari kegiatan proses produksi barang 

dan jasa sampai ke tangan konsumen, baik melalui transaksi atau peralihan lainnya 

yang dibenarkan secara hukum. Meskipun demikian, apabila ditelusuri dalam pasal 

UUPK tersebut terdapa t deskripsi mata rantai anatara kepentingan pelaku usaha dan 

perlindungan konsumen.  

Norma - norma kegiatan pelaku usaha, secara utuh sebaiknya dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok sebagai berikut :  

1.  Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang atau jasa (Pasal 8  (1,2, dan 3 

UUPK); 

2.  Kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9 (1,2, 

dan 3), Pasal 15, Pasal 17 (1) UUPK);  



3.  Kegaitan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17 

(1), Pasal 18 (1, 2, dan 4) UUPK).  

Melalui pengelompokan di atas, diperoleh pemahaman yang utuh tentang 

norma - norma perlindungan konsumen, di samping itu juga memudahkan inventerisasi 

kemungkinan - kemungkinan pertentangan diametral dengan undang - undang lainnya 

yang lebih dulu lahir atau bersamaa n dengan UUPK.  

Perumusan norma - norma yang bersifat formal justice  dalam UUPK tersebut 

menimbulkan birokrasi baru bagi konsumen yang gagal menuntut keadilan lewat BPSK 

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) akibat pelaku usaha tidak secara suka rela 

melaksa nakan putusan BPSK, padahal tenggang waktu untuk mengajukan keberatan 

atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri telah dilampaui atau pelaku usaha tidak 

mengajukan keberatan (Pasal 56 UUPK) dalam keadaan seperti ini BPSK menyerahkan 

putusan tersebut kepada  Pejabat Penyidik ( Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah). Mencermati Pasal 56 (5) UUPK 

ini, putusan itu merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk 

melakukan penyidikan. Sementara itu, putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan 

oleh pelaku usaha itu, dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di 

tempat konsumen yang merugikan, dalam waktu yang bersamaan pelaku usaha itu 

dihadapkan pada instrumen administrasi negara be rupa BPSK, instrumen hukum 

perdata berupa penetapan eksekusi/ fiat executie  dan instrumen hukum pidana berupa 

penyidikan, penuntutan, bahkan proses peradilan pidana melalui Pengadilan Negeri.  

Apabila dilihat dari kaca mata kebijakan kriminal, UUPK menempuh dua jalur, 

yakni jalur non penal dan jalur penal . Dilihat dari jalur non penal  terlihat adanya upaya 

perlindungan konsumen melalui : 1). Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 

(Pasal 29 - 30 UUPK) dengan membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional 



(BPKN); 2). Pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swasta 

Masyarakat (LPKSM), Pasal 30; 3). Penyelesaian sengketa lewat gugatan perdata melalui 

pengadilan (Pasal 45 - 46); dan 4). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 47 - 49.  

Mengenai kebijakan perlindungan konsumen lewat jalur penal  dalam UUPK 

diwujudkan dalam perumusan tindak pidana dalam Pasal 26 yang terdiri dari dua 

kelompok, yaitu :  

Pertama, Pasal 62 (2), yang diancam dengan pi dana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 Milyar. Kelompok pertama ini terdiri dari 

tindak pidana berupa pelanggaran terhadap Pasal 8, 9, 10, 13 (1), 15, 17 (1dan 2), dan 

Pasal 18;  

Kedua, Pasal 62 (2), yang diancam denga n pidana penjara paling lama 2 tahun 

atau pidana denda paling banyak 500 juta. Kelompok kedua ini terdiri dari tindak 

pidana berupa pelanggaran terhadap Pasal 11, 12, 13 (1), 14, 16, dan Pasal 17 (1).  

Selanjutnya mengenai kebijakan penal  yang tercantum dal am UUPK, Barda 

Nawawi Arif, 72 [72]  melengkapi beberapa catatan kolektif sebagai berikut :  

1.  Pembangian 2 (dua) kelompok tindak pidana perlindungan konsumen dalam 

Pasal 62 di atas, hanya didasarkan pada jumlah maksimum ancaman pidananya. 

Sangat disayangkan dala m Pasal 62 itu tidak disebutkan kualifikasi deliknya, 

berapa òkejahatanó atau òpelanggaranó. Secara yuridis hal ini bisa menjadi 

masalah, karena system aturan pemidanaan dalam perundang - undangan 

menurut KUHP yang masih membedakan antara òkejahatanó dan òpelanggaranó. 

Permasalahannya antara lain dalam hal terhjadi kasus òpercobaanó, 

òpembantuanó, òconcursusó dan sebagainya yang menurut system KUHP, aturan 

                                                

72[72] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 172 - 175.  



pemidanaannya berbeda untuk delik yang berupa òkejahatanó dengan delik yang 

berupa òpelanggaranó. 

2.  Memper hatikan perumusdan delik dalam pasal 62 di atas, yang dapat 

mempertanggungjawabkasn (yang menjadi subjek tindak pidana) adalah òpelaku 

usahaó. Menurut Pasal 1 sub 3, òPeklaku usahaó adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha yang membentuk badan huk um atau bukan. 

Namun didalam UU ini tidak ada ketentuan mengenai kapan atau dalam hal 

bagaimana suatu badan usaha /badan hukum dikatakan telah melakukan tindak 

pidana. Yang ada hanya ketentuan bahwa òpenuntutan pidanaó dapat dilakukan 

terhadap pelaku usahj a dan atau pengurusnya (Pasal 61).  

3.  Anacam,an pidanma dalam Pasal 62 di atas, berlaku sama untuk semua pelaku 

usaha , baik orang perseorangan maupun badan usaha/ badan hukum. Untuk 

pidana denda, seyogyanya ada perbedaan antara pelaku perorangan (pribadi) 

dengan badan usaha/badan hukum. Karena danmpak timbulnya korban 

(kerugian konsumen) dari perbuatan badan usaha/badan hukum kemungkinan 

lebih besar dari pada perbuatan orang periorangan. Pembedaan pidana ini dapat 

ditempuh dengan mennentukan maksimum denda ya ng berbeda atau dengan 

menentukan jumlah minimum khusus pidana denda untuk badan usaha/badan 

hukum, namun karena UU No. 8 Tahun 1999 ini sudah disahkan, maka adanya 

pembedaan pidana itu diharapkan mendapat perhatian dalam kebijakan 

penerapannya/aplikasinya . 

4.  Dengan  sistem perumusan pidana dalam Pasal 62 yang lebih berorientasi pada 

ò:pelaku tindak pidanaó (offender oriented ) sebenarnya tidak dapat diharapkan 

banyak adanya perlindungan antara konsumen sebagai korban (victim ). Dengan 

dipidananya pelaku berdas arkan pasal 62 saja (pidana penjara atau denda), 



korban/konsumen yang dirugikan tidak mendapatkan apa - apa. Dilihat dari 

sudut korban/konsumen, harapan adanya bentuk perlindungan secara langsung 

hanya ada pada bentuk sanksi òpembayaran ganti rugió. Namun, sanksi ini 

menurut Pasal 62 hanya merupakan òpidana tambahanó. 

5.  Kedudukan sanksi òpembayaran ganti rugió sebagai pidana tambahan dalam 

Pasal 62 merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Dengan 

adanya pidana ganti rugi menunjukkan adanya kebijakan ya ng berorientasi pada 

korban ( victim oriented ), hal inipun memang sesuai dengan konsep KUHP, yang 

menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan, namun patut dicatat, 

bahwa KUHP (konsep) merupakan aturan umum. Dalam aturan/delik khusus, 

seperti UU pe rlindungan konsumen (UUPK) ini sebenarnya bisa saja kebijakan 

perumusan sanksi yang berorientasi pada korban ( victim oriented ) dilakukan 

dengan menjadikan sanksi ganti rugi itu sebagai pidana pokok atau sebagai 

pidana tambahan yang bersifat imperatif  untuk  delik - delik/kondisi - kondisi 

tertentu. Menempatkan ganti rugi sebagai pidana tambahan yang bersifat 

fakultatif  dirasakan kurang mengakomodasikan òideó yang tertuang dalam Pasal 

4 (h) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa òhak konsumenó 

untuk menda patkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. Pada Pasal 19 (1) UU Perlindungan Konsumen yang 

menyatakan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.  

6.  Kurangnya keseimbangan perhatian terhadap korban/konsumen terlihat juga 

dari perbandingan jumlah denda dalam pasal 62 dengan ganti rugi (sebagai 



sanksi adm inistratif) dalam Pasal 60. Menurut Pasal 62, denda (yang jatuh 

kepada negara) dapat mencapai Rp. 2.000.000.000;00 (dua milyar) untuk delik 

dalam ayat (1) atau mencapai Rp. 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah) untuk 

ayat (2). Sedangkan ganti rugi yang d iberikan kepada korban/konsumen 

menurut Pasal 60 hanya maksimum Rp. 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah). 

Patut dicatat, bahwa ganti rugi dalam Pasal 63 (sebagai pidana tambahan) sama 

sekali tidak ditentukan besarnya. Hal ini ada baiknya untuk memberi 

kebebasan/kelonggaran bagi hukum. Namun dalam penerapan seyogyanya 

hakim memperhatikan keseimbangan antara ganti rugi yang dijatuhkan sebagai 

pidana tambahan ini dengan besarnya ancaman denda pasal 62 di atas.  

Kesimpulan  

Sebelum diundangkan UU Nomor 8 Tahun 1999 atas perlindungan konsumen 

tertentu di Indonesia berada pada posisi yang sangat lemah dan sering menjadi korban 

kejahatan pada produser ( korporasi ). Kerugian yang ditanggung oleh konsumen dari 

kejahatan korporasi  sangat luar biasa besarnya dibandingka n dengan kerugian yang 

ditanggung oleh korban kejahatan warungan. Karena yang ditimbulkan tidak hanya 

juga kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa dan bahkan kerugian di 

bidang sosial dan ekonomi.  

Lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen diharapkan 

dapat menjadi landasan bagi konsumen (lembaga Perlindungan Konsumen) untuk 

memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha 

lebih bertanggung jawab.  

Ditinjau dari kebijakan formulasi ada beberapa catatan kol ektif yang akan 

menghambat efektifitas pelaksanaan UU ini dalam upaya untuk melindungi 

kepentingan konsumen, seperti adanya berokrasi baru bagi konsumen yang gagal 



menuntut keadilan lewat BPSK, akibat pelaku usaha yang tidak sukarela melaksanakan 

putusan B PSK. Dengan demikian, berarti harus diselesaikan dengan prosedur 

peradilan.  

Kemudian kebijakan formulasi pidananya juga ada beberapa masalah, seperti 

tidak disebutkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran, tidak ada 

ketentuan kapan sebuah bada n hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan aturan 

pemdanaan  yang kurang berorientasi kepada kepentingan korban/konsumen. Hanya 

bentuk sanksi òpembayaran ganti rugió saja yang langsung berorioentasi pada 

kepentingan korban/konsumen atau hanya sebagai pi dana tambahan.  
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 Peradilan Agama )  

 
Oleh 

DR. AM. M ujahidin, MH.  

Ketua Pengadilan Agama Ende NTT  

 

Abstrak  

Kompetensi  absolut  Pengadilan Agama di Indonesia mengalami pasang naik dan 

pasang surut. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama, kewenangan itu meliputi 

hampir semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk  menyelesaikan perkara waris, 

kemudian pada Tahun 1882 oleh Pemerintah Kolonial Belanda kewenangan tersebut 

dikebiri, perkara waris dicabut dan 73 [73] dimasukkan ke dalam kompetensi 

(wewenang) absolut Pengadilan Umum. Yang mengherankan, hal itu tidak diberla kukan 

untuk seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Hanya khusus untuk 

Pengadilan di Jawa dan Madura saja. Untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura perkara 

waris tetap menjadi kompetensi absolut  Pengadidilan Agama.  

Setelah diundangkan UU No. 7 Tahu n 1989 pada tanggal 29 Desember 1989, 

kompetensi absolut  Pengadilan Agama di Indonesia menjadi sama (dapat dilihat dalam 

Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989), perkara waris dikembalikan menjadi kompetensi 

absolut  Pengadilan Agama. Pengembalian itupun dirasa masih  setengah hati, karena 

                                                

73 [73]  Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara -

perkara di tingkat  pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a). perkawinan, b). 

kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c). wakaf dan shadaqah.  



bagi orang Islam belum secara mutlak menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan 

Agama, yakni masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak opsi . Kemudian 

pada era reformasi ini, kompetensi absolut  Pengadilan Agama mengalami pasa ng naik, 

yakni kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariõah.74 [74]  

Pada tanggal 20 Maret 2006 yang lalu UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah di sahkan. 75 [75]  Salah satu 

pasal yang merupakan hal b aru bagi Peradilan Agama adalah kewenangan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariõah. Yang dimaksud dengan sengketa syariõah 

adalah perkara yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

prinsip syariõah, antara lain meliputi : bank syariõah, lembaga keuangan makro 

syariõah, asuransi syariõah, reksadana syariõah, obligasi syariõah, sekuritas syariõah, 

pembiayaan syariõah, pegadaian syariõah, dana pensiun dan bisnis syariõah. 

UU ini sangat penting eksistensinya dewasa ini, seiring dengan perk embangan 

bisnis, industri sampai perbankan yang dilaksanakan menurut prinsip syariõah yang 

sangat pesat. Tercatat di dunia ini tidak kurang dari ratusan bank merupakan bank 

Islam. Di Indoensia sendiri dikenal dengan istilah bank syariõah, asuransi syariõah dan 

lain - lain. Dimana menurut perkiraan sekitar 70 bank di Indonesia menerapkan prinsip 

syariõah dalam usahanya. 

Selama ini penyelesaian sengketa ekonomi syariõah menggunakan hukum 

perjanjian baik berdasarkan fiqh maupun KUH Perdata, serta menggunakan beb erapa 

aturan UU Perbankan dan UU Bank Indonesia. Maka dengan pemberlakuan UU yang 

baru ini kewenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam 

bidang ekonomi syariõah yang selama ini di bawah Dewan Syariõah Nasional (DSN), 

                                                

74 [74]  Pengadilan Agama bertuigas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaik an perkara di 

tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, 

d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). infaq, h). shadaqah, dan i). ekonomi syariõah. 

75 [75]   Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006.  



Badan Arbritasi Sya riõah Nasional (BASYARNAS) dan KUH Perdata menjadi tugas dan 

wewenang Pengadilan Agama.  

Oleh karena itu, setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariõah, mulai dari lembaga pengadilan itu sendiri, 

investor, pe rbankan sebagai pengelola dana, nasabah sebagai pengguna dana atau 

perusahaan - perusahaan yang menggunakan prinsip syariõah harus menyikapi secara 

serius berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 ini.      

Pendahuluan  

Peradian Agama di Indonesia telah ada diberbagai t empat di Nusantara sejak 

sebelum zaman penjajahan Belanda, yakni sejak abad XVI. Dalam sejarah yang 

dibukukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang berjudul Seabad 

Peradilan Agama di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 adalah pertama kali dijadikan 

sebagai hari jadi Peradilan Agama, dengan dasar diundangkannya Ordonantie  S. 1882 

No. 152 Tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura. 76 [76]  

Pada era penjajahan Kolonial Belanda Peradilan Agama di Jawa dan Madura diatur 

dengan perundang - undangan (S. 18 82 Nomor 152 yang diubah dengan S. 1937 

Nomor 116 dan Nomor 610, terakhir diubah dengan S. 1940 Nomor 3). Demikian juga 

di luar Jawa dan Madura yaitu daerah sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (S. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639). Sedan gkan untuk daerah yang 

lain tidak diatur dengan perundang - undangan. Dalam staatsblad  ini Raad Agama 

(Pengadilan Agama) disebut Priesterraad  (Majelis Ulama). Maksudnya adalah ahli 

Agama Islam. Pemerintah Kolonial memberikan landasan bagi berdirinya Raad Agama 

pada Pasal 134 ayat (2) IS. Dalam pasal itu dikatakan bahwa òpenyelesasian perkara 

                                                

76 [76]  H. A. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 

halaman  1. 



hukum perdata antara orang Islam, itupun jikalau dikehendaki hukum adatnya 

diperiksa oleh Hakim Agama, sekedar tidak ditentukan lain oleh ordonansi ó. 

Kompetensi absolut  Pengadilan Agama semula mencakup hampir semua aspek 

kehidupan manusia termasuk sengketa kewarisan. Namun setelah diberlakukan  

Staatsblad  1882 Nomor 152 Kompetensi absolute  Pengadilan Agama hanya terbatas 

pada perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), ha l ini diatur dalam Pasal 2 (a) S. 

1882 Nomor 152, S. 1937 Nomor 116 dan 610 serta Stadsblad  1937 Nomor 638 jo. 

Nomor 639 Pasal 3 ayat (1) untuk daerah Jawa dan Madura. Adapun untuk daerah luar 

Jawa dan Madura, kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaima na disebutkan 

dalam Pasal 4 PP. Nomor 45 Tahun 1957, yaitu : 1). Perselisihan antara suami dan istri 

yang beragama Islam, 2). Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus 

menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuõ, fasakh, hadlanah, 3). 

Perkara mal waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal dan lain - lain yang berhubungan 

dengan itu, dan juga 4). Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taõlik talak 

sudah berlaku. Atas dasar stadsblad 1882 Nomor 152 dan PP. Nomor 45 Tahun 195 7 

di atas, maka kompetensi absolute  Pengadilan Agama di Jawa dan Madura  berbeda 

dengan yang ada di luar Jawa dan Madura. Kompetensi absolute  Pengadilan Agama di 

luar Jawa dan Madura ditambah dengan perkara mal waris, wakaf, hibah, shadaqah, 

baitul mal  dan  lain - lain yang berhubungan dengan hal itu. Sedangkan di Jawa dan 

Madura tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Oleh 

karena itu, terjadilan dualisme kompetensi Pengadilan Agama di Indoensia.  

Meskipun telah memiliki kompetensi absol ute  tersendiri, tetapi Pengadilan 

Agama belum juga dapat menjalankan eksekusi terhadap putusannya sebelum 

mendapatkan fiat executie  dari Pengadilan Negeri. Pernyataan mana berarti 

pengukuhan putusan Pengadilan Agama terjadi dengan membubuhkan kata - kata  



òAtas Nama Rajaó (Stadsblad  1940 Nomor 3), atau òAtas Nama Keadilanó (Stadsbalad  

1937 Nomor 638 jo. Nomor 639) atau òDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa ò di bagian atas putusan Pengadilan Agama dan bagian bawahnya ada 

keterangan bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut sudah dapat dijalankan dengan 

dibubuhi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan ( Pasal 2(a) ayat (3) Stadsblad  

1937 Nomor 610, Pasal 3 ayat (3) Stadsblad 1937 Nomor 638, Pasal 4 ayat (3 dan 4) 

dan PP. Nomor 45 Tahun 1957).  

Setelah diberlakukan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, kompetensi 

absolute  Pengadilan Agama menjada sama, tidak ada bedanya yang di Jawa dan 

Madura serta yang ada di luar Jawa dan Madura. Dualisme kompetensi absolute  sudah 

tidak dikenal lagi, semua Pengadil an Agama di Indonesia mempunyai kompetensi 

absolute  yang sama. Di samping itu, dengan Undang - Undang tersebut, Pengadilan 

Agama sudah dapat menjalankan eksekusi sendiri terhadap putusannya tanpa harus 

meminta pengukuhan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri.  

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1), kompetensi absolute  

Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkaras di tingkat 

pertama antara orang - orang yang beraga ma Islam di bidang : a). Perkawinan, b). 

Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c). wakaf dan 

shadaqah.  

UU Nomor 7 Tahun 1989 mengembalikan waris menjadi kompetensi absolute  

Pengadilan Agama. Namun demikian, masih juga menimbu lkan persoalan baru, karena 



bagi orang Islam masih terbuka pilihan hukum ( opsi ) antara mengajukan perkara ke 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal sengketa hak milik. 77 [77]   

Pada era reformasi ini lahirlah UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan At as UU 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute  Pengadilan 

Agama ditambah dengan perkara ekonomi syariõah.78 [78]  Dalam UU Nomor 3 Tahun 

2006 ini telah terjadi perubahan fundamental, yakni apabila terjadi sengketa hak milik 

yang subyek hukumnya antara orang - orang yang beragma Islam, objek sengketa 

tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama - sama perkara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 UU ini. 79 [79]  

 

 

Pengertian Pengadilan Agama  

Sebagai titik tolak uraian tulisan ini, penulis mengan ggap penting untuk 

diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peradilan, pengadilan, Peradilan 

Agama dan Pengadilan Agama, meskipun  tulisan dan pengucapannya bukan hal asing 

lagi bagi warga pengadilan pada umumnya dan pengadilan agama khususnya. N amun 

tidak seluruh warga pengadilan, bahkan sebagian besar warga pengadilan belum 

mengetahui makna yang membedakan antara istilah Peradilan dan Pengadilan.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata peradilan yang terdiri dari kata dasar adil  

dan mendapat awalan per dan akhiran an berarti segala sesuatu yang bertalian dengan 

pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata - mata sebagai badan untuk 

                                                

77 [77]  Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara - perkara 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa l 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa 

tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ( Pasal 50 UU No. 

7 Tahun 1989).  

78 [78]  Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006.  

79 [79]  Pasal 50 (2) UU No. 3 Tahun 2006.  



mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu òhal memberikan 

keadilanó. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan 

pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang 

bersangkutan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Hakim atau pengadilan 

dalam memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya at au hukumnya 

selalu mempergunakan atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak 

lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya 

hukum materiil dengan putusan. Dengan kata lain, peradilan adalah segala sesutau 

yang bertal ian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata 

maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum 

meteriil. 80 [80]   

Peradilan dapat juga diartikan sebagai salah satu pranata ( institusi ) dalam 

memenuhi hajat hidup a nggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. 81 [81]  Sedangkan menurut fiqh kata peradilan dikenal dengan istilah al-

qadla.  Kata al qadla  secara etimologis  mengandung arti mustarak  ( banyak arti). 

Muhammad Salam Madkur memberikan 3 (tiga) arti pada kata al qadla , yaitu : pertama, 

al faragh  ( putus atau selesai ), kedua, al- adaaõ (menunaikan atau membayarkan), 

ketiga, al- hukmu , (mencegah atau menghalang - halangi). 82 [82]  Sebagai pembanding 

pendapat di atas, dapat dilihat pendapat Ali Duraib, ia memberika n 6 (enam) arti pada 

kata al- qadlaõ. Pendapatnya didasarkan pada pemahaman ayat - ayat al - Qurõan yang 

dihubungkan dengan kontek permasalahan yang berkaitan dengan ayat - ayat tersebut, 

yaitu: pertama, al- hukmu  (hukum atau putusan) ñQS. Al Nisaaõ : 65., kedua, al qdlaaõ 

                                                

80[80] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan Dan Perundang - undangan di Indonesia sejak 1942 dan 

Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1983, halaman 2.  

81 [81]  Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Remaj a Rosdakarya, 

Bandung, 1997, halanman 36.  

82 [82]  Muhammad Salam Madkur, Al - qadlaõ fi al- Islam, Dar An - Nadhwah al - Arabiyah, Kairo, 1964, 

halaman 11.  



berarti al khatim wa al luzuum  (mengambil putusan dan menghaluskan) ---  QS. Sabaõ : 

14, ketiga, al amr  (perintah) ---  QS. Al- Israõ : 23, keempat, al- bayan  (penjelasan) ---  

QS. Thaha : 114, kelima, al faragh min al saõi wa al intibaaõ minhu (selesai dari 

melaksanakan sesuatu) ---  QS. Yusuf : 41, dan keenam, al amal (amal atau tindakan) -

--  QS. Al Qashash : 15. Makna al qadlaõ yang musytarak  tersebut disimpulkan olehnya 

dalam satu ungkapan itmamu assaõi wa al faragh minhu qaulan wa fiõlan. 

Terminologi kata al- qadlaõ adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi 

antara sesama manusia untuk mencegah terjadinya perselisihan dan menuntaskan 

persengketaan sesuai dengan aturan hukum yang disyariõatkan oleh Allah SWT. 

Kata pengadilan yang terdiri dari kata d asar adil, mendapat awalan pe dan 

akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:7) kata pengadilan diartikan : 

òdewan atau majelis yang mengadili perkara; proses mengadili; keputusan hakim 

ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkaraó.83 [83]   

Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 halaman 2632 pengadilan adalah badan 

atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili 

perselisihan - perselisihan hukum. 84 [84]  Dengan kata lain pengadilan berarti suatu 

lembag a atau organisasi  ( institute ) yang berwenang untuk menyelesaikan perkara 

untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. 85 [85]  Kata 

pengadilan daam istilah fiqh disebut al mahkamah.  

Adapun kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata bahasa  Belanda 

godsdienstige rechtspraak . Kata godsdienst  berarti ibadah atau agama dan rechtspraak  

berarti peradilan, maksudnya yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian 

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dan dalam lembaga - lembaga 

                                                

83 [83]  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, halaman 28.  

84 [84]  Ensikolopedi Nasional, PT . Cipta Adi Pustaka, Jakarta, TT. Halaman 2632.  

85 [85]  Abdul Gani Abdullah, Badan Hukum Syaraõ Kesultanan Bima 1947- 1957: Sebuah Studi Mengenai 

Peradilan Agama, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1987, halaman 11.  



ter tentu dalam pengadilan. 86 [86]  Pengertian ini diperjelas oleh Indische 

Staadsregeling  (IS) Pasal 134 ayat (2) yaitu penyelesaian perkara hukum pardata antara 

orang Islam, itupun jikalau dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh Hakim 

Agama, sekedar tidak  ditentukan lain oleh ordonansi.  Dari Pasal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa : a). Justiciabele - nya adalah orang - orang yang beragama Islam, 

artinya semua pihak yang berperkara harus orang Islam; b). Menurut hukum adat yang 

berlaku dalam perkara itu harus d iajukan kepada Hakim Agama; dan c). Perkara itu 

harus tidak ditarik dengan ordonansi dari kekuasaan Hakim Agama.  

Jadi menurut IS Peradilan Agama itu adalah peradilan luar biasa, sebab kepada 

Hakim Agama tersendiri hanya diberi tempat sekedar menurut hukum adat jenis - jenis 

perkara tertentu saja yang harus diadili oleh alim ulama  meunurut aturan hukum 

agama. 87 [87]  Pengertian ini tempaknya terpengaruh oleh teori receptie  C. Snouck 

Hurgronje. Pengertian Peradilan Agama yang lebih umum dapat dijumpai dalam UU 

Nom or 3 Tahun 2006 Pasal 2, yaitu : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini.  

Mengacu beberapa pengertian yang telah di uraikan di atas, pengertian 

Pengadilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara tertentu antara 

orang - orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Sedangkan Pengadilan Agama adalah badan atau organisasi ( institute ) yang diadakan 

oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan - perselisihan hukum agama 

yang telah ditentukan.  

                                                

86 [86]  Zaini Ahmad Noeh dan Abdul  Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1983, halamna 15.  

87 [87]   Supomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnyaparamita, cetakan VII, 

Jakrata, 1965, halaman 67.  



Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Era Kolonial Belanda   

Setelah pemerinta h kolonial Belanda menguasai wilayah nusantara, hukum Islam 

mengalami pergeseran secara berangsur - angsur dan kedudukan hukum Islam 

diperlemah. Pada masa Daendels  (1808 - 1811) kerdudukan hukum Islam belum 

mengalami pergeseran. Thomas Raffles (1811 - 1816) bahk an masih mengukuhkan 

hukum  Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Tetapi setelah Inggris berkuasa, 

berdasarkan konvensi London Tahun 1814 menyerahkan kembali kekuasaan 

pemerintahan kepada Belanda, oleh pemerintah Belanda dikeluarkan peraturan 

perundang - undan gan tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan peradilan, 

pertanian dan perdagangan di wilayah jajhannya di Asia.  

Pembaharuan tata hukum Hindia Belanda terus dilakukan. Rakyat disadarkan 

agar menerima hukum Belanda yang lebih baik, untuk menggantikan hukum asli 

mereka. Dibentuklah komisi yang diketuai Mr. Scholten van Oud Haarlem yang 

bertugas untuk menyesuaikan hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Komisi 

Scholten ini melihat rakyat beragama Islam itu sangat kuat kesadaran hukum mereka. 

Akhirnya pada  Tahun 1882 dibentuk Pengadilan Agama (S.1882 Nomor 152).  Mula -

mula dalam S. 1882 Nomor 152 ini belum ada ketentuan tentang wewenang absolute 

pengadilan agama, sehingga pengadilan itu sendiri yang menetapkan perkara apa saja 

yang dipandang masuk dalam lin gkungan kekuasaannya, umumnya ialah mencakup 

hukum - hukum perkawinan, kewarisan, hibah, shadaqah, baitul mal dan wakaf. 88 [88]  

Dengan didirikan Pengadilan Agama itu, hukum Islam memperoleh pengukuhan. 89 [89]  

Christian Van Den Berg (1857 - 1927) dalam teorinya reception in complexu  

mengatakan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya 

                                                

88 [88]  Notosusanto, Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia, Yayasan Badan Penerbit 

Gadjah Mada, Jogjakarta, 1963, halaman 10 - 11.  

89 [89]  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam dari Masa Ke Masa, Universitas Islam Indonesia Press, 

Yogyaklarta, 1999, halaman 9.  



hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teori ini dikritik oleh Christian Snouck 

Hurgronje (1857 - 1936) dengan teori receptie . Snouck Hurgronje mengatakan, 

berdasarkan pada hasil penelitiannya di Aceh dan tanah Gayo, disimpulkan bahwa 

umat Islam di dua daerah tersebut tidak menganut hukum  Islam, tetapi menganut 

hukum adat masing - masing, meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah 

menerima pengaruh bebe rapa bagian hukum Islam. Dengan demikian, hukum  Islam 

mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. 90 [90]  Teori 

receptie  ini kemudian dikukuhkan dalam indische Staatsregeling  (IS) Hindia Belanda 

Tahun 1929 Pasal 134 ayat (2).  

Terhadap teori receptie  tersebut di atas timbullah reaksi keras dari umat Islam. 

Hazairin mengecam sebagai teori iblis. 91 [91]  Pemunculan hukum adat sebagai hukum 

yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah 

Hindia Belanda untuk mematik an semangat perlawan terhadap pemerintah kolonial 

Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam. Teori ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengebiran kompetensi absolute  

Pengadilan Agama dan dialihkan menjadi kompet ensi absolute  Pengadilan Umum, 

dengan dikeluarkannya peraturan perundang - undangan (S.1937 Nomor 116 dan 610) 

pada tanggal 1 April 1937, 92 [92]  sehingga kompetensi absolute  Pengadilan Agama 

hanya mencakup pada perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) (Pa sal 2 (a) S. 1882 

Nomor 152, S. 1937 Nomor 116 dan 610, S. 1940 Nomor 3). Eksistensi Pengadilan 

Agama pada waktu itu masih lemah karena diletakkan di bawah pengawasan 

Pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Agama hanya dapat dieksekusi setelah 

                                                

90 [90]  Ibid., halaman 8. 

91 [91]  Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, Yayasan Masagung, Jakrata, 1994, halaman 1.  

92 [92]  Ahmad Azhar Basyir, op. cit., halaman 10.  



mendapat per setujuan Ketua Pengadilan Negeri yang diwujudkan dalam executoire 

verklaring (penyataaan dapat dilaksanakan).  

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Era Penjajahan Jepang  

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ini 

ditandai den gan jatuhnya Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 dan Bandung 

tanggal 8 Maret 1942. Dengan jatuhnya Bandung maka habislah riwayat pemerintahan 

Hindia Belanda di Indonesia dan mulailah jaman pendudukan  Jepang, kemudian pada 

tanggal 7 Maret 1942 mula ilah diadakan penerbitan oleh pemerintah pendudukan 

Jepang dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1942, terutama Pasal 3 

merupakan dasar dari pemerintahan serta peradilan di Indonesia. 93 [93]  Sejak 

pemerintah pendudukan Jepang menjalankan kekuasaanya di Indo nesia peradilan 

dilakukan oleh Gunpokaigi (Mahkamah Militer), Gunritukaigi , Gunseihooin  (Pengadilan 

Pemerintah Balatentara), Peradilan Agama, Peradilan Swapraja, dan Peradilan 

Adat. 94 [94]  

Dalam aspek perkembangan hukum, pada masa penjajahan Jepang (1942 - 194 5) 

tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang posisi Pengadilan Agama, karena 

berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Balatentara Jepang Nomor 1 

Tahun 1942 Pasal 3 menyatakan bahwa : semua badan - badan pemerintahan dan 

kekuasaannya, hukum dan u ndang - undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui 

sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan 

militer (UU No.1 Tahun 1942 Pasal 3).  

Pada tanggal 29 April 1942 dikeluarkan UU Pemerintah Balatentara Jepang 

Nomor 14 Tahun 1942 yang isinya menetapkan bahwa susunan peradilan sipil di Jawa 

dan Madura masih tetap berlaku sebagaimana sebelumnya (masa Belanda), hanya saja 

                                                

93 [93]  Sudikno Mertokusumo, op.cit., halaman 14.  

94 [94]  Ibid., halaman 14.  



nama - namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang, untuk 

nama kedudukan para pejabat  dan nama kantor, sementara fungsi dan wewenangnya 

sama dengan masa Kolonial Belanda. 95 [95]  

Tidak dialaminya perubahan - perubahan Peradilan Agama di masa Jepang, 

bukan berarti Jepang setuju dengan susunan Peradilan Agama yang diatur oleh Hindia 

Belanda, teta pi karena Jepang sibuk menghadapi peperangan yang terjadi dimana -

mana sehingga selama pemerintahannya di Indonesia tidak sempat untuk 

mengaturnya. Dapat dikatakan bahwa Jepang membawa pendirian untuk mengadakan 

keseragaman dalam peradilan, yaitu bahwa semu a peradilan untuk semua golongan 

penduduk kecuali untuk orang Jepnag sendiri. 96 [96]  

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pasca Kemerdekaan  

Pada Tahun 1951 dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting 

dengan diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 19 51. Pada pokoknya UU ini 

terdiri 20 pasal beserta aturan peralihannya, yang pada dasarnya berisi 4 hal, yaitu : 1). 

Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara 

kesatuan; 2). Penghapusan secara berangsur - angsur Peradilan Swa praja di beberapa 

daerah tertentu dan semua pengadilan adat; 3). Pelanjutan Peradilan Agama dan 

Peradilan Desa; dan 4). Pembentukan Pengadilan Negeri dan kejaksaan di tempat -

tempat dimana dihapuskan landgerecht  (Pengadilan Negara) serta pembentukan 

Pengadi lan Tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta dan Bukit Tinggi ke Surabaya dan Medan. Pada saat itu secara berangsur -

angsur Pengadilan Swapraja dihapuskan, yaitu Pengadilan Swaperaja dalam bekas 

Negara Sumatera Timur, Karisidenan Kalimantan Barat dan Negara Indonesia Timur 
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dengan pengeculian Peradilan Agama, yaitu apabila peradilan itu menurut hukum yang 

hidup merupakan suatu bagian sendiri dari Peradilan Swapraja. 97 [97]  

Berdasarkan Pasal 142 UUDS, Pasal 192 KRIS dan atu ran peralihan Pasal II UUD 

1945, maka mengenai Peradilan Agama berlakulah peraturan - peraturan yang telah ada 

sebelum perang dunia II tanpa mengalami perubahan, baik mengenai wewenang, 

susunan maupun hal - hal lainnya. Peraturan - peraturan seperti yang diketah ui berlaku 

dua macam, yaitu : peraturan untuk daerah Jawa dan Madura (S.1882 Nomor 152, 

diubah dengan S. 1937 Nomor 116 dan 610, terakhir dengan S. 1940 Nomor 3) dan 

peraturan untuk Kalimantan Selatan dan Timur (S.1937 Nomor 638).  

Kerlanjutan Peradilan Aga ma menurut Pasal 1 (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 

1951 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi kelanjutan itu hanyak mengenai 

kelanjutan Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan 

satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapr aja dalam Negara Sumatera Timur dahulu, 

Karisidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, dan 

mengenai juga Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup 

merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat.  

Pada Tahun 19 57 dengan PP Nomor 29 Tahun 1957 (LN. 730 di Aceh dibentuk 

suatu Mahkamah Syarõiyah (Peradilan Agama) yang mengadili perkara- perkara yang 

bertalian dengan Agama Islam. Mahkamah Syarõiyah ini sesungguhnya telah ada sejak 

tanggal 1 Agustus 1946 di daerah Ace h. Bahkan eksistensi Mahkamah Syarõiyah tidak 

hanya di daerah Aceh, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Sumatera, yaitu 

Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. 98 [98]   

Menurut PP Nomor 29 Tahun 1957 itu maka di tempat - tempat yang ada 

Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh ada sebuah Pengadilan Agama yang susunannya 
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terdiri dari seorang ketua dan sekurang - kurangnya dua orang anggota, sebanyak -

banyaknya delapan orang anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Agama. Pengadilan A gama memutus dengan sekuarang - kurangnya tiga orang anggota 

termasuk ketuanya. Di saping itu ada juga Pengadilan Agama di bekas Negara 

Sumatera Timur yang disebut Majelis Agama Islam yang didasarkan atas Ketetapan 

Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustu s 1950 Nomor 350/1950 (Warta Resmi 

N.S.T. 78/1950) yang telah dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 

Tahun 1953. Menurut Peraturan Menteri Agama tersebut Majelis Agama Islam terdapat 

di Medan, Binjei, Tanjung Balai, Rantau Prapat dan Pematang Sia ntar. Susunan Majelis 

Agama Islam terdiri dari seorang ketua dan sampai dengan delapan orang anggota 

serta seorang Panitera. Majelis Agama Islam itu memutus dengan sekurang - kurangnya 

tiga anggota termasuk ketua, dan bila suara berimbang, maka suara ketuala h yang 

menentukan. Menurut Pasal 11 òAtuan Majelis Agama Islam Negara Sumatera Timur ò 

putusan Majelis Agama Islam itu dapat dimintakan banding pada pejabat Agama Islam 

Pusat. Di kota Palembang terdapat Pengadilan Agama berdasarkan penetapan Menteri 

Agama Nomor 15 Tahun 1952.  

Di pelbagai daerah swapraja berhubungan dengan adanya UU Darurat No. 1 

Tahun 1951 Pemerintah Swapraja telah menyerahkan urusan Peradilan Agama kepada 

Kementerian Agama (Swapraja Pontianak, Sambas, Kutai, Berau dan Bulongan). Dengan 

terhapusnya peradian asli berdasar UU Darurat No. 1 Tahun 1951, maka disana sini 

terdapat kekosongan Peradilan Agama seperti di daerah Riau, Kampar, Inderagiri, dan 

Bengkalis. Keadaan - keadaan yang demikian itu, ditambah dengan penampungan 

banyak pejabat bada n Peradilan Agama dalam formasi Kantor Urusan Agama setempat 

sebagai akibat pelaksanaan UU No. 32 Tahun 1954 (LN 98) jo. UU Nomor 2 Tahun 

1946 Tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk, sehingga seolah - olah badan - badan 



agama itu terhapus dan oleh karena i tu perkara - perkara yang manjadi kompetensi 

absolute  Peradilan Agma tidak mendapat perhatian atau pelayanan semestinya, dan 

juga untuk melaksanakan Pasal 1 (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka untuk 

daerah luar Jawa dan Madura (kecuali sebagian daerah Ka limantan Selatan dan Timur 

yang termasuk dalam daerah hukum dari Pengadilan Qadli) diadakan PP Nomor 45 

Tahun 1957 (LN. 99) yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama (Mahkamah 

Syarõiyah). Karena isi PP Nomor 29 Tahun 1957 itu sama dengan PP Nomor 45 Tahun 

PP Nomor 45 Tahun 1957. Adapun kompetensi absolute  Pengadilan Agama 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1957, yaitu bahwa 

kompetensi absolute  Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura adalah : Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syarõiyah memeriksa dan memutus perselisihan antara suami istri 

yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuas 

menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, 

nafaqah,  maskawin ( mahar ), tempat kediaman ( maskan ), mut õah, hadlanah, perkara 

mal waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal , dan lain - lain yang berhubungan dengan 

itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syariõat 

taõlik talak sudah berlaku. 

Atas dasar PP Nomor 45 Tahun 1957 di ata s, maka kompetensi absolute  

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berbeda dengan yang ada di luar Jawa dan 

Madura. Di mana kompetensi absolute  Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura 

ditambah dengan perkara mal waris, wakaf, hibah, shadaqah, baituil mal  dan lain - lain 

yang berhubugan dengan hal itu. 99 [99]  Meskipun Peradilan Agama memiliki 

kompetensi absolute  tersendiri, tetapi Pengadilan Agama belum juga dapat 

menjalankan eksekusi terhadap putusannya sebelum mendapatkan fiat executie  dari 
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Pengadilan Negeri. Per nyataan mana berarti pengukuhan putusan Pengadilan Agama 

terjadi dengan membubuhkan kata - kata òDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esaõ dibagian atas putusan Pengadilan Agama dan bagian bawahnya ada 

keterangan bahwa putusan Pengadilan tersebut su dah dapat dijalankan dengan 

dibubuhi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan (Pasal 2a (3) S. 1937 Nomor 

610, Pasal 3 (3) S. 1937 Nomor 638, Pasal 4 (3 dan 4), dan PP Nomor 45 tahun 1957).  

Peradilan di Indonesia dilakukan òDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esaó. Semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di 

bagian  atasnya yang berbunyi òDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaó 

(Pasal 4 (1) UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 5 UU darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 1 

UU Nomor 1 Tahun 1950 jo. 435 Rv), karena kata - kata tersebut memberi kekuatan 

mengikat dan kekuatan untuk dilaksankan bagi putusan pengadilan di 

Indonesia. 100 [100]  

Adalah merupakan suatu keganjilan di dalam dunia peradilan bahwa keputusan 

Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan. Kalaupun hendak 

memaksakannya harus dimintakan kekuatan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan 

Negeri, seperti diuraikan di atas. Oleh karena demikian tidak mustahil bahwa 

Pengadilan Negeri enggan memberikan kekuat an keputusan - keputusan Pengadilan 

Agama jika keputusan Pengadilan Agama tersebut di pandang melampau batas 

wewenangnya atau melanggar hal - hal yang formil yang tersebut dalam S. 1882 No. 

152. Pada sisi lain, dalam praktiknya Hakim Pengadilan Negeri selalu m eminta fatwa 

kepada Hakim Pengadilan Agama tentang hal - hal yang berpautan dengan cara - cara 

membagi harta warisan dan lain - lain yang erat hubungannya bagi umat Islam, 

kemudian Hakim Pengadilan Negeri - lah yang mengeluarkan keputusannya.  
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Setelah diundangkanny a UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama tidak lagi 

memerlukan pengukuhan keputusan ( fiat executie ) dari Pengadilan Negeri dan untuk 

melaksanakan keputusan telah tersedia Jurusita. 101 [101]  UU No. 7 Tahun 1989 

berlaku untuk semua Pengadilan Agama yang ada di In donesia. Dengan 

diundangkannya UU tersebut maka kekuasaan atau wewenang Pengadilan Agama 

menjadi sama, tidak ada bedanya yang di Jawa - Madura dan yang di luar Jawa - Madura, 

sehingga dualisme kekuasaan absolute  Pengadilan Agama menjadi sirna.  

Menurut UU No. 7  Tahun 1989 Pasal 49 (1) bahwa kompetensi absolute  

Pengadilan Agama adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang ðorang 

yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan , Kewarisan, wasiat, hibah dan infaq 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c). wakaf dan shadaqah. Kemudian pada era 

reformasi sekarang ini kompetensi absolute  Pengadilan Agama di tambah dengan 

menangani perkara ekonomi syariõah. Hal ini diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni : 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelsaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a). 

Perkawinan; b). Waris; c). Wasiat; d). Hibah; e). Wakaf; f). Zakat; g). Infaq; h). Shadaqah; 

dan i). Ekonomi Syariõah. 

Dalam perkara pernikahan Pengadilan Agama mempunyai wewenang 

sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diantaranya meliputi hal - hal sebagai 

berikut :  

1.  Izin seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat 2);  

2.  Izin kawin (Pasal 6 ayat 5);  
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3.  Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2).  

4.  Pencegahan perkawinan (Pasal 7 ayat 1);  

5.  Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 21);  

6.  Pembat alan perkawinan (Pasal 25);  

7.  Gugatan suami atau istri atas kelalaian pihak lainnya dalam menunaikan 

kewajiban masing - masing (pasal 34 ayat 3).  

8.  Penyaksian talak (pasal 39);  

9.  Gugatan Perceraian (pasal 49 ayat 1);  

10.  Penetapan penguasaan anak - anak (hadlanah) (pasa l 41 sub a);  

11.  Penentuan biaya penghidupan bagi bekas istri (pasal 41 sub c);  

12.  Penentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (pasal 41 sub b);  

13.  Penentuan sah tidaknya anak atas dasar tuduhan zina oleh suami terhadap 

istrinya (pasal 44 ayat 2);  

14.  Pencabutan ke kuasaan orang tua (pasal 49 ayat 1);  

15.  Pencabutan kekuasaan dan penunjukan wali (pasal 53);  

16.  Pencabutan tentang soal apakah penolakan untuk melakukan perkawinan 

campuran oleh PPN beralasan atau tidak (Pasal 60).  

17.  Pengesahan anak.  

18.  Ganti rugi terhadap wali.  

19.  Wali Adlol.  

20.  Itsbat nikah.  

21.  Asal usul anak.  

22.  Penunjukan orang lain sebagai wali.  

23.  Pencabutan kekuasaan wali.  



Sedangkan dalam hal kewarisan sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, 

bagi orang Islam tersedia pilihan hukum ( opsi ) antara mengajukan perkaranya di 

Pengadilan Negeri dan/atau di Pengadilan Agama. Opsi  perkara waris dimunculkan 

dengan pertimbangan bahwa di Indonesia mengenal tiga sistem hukum kewarisan, 

yaitu : pertama, sistem hukum BW (KUHPdt), kedua, sistem hukum adat dan, ketiga, 

sistem hukum islam. Sat u sistem dengan sistem yang lain berbeda dalam banyak hal, 

khususnya dalam menentukan besar kecilnya pembagian yang harus diterima masing -

masing ahli waris. Orang Islam dapat menundukkan diri pada hukum BW, hukum adat 

dan/atau hukum Islam sebagai dasar huk um dalam memecahkan perkara mereka di 

bidang kewarisan. Jika BW atau hukum adat yang menjadi pilihannya, maka Pengadilan 

Negeri - lah tempat mereka mencari keadilan dan bilamana hukum Islam yang jadi 

pilihannya, maka Pengadilan Agama - lah tempat mereka mengaj ukan perkara.  

Konsepsi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam  

Besarnya pembagian pusaka dalam Syariõat Islam ada 6 (enam) macam, yaitu : 

2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga), 1/6 (seperenam), ½ (separuh), ¼ (seperempat), dan 

1/8 (seperdelapan). Bagian - bagian te rsebut diperuntukkan bagi ahli waris dalam 

keadaan sebagai berikut :  

A. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) ada 4 orang, yaitu :  

1.    Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama - sama 

dengan muõashshibnya; 

2.    Dua o rang cucu perempuan pancar laki - laki atau lebih, dengan ketentuan bila mereka 

tidak bersama - sama dengan anak perempuan kandung atau muõashshibnya; 

3.    Dua orang saudara sekandung atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak bersama -

sama dengan muõashshibnya; 



4.    Dua orang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan bila si mati tidak mempunyai 

anak perempuan kandung, atau cucu perempuan pancar laki - laki atau saudari 

kandung. Saudari - saudari tunggal ibu tidak termasuk ahli waris yang memiliki 2/3, 

disebabkan andaikata ia seorang diri ia tidak menerima ½ tirkah.  

B. Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 ada 2 orang, yaitu :  

1.    Ibu, bila dia tidak bersama - sama dengan anak laki - laki dan perempuan, atau bila dia 

tidak bersanma - sama dengan 2 orang saudara saudari sekan dung atau seayah atau 

seibu saja.  

2.    Anak - anak ibu (saudara seibu bagi si mati) laki - laki maupun perempuan, dua orang 

atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersanma - sama dengan furuõ waris 

(anak) atau tidak bersama - sama dengan ushul waris laki - laki (leluhur).  

C. Ahli waris yang mendapat bagian 1/6 ada 7 orang, yaitu :  

1.    Ayah, bila bersama - sama anak laki - laki atau cucu laki - laki pancar laki - laki betapa 

rendah menurunnya.  

2.    Ibu, bila bersama - sama dengan anak, atau dua orang atau lebih saudara - saudari 

secara mutlak.  

3.    Kakek shahih, bila ada furuõ waris laki- laki.  

4.    Nenek shahihah, bila tidak bersama - sama dengan ibu.  

5.    Saudara seibu, laki - laki maupun perempuan, bula bersama - sama furuõ waris atau 

bersama - sama dengan ashlu waris laki - laki.  

6.   Cucu perempuan pancar laki - laki, bila bersama - sma dengan sorang anak perempuan 

kandung.  

7.    Seorang saudari seayah atau lebih, bila bersama dengan saudari kandung.  

D. Ahli Waris yang menerima ½, ada lima orang, yaitu :  

1.    Seorang anak perempuan, bila t idak ada anak laki - laki.  



2.    Seorang cucu perempuan pancar laki - laki, bila tidak bersama dengan anak permpuan 

atau orang laki - laki yang menjadi muõashshibnya. 

3.    Suami, bila ia bersama furuõ waris. 

4.    Seorang saudari sekandung, bila tidak mewarisi ber sama dengan muõashshibnya. 

5.    Seorang saudarai seayah, bila tidak bersama dengan anak perempuan kandung, atau 

cucu perempuan pancar laki - laki atau saudari sekandung.  

E. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu :  

1.    Suami, bila ada anak.  

2.   Istri, bila tidak ada anak.  

Adapun ahli waris yang mendapat bagian 1/8 hanyalah seorang saja, yaitu istri, 

bilamana bersama - sama mewaris dengan anak. 102 [102]  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian tersebut diatur dalam Pasal 176 

sampai dengan pasal 182, jika dihubungkan dengan pembagian pusaka dalam KUH 

Perdata, maka pembagian tersebut tidaklah sama, karena dalam KHU Perdata pada 

prinsipnya adalah :  

1.  Membagi rata nilai harta peninggalan pewaris berdasarkan jumlah ahli waris 

dalam golongan yang berhak menerima;  

2.  KUH Perdata tidak mengistimewakan bagian anak laki - laki dari pada bagian 

anak perempuan dan tidak membedakan bagain anak dengan istri si mati.  

3.  Ahli waris golongan II, bagian ibu dan ayah masing - masing tidak boleh kurang 

dari ¼ harta peninggalan.  

4.  Ahli waris golongan terjauh tertutup oleh golongan yang lebih dekat.  

5.  Penggantian pewaris oleh anaknya dibenarkan, bila pewaris mati lebih dahulu 

dari pada orang yang mewariskan.  

                                                

102[102] Fathur Rahman, Ilmu Waris, Al Maõarif, Bandung, 1981, halaman 128- 130.  



Ketentuan tersebut diatur dalam Buku II bab XII bagian kesatu mulai Pasal 830 

sampai dengan Pasal 851 KUH Perdata.  

Dengan demikian, walaupun Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menentukan bahwa 

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara warisan antara orang yang beragama Islam. Namun hal ini, apabila  kita 

perhatikan Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa apabila terjadi sengketa hak 

milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus 

mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum.  Kemudian pada ayat (2) Pasal 50 ini menyebutkan: 

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagainana dimaksud pada ayat (1) yang subyek 

hukumnya antara orang - orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus 

oleh Pengadilan A gama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU 

ini.  

 Secara tekstual antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 

2006 tersebut masih bersifat multi intepretatif, yakni satu sisi memungkinkan 

Pengadilan Agama berwenang menyelesai kan perkara waris bagi orang - orang yang 

beragama Islam, meskipun terjadi sengketa hak milik dengan pihak ketiga akan 

diputus bersamaan dengan perkara warisnya, pada sisi lain apabila terjadi sengketa 

hak milik dengan pihak ketiga, maka terlebih dulu harus mendapat putusan dari 

Pengadilan Umum terhadap obyek sengketa tersebut.  

Secara empirik  dengan menggunakan pendeketan sosio legal  atas kesadaran 

hukum masyarakat dan yuridis normatif  tidak memungkinkan Pengadilan Agama dapat 

menyelesaikan terjadinya sengket a hak milik atau sengketa lain dalam perkara waris, 

meskipun subyek hukumnya beragama Islam, sebelum lahirnya peraturan perundang -

undangan yang di antara pasalnya menyatakan mencabut kewenangan Pengadilan 



Umum untuk tidak menangani kasus sengketa hak milik  antara orang - orang yang 

beragama Islam yang ada kaitannya dengan perkara waris.     

Penutup/Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kompetensi absolut  Pengadilan Agama dilihat dari perjalanannya dari waktu ke waktu 

mengalami pasang naik dan pasang turun. Diferensiasi terjadi dalam hal kekuasaan 

antara Pengadilan Agama di Jawa - Madura dengan yang di luar Jawa - Madura. Baru 

setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama di 

seluruh wilayah kekuasa an Negara Republik Indonesia memiliki kompentensi absolut  

yang sama, namun kompetensi absolutnya tidak secara mutlak otonom, tapi masih 

heteronom pada Peradilan Umum dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara 

waris.  

Substansi lahirnya UU No. 3 Tahu n 2004 Tenatng Perubahaan Atas UU No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lebih dominan pada penataan kelembagaan 

yang independen di bawah kekuasaan MA - RI baik dalam hal Teknis Yudisialnya 

maupun non teknis yudisial. Sedangkan yang signifinkan terhadap su bstansi 

kompetensi absolute Peradilan Agama hanyalah penambahan kewenangan di bidang 

Ekonomi Syariõah. Namun demikian penulis dapat perkirakan tentang hal- hal yang 

berkenaan dengan masalah ekonomi syariõah adalah : a). bank syariõah; b). lembaga 

keuangan m akro syariõah; c). asuransi syariõah; d). asuransi syariõah; e). reasuransi 

syariõah; f). reksadana syariõah; g). obligasi syariõah; h). sekuritas syariõah; i). 

pembiayaan syariõah; j). pegadaian syariõah; k). dana pensiun; dan l). bisnis syariõah. 
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Pendahuluan  

Munculnya kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI 

merupakan  permasalahan yang luar  biasa rumitnya, sehingga Penulis ikut tertarik 

untuk menorehkan beberapa persoalan dan alternatif solusinya di bidang penegakan 

hukumnya. Permasalahan penyalahgunaan BLBI berawal dari adanya dana talangan dari 

Bank Indonesia yang b ertindak sebagai Lender of the Lost Resort  berdasarkan UU 

tentang Bank Indonesia. Sebagaimana amanat UU Nomor 13 Tahun 1968 yang telah 

dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah 

diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004. Hampir selu ruh Bank Sentral di dunia ini 

melekat posisi sebagai Lender of the Lost Resort , memiliki kewajiban untuk membantu 

bank - bank yang sedang kesulitan likuiditas. Namun kridit dimaksud harus diikat 



dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal 

sebesar jumlah kridit yang diterima. 103 [103]      

Sehubungan dengan perihal di atas, peraturan perundang - undangan yang bisa 

dijadikan pedoman untuk memberikan pembenaran ( justifikasi ) terhadap kebijakan itu 

adalah Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1968  yang menyebutkan bahwa, tugas pokok Bank 

Sentral adalah membantu Pemerintah dalam hal:  a). Mengatur, menjaga dan 

memelihara kesetabilan rupiah, dan b). Mendorong kelanjutan produksi dan 

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan tara f hidup 

rakyat.  

Adapun pasal yang erat sekali dengan BLBI adalah Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 

Tahun 1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kridit  likuiditas  

kepada bank - bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas  dalam keadaan 

darurat. 104 [104]  Secara yuridis normatif  BLBI merupakan kridit atau pinjaman yang 

harus dikembalikan atau dilunasi kepada Bank Indonesia, namun sampai saat ini masih 

menyisakan persoalan yang rumit dan tanpa diketahui batas berakhirnya.  

Penyalahgunaan BLBI  

Penyalahgunaan BL BI muncul sewaktu dilakukan audit  oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap neraca Bank Sentral pertanggal 14 Mei 

1999, sedangkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan 

menyeluruh  ( Due diligence ) pertanggal 17 Mei 1999. 105 [105]  Bank Indonesia tidak 

memberikan pendapat ( disclaimer ) pada waktu diadakan dengar pendapat antara Bank 

                                                

103[103]  Satgas BLBI, Studi Keuangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Indonesia, 

Jakarta, 2002, halaman 6. 

104 [104]  And i M. Asrun, et.,al., BLBI Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi, Judicial watch, Jakarta, 2003, 

halaman 3.  

105 [105]  Ismansyah, Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbangkan 

(Studi Penangan Kasus Penyalahgubnaan BLBI Oleh Kejak saan Agung), Disertasi, PDIH UNDIP Semarang, 

2007, halaman 1.  



Indonesia, BPK, dan DPR, sehingga DPR membuat keputusan, meminta BPK untuk 

melakukan audit investigasi  atas BLBI. BPK melakukan pemeriksaan penyaluran  BLBI 

yang besarnya 144,5 triliun (seratus empatpuluh empat triliun lima  milyar) rupiah, 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menyimpulkan terdapatnya penyalahgunaan 

dalam penyaluran dana dan penggunaan BLBI yang menimbulkan potensi merugikan 

keuangan Nega ra sebesar Rp. 138,5 triliun (sratus tigapuluh delapan triliun lima 

milyar) rupiah. 106 [106]  

Patut diduga, pertama  BLBI disalurkan oleh Bank Indonesia pada saat Negara 

Indonesia mengalami krisis ekonomi, kedua  penggunaan dana BLBI disepakati untuk 

menjamin da na nasabah dan dana pihak ketiga, ketiga  penyahgunaan BLBI itu tidak 

untuk ketentuan disepakati tetapi untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan 

pribadi.  

Faktor non yuridis  yang erat kaitannya dengan penyaluran dana BLBI adalah 

Negara Indonesia dalam k eadaan krisis, maka kebijakan yang dibuat untuk mengatasi 

krisis dan ketentuan yang menghambat atau menghalangi pemulihan krisisi harus 

direduksi, sehingga ada kelonggaran ketentuan hukum penyaluran BLBI.  

Menurut laporan dari BPKP tentang dugaan penyalahgu naan BLBI, ditindaklanjuti 

oleh Kejaksaan Agung, diarahkan pada proses penyelidikan dan proses penyidikan 

sebagai penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi. Mengarahkan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan terhadap penyalahgunaan BLBI dalam klasifi kasi tindak 

pidana korupsi akan menimbulkan asumsi, bahwa pengklasifikasian tersebut akan 

membawa masalah, terutama tentang menetapkan perbuatan penyalahgunaan BLBI 

sebagai unsur delik. Asumsinya antara lain penjustifikasian seperti apakah di dalam 

ketentu an hukum untuk menggunakan klasifikasi tindak pidana korupsi terhadap 

                                                

106 [106]  Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut  BLBI, bank Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 12.  



penyalahgunaan BLBI, sedangkan masalah yang akan muncul adalah penempatan 

penyalahgunaan BLBI sebagai perbuatan korupsi akan menuai badai kritikan dari para 

pelaku bisnis, karena perbuat an mereka sebagai tindakan administrasi dan memiliki 

aspek hukum perdata.  

Dari kacamata efek hukum atas kerugian negara, sebenarnya kejahatan 

perbankan dapat diarahkan sebagai tindak kejahatan yang bersifat khusus, karena 

telah merugikan keuangan negara, m emperkaya diri sendiri atau orang lain. Kejaksaan 

Agung dalam penanganan kasus BLBI ini, menggunakan ketentuan yang ada dalam UU 

No. 3 Tahun 1971 yang diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasa n Tindak Pidana 

Korupsi. 107 [107]  Pelaksanaannya Kejaksaan Agung berkerjasama dengan lembaga -

lembaga terkait seperti BPKP. Hal ini dapat dilihat dari Keppres No. 31 Tahun 1983 dan 

Inpres No. 15 Tahun 1983 serta juklak bersama antara Kejaksaan Agung dengan BPK P  

No. Juklak 001/JA/2/1989 dan No. Kep.145/K/1989. Adapun pelaksanaannya di 

Kejaksaan Agung diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

(JAMPIDSUS), karena adanya struktur hukum tersendiri dalam dunia perbankan.  

Adapun gambaran sistem penyelid ikan, penyidikan dan penuntutan oleh 

Kejaksaan Agung kurang lebih sebagai berikut :  

1.  Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan tersangka tentang haknya 

mendapat bantuan hukum dan kewajiban didampingi oleh Penasehat Hukum 

                                                
107 [107]  UU No. 3 Tahun 1971 belum mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sedangkan U U No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Pasal 25 sampai dengan 40, 

kemudian Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam  hal ditemukan Ti ndak pidana 

Korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. 

Penjelasan Pasal 27 tersebut adalah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi yang sulit 

pembuktianya antara lain Tindak Pidana Korupsi di Bidan g perbankan, Pasar Modal, Perdagangan dan 

Industri, Komoditi berjangka atau di bidang moneter dan Keuangan.  



yang ditunjuk apabila terdakwa didakwa dengan ancaman pidana lima tahun 

atau lebih dan tidak memiliki Penasehat Hukum sendiri. 108 [108]  

2.  Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam 

bentuk apapun. 109 [109]  

3.  Sesudah ditanyakan kepada tersangka, ternyata menghendaki  didengarnya 

keterangan saksi yang meringankan ( a decharge )  maka kewajiban penyidik 

untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 110 [110]  

4.  Pemeriksaan tersangka yang berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah 

hukum Penyidik yang melakukan penyidikan, maka dapat dibebankan kepada 

Penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut. 111 [111]  

5.  Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan tentang seluruh 

harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, atau harta benda 

setiap ora ng atau korporasi dan atau diduga mempunyai hubungan dengan 

tindak pidna korupsi yang dilakukan tersangka. 112 [112]  

Adapun pemeriksaan keterangan saksi lazimnya melalui tata cara pemeriksaan 

sebagai berikut :  

1.  Saksi dilarang menyebutkan nama, alamat atau hal - hal lain yang memberikan 

kemungkinan dapat diketahuinya Pelapor. 113 [113]      

2.  Saksi tidak disumpah kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir 

dalam persidangan - persidangan. 114 [114]  

                                                

108[108]  Pasal 114 KUHAP.  

109 [109]  Pasal 117 (1) KUHAP  

110 [110]  Pasal 116 (3) KUHAP  

111 [111]  Pasal 119 KUHAP.  

112 [112]   Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1971 yang tela h diganti dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 

No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.  

113 [113]  Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindajk 

Pidana Korupsi.  

114 [114]   Pasal 116 (1) KUHAP.  



3.  Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh  Penyidik 

dan Saksi setelah meyetujui isinya, jika saksi tidak mau membubuhi tanda 

tangannya, penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebutkan 

alasannya. 115 [115]  

Kejahatan Perbankan  

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  UU 

No. 10 Tahun 1998 dapat diinventarisir menjadi 13 (tiga belas) tindak pidana, mulai 

dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. 116 [116]  Ketiga belas tindak pidana tersebut 

dapat digolongkan menjadi empat macam, yakni :  

1.  Tindak pidana yang berkaitan dengan peri zinan. 117 [117]  

2.  Tindak pidana yang berkaitan dengan memaksa orang - orang yang terafiliasi 

memberikan keterangan yang merupakan rahasia bank, 118 [118]  memberikan 

keterangan yang wajib dirahasiakan. 119 [119]  

3.  Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan  bank seperti 

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank tidak memberikan 

keterangan yang wajib dipenuhinya dan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 

Pegawai bank tidak meberikan keterangan pada Bank Indonesia. 120 [120]  

4.  Tindak pidana yang berkaitan deng an Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 

Pegawai bank, 121 [121]  melakukan a). Membuat catatan palsu terhadap 
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pembukuan atau dokumen, b). Menghilangkan catatan, dan c). Mengubah, 

mengaburkan, meyembunyikan,dan/atau mengahpus catatan.  

Anggota Dewan Komisaris, D ireksi, dan Pegawai bank menurut ketentuan Pasal 

49 (2) UU No. 10 Tahun 1998, melakukan :  

a. Menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, 

uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan 

pribadi dalam rangka o rang lain dapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau 

persetujuan bagi orang lain untuk mendapat melebihi batas maksimum 

pemberian kredit (BMPK).  

b.  Tidak melaksanakan prinsip ketaatan perbankan.  

Menurut Munir Fuõady yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah 

suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja 

ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan 

produk perbankan, sehingga menimbulkan keruguian metriil dan atau immateriil bagi 

perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. 122 [122]  

Sedangkan yang dimaksud dengan ketaatan perbankan adalah segala kegiatan 

perbankan yang diatur secara yuridis dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta termasuk 

menjalankan prinsip - prinsip per bankan ( prudent banking ) dengan cara menggunakan 

rambu - rambu hukum berupa safe dan sound . Kegiatan bank harus safe maksudnya, 

kegiatan bersangkutan tidak boleh membawa resiko yang substansial ( substantive 

risko)  kepada bank. Kegiatan bank harus sound maks udnya adalah kegiatan bank 

tersebut harus layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank, termasuk kegiatan 

bank secara yuridis dan secara umum antara lain : a). Penarikan dana masyarakat, b). 

                                                
122 [122]  Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih , Citra Aditia Bhakti, Bandu ng, 

2004, halaman 74.  



Penyaluran dana kepada masyarakat, c). Kegiatan fee based , dan d ). Kegiatan dalam 

bentuk investasi. 123 [123]  

Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di 

bidang perbankan, perbedaanya terdapat pada perlakuan peraturan terhadap 

perbuatan yang telah melanggar hukum yang berkaitan dengan usaha me njalankan 

industri perbankan, perlakuan tersebut dapat kita lihat pada :  

1.    Tindak pidana perbankan terdiri dari perbuatan - perbuatan pelanggaran terhadap 

ketentuan UU No. 14 1967 124 [124]  Tentang Pokok - Pokok Perbankan. Pelanggaran 

mana dilarang dan diancam  dengan hukuman oleh UU ini.  

2.    Tindak pidana di  bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan - perbuatan 

yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap 

perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan - peraturan pidana di  luar UU No. 

14/1967, seperti :  

a.    KUHP sebagai peraturan hukum pidana.  

b.     Peraturan - peraturan hukum pidana khusus, seperti UU No. 3/1977 125 [125]  tentang 

tindak pidana korupsi, UU No. 32 Tahun 1964 126 [126]  tentang Lalulintas Devisa.  

c.     Peraturan - perat uran lain yang berhubugan dengan kegiatan bank dan yang memuat 

ketentuan pidananya. 127 [127]  

Eksistensi, karakteristik, berntuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang 

perbankan tidak hanya terbatas pada perumus dan dalam UU No. 7 Tahun 1992yang 

telah diu bah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan juga 

                                                

123 [123]  Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern , Citra Aditia Bhakti, bandung, 1999, hal. 162 - 163.  
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127 [127]  Ismansah, op.cit., halaman 9.  



mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar UU Perbankan yang 

ada relevansinya dengan keguiatan perbankan, seperti dalam UU No. 23 Tahun 1999 

Tentang Bank Indonesia, UU N o. 24/1999 Tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai 

Tukar, UU No. 31/1999 yang telah diubah dengan UU No. 20/2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 128 [128]  

Walaupun kejahatan perbankan dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, 

namaun pada dasarny a kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang 

perbankan. Hal ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni :  

1.  Kejahatan fisik, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang melibatkan fisik 

dan merupakan kejahatan yang konvensional serta berhubun gan dengan 

perbankan, contohnya perampokan bank, penipuan dan lain - lain.  

2.  Kejahatan Pelanggaran Administrasi perbankan, maksudnya adalah bank 

sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administrasi 

dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelang garan beberapa ketentuan 

administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana, hal ini terdapat dalam 

: 

a.    Operasi bank tanpa ijin.  

b.     Tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral.  

c.     Tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal , batas maksimum 

pemberian kridit, persyaratan pengurus dan komisaris, merger , akuisisi  serta 

konsolidasi bank dan lain - lain.  

3.  Kejahatan Produk bank, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang 

dihubungkan dengan produk bank seperti, pemberian kridit yang tid ak benar, 

misalnya kridit tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat, seperti cek, 
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wesel, dan  leter of cridit , pemalsuan kartu kridit, transfer uang kepada yang 

tidak berhak.  

Di samping yang telah tersebut di atas terdapat pula kejahatan perbankan yang 

disebut sebagai pelanggaran moralitas perbankan, sebagaimana tercantum dalam 

Kode Etik Bankir Indonesia, yang berisikan sebagai berikut :  

a.    Patuh dan taat pada ketentuan perundang - undangan dan peraturan - peraturan yang 

berlaku.  

b.     Melakukan penc atatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan 

kegiatan banknya.  

c.     Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.  

d.     Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.  

e.    Menghindarkan diri dari keterlibatan pen gambilan keputusan dalam hal terdapat 

pertentangan kepentingan.  

f.      Menjaga rahasia nasabah dan banknya.  

g.     Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank 

terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.  

h.     Tidak  menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi atau keluarga.  

i.      Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. 129 [129]  

Menurut Mardjono Reksodiputro, pelanggaran kode etik secara yuridis tidak 

dapat dikategorikan se bagai tindak pidana ( crime ), tetapi secara kriminologis  dapat 

diketegorikan dalam pengertian criminal behavior  dalam konsepsi white collar 

crime .130 [130]  Sementara menurut Krisna Wijaya, kejahatan perbankan dilihat dari 
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berbagai kasus pembobolan bank disebab kan oleh kalangan intern bank dan bentuk 

kontrol kejahatannya terdapat dalam  dua jenis kejahatan perbankan, yaitu : 131 [131]  

1.  Error Omission  berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem 

dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksana kan.  

2.  Error Commision berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuai yang 

seharusnya tidak boleh, karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur , maka 

tetap saja dilakukan.  

Pelanggaran terhadap error omission  selalu ada sanksi administratif, tetapi 

pelanggaran terhadap error commission  sanksinya bersifat normatif yang terdapat 

dalam code of conduct , dan kebanyakan kejahatan perbankan di Indoesia terdapat 

dalam bentuk error commission  khususnya dalam delivery system .132 [132]  

Secara umum kejahatan di bida ng perbankan adalah kejahatan yang 

digolongkan dalam peraturan perundang - undangan di bidang hukum admnistrasi 

yang memuat sanksi - sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah 

untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubu ngan 

dengan kegiatan - kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sedangkan istilah tindak 

pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan 

dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan 

sebagai tindak p idanan ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu 

bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank 

sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang sangat sulit dipantau 

atau dibuktikan berdasarkan undang - un dang perbankan.  

                                                

131 [131]  Krisna Wijaya, Analisis Krisis Perbankan Nasional, catatan kolom demi kolom, Penerbit Kompas, 

Jakarta, 2000, halaman 38.  
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Modus operansi kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh 

kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, 

penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang - ulang dengan jaminan 

objek yang  sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak 

membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga 

memaksa bank atau pihak yang terafeliasi memberikan keterangan yang wajib 

dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang waj ib dipenuhinya kepada bank 

Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengijinkan, 

menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau 

barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kri dit, 

uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas 

maksimum pemberian kredit (BMKP).  

Modus operandi yang terbaru pada kejahatan di bidang perbankan adalah 

penyimpangan penggunaan BLBI, seperti membayar atau melunasi kewajiba n kepada 

pihak terkait, membayar atau melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, 

serta membiayai biaya - biaya lain (pembayaran pajak, pembayaran pada pihak ketiga 

yang masih mempunyai kewajiban pada bank).  

Peraturan perundang - undangan No. 10 Tahun  1998, memiliki sifat 

konvensional dan memenuhi unsur - unsur pidana, tetapi kejahatan di bidang 

perbankan berupa penyalahgunaan BLBI dalam kenyataanya menjadi lemah, karena 

kesulitan untuk mendeteksinya. Permasalahannya adalah kejahatan di bidang 

perbankan barawal dari terjadinya kolusi dalam kegiatannya. 133 [133]  

Inti Penyaluran BLBI  
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Persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indoneasia (BLBI) merupakan topik yang 

menarik dalam wacana publik ( public disclousure ) pada saat Pemerintah Republik 

Indonesia dengan IMF menand atangani letter of intent  pada tanggal 15 Januari 1998, 

yang salah satunya menyatakan tentang pentignya suatu kebijajksanaan untuk 

meyediakan bantuan likuiditas ( liquidity support ) Bank Indonesia untuk menangani 

persoalan kesulitan likuiditas yang diderita  beberapa bank sebagai dampak krisis 

moneter. 134 [134]   

Secara resmi istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diperguakan oleh 

Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 dan terdiri dari semua fasilitas Bank Indonesia  

yang tersedia bagi perbankan di luar K ridit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI 

merupakan kridit Bank Indoesia yang disalurkan bagi sektor - sektor usaha yang 

diprioritaskan oleh pemerintah sebagai kridit terprogram, maka BLBI merupakan 

fasilitas non program. 135 [135]  

Perbedaan BLBI dengan KLBI secara analitis dapat dilihat dari pengambilan 

inisiatif, 136 [136]  KLBI inisiatif sepenuhnya diambil oleh Pemerintah sesuai dengan 

program yang diprioritaskan, maka BLBI pada dasarnya inisiatif diambil oleh bank 

untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, suku bunga  yang dikenakan juga berbeda, 

yakni untuk suku bunga KLBI diberikan subsidi, sedangkan untuk BLBI dikenakan 

bunga penalty di atas suku bunga pasar. 137 [137]  Dalam penyaluran KLBI, Bank Sentral 

menilai kelayakan bank penyalur, sedangkan penilaian kelayakan nas abah yang akan 

dibiayai kredit dilakukan bank pelaksana. Bank diwajibkan menyerahkan jaminan 
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berupa akses (promes bank) serta menandatangani surat penegasan kridit (SPK) dan 

akta perjanjian kredit yang biasa disebut Akta E. 138 [138]   

Istilah òbantuanó tidak identik dengan istilah òkreditó. òBantuanó memiliki arti 

pertolongan atau sokongan. 139 [139]  Sedangkan òkriditó mengandung arti 

pinjaman. 140 [140]  Kata bantuan, apabila dilakukan pada seseorang akan mengandung 

arti bahwa bagi si penerima bantuan atau sokongan tid ak memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan bantuan atau sokongan yang diterimanya. Bagi penerima kredit, maka 

arti kata kredit memiliki makna bahwa si penerima kredit berkewajiban untuk 

mengembalikan kridit yang diterimanya.  

Kembali pada persoalan BLBI tent u saja tidak bisa dilepas dari kondisi krisis 

ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, terutama sejak diberlakukannya sistem 

nilai tukar mengambang ( floating exchange rate system ).141 [141] Floating exchange 

rate system diberlakukan sebagai peran dan fungsi  dari Bank Sentral 142 [142]  sebagai 

bank rate policy , yakni melakukan pengontrolan kredit dengan jalan penggantian 

discount rate  yang dapat mempengaruhi rate of interest  di pasar yang akan 

memberikan peranan penting dalam hal pemberian kredit. 143 [143]  

Alasan ut ama timbulnya BLBI adalah adanya persetujuan saldo debet pada 

rekening Bank Indonesia. 144 [144]  Munculnya hal ini, akibat saldo yang sedikit 

jumlahnya tidak mampu menampung penarikan dana nasabah yang jumlahnya luar 
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biasa besar. Rekening bank di Bank Indonesi a hanya menampung cadangan wajib yang 

dikenakan kepada bank 5% dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. 145 [145]  

Secara umum, bank menyediakan pula suatu margin tertentu yang berkisar 

antara 1 - 2% untuk menampung penarikan oleh nasabahnya untuk menghindar i 

pelanggaran terhadap ketentuan cadangan wajib. Akan tetapi rush  yang dilakukan oleh 

para nasabah berupa uang tunai dan transfer melalui kliring oleh nasabah kepada bank 

lain ternyata mengakibatkan saldo rekening menjadi berada di bawah ketentuan 

cadangan  wajib, bahkan banyak bank mengalami saldo debet negatif ( overdraft ). 

Salah satu resiko yang dihadapi perbankan adalah kemungkinan kesulitan 

likuiditas karena adanya ketidaksesuaian ( mismatch ) dalam pengelolaan dana sehari -

hari. 146 [146]  Bantuan likuiditas Ba nk Indonesia pada dasarnya adalah kredit yang 

diberikan oleh Bank Indonesia dengan tujuan dari pemberian bantuan likuiditas oleh 

Bank Indonesia kepada bank - bank adalah dalam  rangka mengatasi kesulitan likuiditas 

dalam keadaan darurat dan sesuai dengan per an dan fungsi Bank Indonesia sebagai 

lender of the lasr resort .147 [147]  

BLBI dikuncurkan dimana bank dalam keadaan darurat, hal ini meliputi dua hal 

penting :  

1.  Berkaitan dengan kondisi bank secara individu. Dalam hal ini yang dimaksud 

adalah suatu kondisi kes ulitan likuiditas bank yang terjadi terhadap bank itu 

sendiri, sedangkan bank lain secara umum tidak mengalami hal 

tersebut. 148 [148]  
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2.  Berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesa, dimana Bank Indonesia 

memberikan bantuan kepada setiap bank yang mengalami kesulita n likuiditas 

dalam rangka mengamankan sistem perbankan secara keseluruhan.  

Penyalahgunaan BLBI  

Sebab- sebab timbulnya kejahatan perbankan di bidang penyalahgunaan BLBI 

akar permasalahanya adalah berawal dari kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan 

paket de regulasi tanggal 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan PAKTO 

27, 149 [149]  dan keinginan melepaskan intervensi pemerintah terhadap Bank 

Indonesia. 150 [150]  Hasil dari intervensi ini menghasilkan kurs mata uang dan kurs 

ditentukan oleh pasar, sehingga terjadi krisis kurs mata uang. Menurut Laksamana 

Sukardi Bank Indonesia harus konsekuen dan konsisten dalam tindakannya, tetapi 

justru Bank Indonesia bertindak untuk menyelamatkan krisis kurs dengan melakukan 

pengetatan likuiditas. 151 [151]  Akibatnya suku bunga melon jak tinggi. Tindakan Bank 

Indonesia tersebut menciptakan krisis lainya  yakni krisis likuiditas. 152 [152]  Dimana 

banyak bank mengalami kesulitan dalam melakukan kliring, sehingga bank mengalami 

saldo debet  atau saldo giro negative . Dampak dari tindakan terseb ut terjadi 

penyalahgunaan BLBI oleh bank yang diberikan fasilitas kredit dengan nama òbantuanó. 

Penyalahgunaan BLBI terjadi, dimana bank bersangkutan tidak menggunakan 

BLBI untuk keperluan mempertahankan kesetabilan sistem perbankan dan sistem 

pembayaran, tetapi disalahgunakan untuk keperluan lain dan pelanggaran Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) melalui revaluasi asset terutama pada kredit 

dalam valuta asing yang otomatis meningkat karena lemahnya rupiah.  
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Permasalahan yang merupakan subyek dan obyek h ukum pidana dalam 

penggunaan atau penerimaan BLBI adalah :  

a. Ada konspirasi dalam penerbitan BLBI antara penerbitnya dan pihak penerima.  

b.  BLBI diberikan kepada pihak yang tidak pantas menerimanya.  

c. BLBI diarahkan untuk diberikan kepada pihak tertentu.  

d.  BLBI diberikan dengan jumlah yang melebihi dari yang sepantasnya.  

e. Penyelesaian masalah perdata terhadap BLBI tidak menghapuskan ancaman 

pidana terhadap penerima BLBI.  

f.  Penggelembungan niai asset jaminan yang diserahkan kepeda pemerintah 

secara signifikan. Jaminan y ang dikatakan berjumlah Rp. 129,400 triliun 

ternyata nilai penyerahannya hanya berjumlah Rp.12.300 triliun. 153 [153]  

g.  Penyimpanagan dalam penyaluran BLBI kepada Bank Baku Operasi (BBO), Bank 

Take Over (BTO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan bank dalam likui dasi 

(BDL), berupa : 154 [154]  

a.    Penyimpangan dalam penyaluran saldo debet.  

b.     Penyimpangan dalam penyaluran fasilitas SBPU.  

c.     Penyimpangan dalam penyaluran fasilitas diskont baru.  

d.     Penyimpangan dalam penyaluran dana talangan rupiah.  

e.    Penyimpangan dalam penyaluran dana talangan valuta asing.  

Masih ada bentuk perbuatan melawan hukum yang sama sekali bukan 

masalah hukum perdata yang antara lain : 155 [155]  
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a. Oknum Bank meminta atau menerima imbalan dalam penguncuran dana BLBI 

sambil bekerjasama den gan penerima BLBI.  

b.  Bank yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perolehan BLBI atau 

mengajukan permohonan melalui satuan kerja terkait.  

c. Satuan kerja yang bersangkutan tidak memberi rekomendasi atau meminta 

persetujuan Direksi Bank Indonesia sesuai Su rat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.26/162/Kep?Dir, tanggal 22 Maret 1994.  

d.  Tidak ada rapat direksi yang memberikan keputusan secara kolegial atau 

musyawarah dan mufakat.  

e. Keputusan pemberian BLBI hanya dilakukan oleh seorang direktur saja, padahal 

sifat nya tidak mendesak.  

f.  Urusan kredit tidak melakukan pengikatan secara notariil termasuk penjaminan 

dalam bentuk akta pengakuan hutang dengan jaminan.  

g.  Pemberian BLBI tidak melawati proses mekanisme perolehan yang seharusnya.  

Aspek Korupsi Penyalahgunaan BLBI  

Korupsi merupakan sarana penting untuk partisipasi politis, korupsi makin lama 

makin menjadi biang keladi dalam pemberontakan rakyat dan kampaye - kampanye 

pemilihan umum. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal 

sepele sampai soal yang am at besar. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptie  

atau corruptus . Kemudian disebutkan bahwa corruptie  berasal dari corrumpore , suatu 

kata latin yang tua, 156 [156]  dalam insiklopedi  Indonesia disebutkan bahwa korupsi 

berasal dari bahasa latin corro ptio  berarti penyuapan dan dari kata corrumpore  berarti 

merusak. Korupsi merupakan suatu gejala dimana para pejabat badan - badan negara 
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menyalahgunakan wewenang sehingga terjadinya penyuapan, pemalsuan dan 

ketidakberesan lainnya. 157 [157]  

Dari pengertian terse but di atas dapat dipertegas sebagai berikut :  

1.    Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan 

sebagainya.  

2.    Kejahatn, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.  

3.    Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku 

yang jahat dan tercela atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk - bentuk 

ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara 

tidak tepat dalam suatu kalimat dengan maksud lici k.  

Secara yuridis formal perumusan dan jenis tindak pidana korupsi terdapat dalam 

Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 dan Bab III mengatur jenis dan perumusan 

tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdapat dalam pasal 

20 sampai dengan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.  

Sebelum diberlakukan UU No, 31 Tahun 1999, tepatnya pada UU No. 3 Tahun 

1971 dan UU yang diberlakukan sebelumnya Pembuat UU tidak memberikan 

penjelasan tentang apakah korupsi merupakan tindak p idana yang dirumuskan secara 

formil (delik formil), sebagai akibatnya timbul perbedaan interpretasi dalam praktik 

penegakan hukum.  

Untuk menghindari  penafsiran, maka pembuat UU No. 31 Tahun 1999 dalam 

penjelasan umumya menyatakan: agar dapat menjangkau be rbagai modus operandi  

penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan 

rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UU ini dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga meliputi perbuatan - perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau 

                                                

157 [157]  Ensiklopedia Indonesia, jilid 4, Ikhtiyar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 

1983, halaman 18.  



suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan 

perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat 

pula mencakup perbautan - perbuatan tercela yang menusuk perasaan keadilan 

masyarakat harus  dituntut dan dipidana.  

Penjelasan Pasal 2 (1) ditegaskan, yang dimaksud dengan cara melawan hukum 

dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam 

arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang -

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai 

dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 

perbuatan tersebutr dapat dipidana.  

Menurut Barda Nawawi Arief, dari penjelasan UU di atas, nampa k jelas sikap 

yang diambil oleh pembuat UU Nomor 31 Tahun 1999, bilamana dianut pemahaman 

tentang penjelasan UU tersebut, yaitu : a). Menganut ajaran sifat melawan hukum 

formil dan sifat melawan hukum materiil, b). Menganut sifat melawan hukum materiil 

dalam fungsinya yang positif, dengan kreteria, bahwa perbuatan yang tidak diatur 

dalam perundang - undangan itu dipandang sebagai tercela karena : 1). Tidak sesuai 

dengan rasa keadilan, dan 2). Tidak sesuai dengean norma - norma kehidupan sosial 

dalam masyarakat. 158 [158]  

Anatomi Korupsi  

Paling tidak terdapat 4 (empat) anatomi korupsi, diantara keempat anatomi itu 

terdapat ciri - ciri tersendiri, yakni :  

1.  Anatomi 1 : Suap yang diberikan untuk : a). Mendapat keuntungan yang langka, 

atau b). Untuk menghindari biaya. Anato mi 1 ini mencakup keputusan berokrasi 
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yang mengakibatkan pemberi suap mendapat keuntungan, misalnya 

memperoleh ijin import atau ekspor, valuta asing, konsepsi usaha minyak atau 

meniral lainnya, alokasi lahan pihak publik, pembelian perusahaan negara yang 

dijual pada pihak swasta, memperoleh dana pemerintah terbatas, memperoleh 

layanan publik seperti perumahan murah, bahan mentah bersubsidi, 

perlindungan polisi untuk perusahaan tertentu.  

2.  Anatomi 2 : Suap yang diberikan untuk mendapat keuntungan (menghindari 

biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputus oleh 

pejabat publik. Sebagai contoh pengurangan pajak atau minta bayaran lebih 

besar dalam hal jumlah pemasukan tidak ditentukan secara pasti, pembebasan 

dari bea, menghindari kontrol  harga, memberikan lisensi atau surat ijin hanya 

pada mereka yang memenuhi syarat, memperoleh pelayanan publik apa saja, 

memperoleh pekerjaan dalam birokrasi, membebaskan diri dari penegakan 

hukum, surat ijin untuk proyek bangunan, standar keselamatan dan lingkungan 

tidak ditegakkan dengan sungguh - sungguh, polisi membiayai kelompok -

kelompok preman untuk mengancam perusahaan - perusahaan, sementara 

dalam waktu bersamaan menerima suap dari perusahaan tersebut.  

3.  Anatomi 3 : Suap yang diberikan tidak untuk mendapa t keuntungan tertentu 

dari publik, tetapi untuk mendapat layanan yang berkaitan dengan perolehan 

keuntungan (menghindari resuiko) seperti layanan yang cepat atau informasi 

dari orang dalam. Anatomi 3 ini berkaitan dengan anatomi 1 dan anatomi 2, 

tidak terb atas pada keuntungan semata - mata, seperti informasi dari orang 

dalam mengenai kontrak, aspek lain mencakup layanan yang lebih cepat, surat 

menyurat lebih sedikit, peringatan dini akan razia oleh polisi, megurangi 



ketidakpastian, laporan audit yang menguntu ngkan sehingga pajak yang harus 

dibayar tidak besar.  

4.  Anatomi 4 : Suap yang diberikan a). Untuk mencegah pihak lain mendapatkan 

bagian dari keuntungan, atau b). Untuk mebebankan biaya pada pihak lain. 

Seperti kasus - kasus pelaku bisnis illegal yang membayar penegak hukum untuk 

menyerbu pesaingnya, pemilik usaha legal mencoba agar pada pesaingnya 

diberlakukan peraturan ketat, atau mencoba membujuk pejabat agar tidak 

memberikan lisensi pada pesaingnya.  

Beberapa Kendala Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Ke jahatan 

Penyalahgunaan BLBI.  

 

Pertama, Kendala peraturan perundang - undangan. Kendala utama bagi 

Kejaksaan Agung dalam melalukan penyelidikan dan penyidikan adalah tentang dasar 

hukum perundang - undangan. UU No. 5 Tahun 1991 jo. UU No. 16 Tahun 2004 dalam 

Pasal 27 menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum 

bertugas melakukan penuntutan terhadap perkara - perkara pidana konvensional, 

kecuali dalam Pasal 27 (1) butir (d)  dan Pasal 32 huruf (b) menyebutkan bahwa 

Kejaksaan Agung dapat melakuka n pemeriksaan tambahan dan dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan lembaga terkait lainnya untuk perkara - perkara tertentu.  

Kedua, Penunjukan penyidik secara langsung dirumuskan dalam Pasal 17 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang KUHAP, persoa lan yurudis muncul, 

bilamana kasus tersebut memiliki unsur - unsur pidana khusus, tetapi dasar hukum 

tidak dirumuskan dengan tegas dan bentuk kewenangan yang dimilki oleh para 

penegak hukum (Kejaksaan Agung). Walaupun UU No. 5 Tahun 1991 jo. UU No. 16 

Tahun 2004 memberikan pedoman kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan 

penyidikan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 30 (1) huruf (d) adalah 



merupakan tugas dan kewenangan jaksa untuk melakukannya dalam bidang pidana, 

seperti kejahatan di  bidang perbanka n antara perbuatan melawan hukum tentang 

Batas Maksimum Pemberian Kridit (BMPK), kredit macet dimana pemeriksaanya 

dilakukan oleh POLRI 159 [159] , sehingga temuan menjadi berwarna. Selain ketentuan 

tersebut di atas, peraturan - peraturan yang bersifat keputusan maupun kesepakatan 

juga ikut menjadi kendala untuk terlaksananya sistem penyelidikan dan penyidikan 

seperti kesepakatan bersama Ketua BPK dengan Jaksa Agung No. 62/S/I - III/6/2000 

dan No. Kep - 129/J.A/06/2000 Tentang Tindakan Hukum Terhadap Temuan Kasus 

Yang diduga Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan n \ Nepotisme.  

Ketiga, Kendala struktural/fungsional dan mekanisme tata kerja. Hasil penelitian 

pada Bank Indonesia memberikan gambaran tentang kendala struktural/fungsional 

bahwa tindak pidana perbankan tida k berhubungan langsung dengan rekapitulasi 

perbankan, bisa saja bank dalam kategori A melakukan tindak pidana dan 

kemungkinan juga bank dalam ketegori C sebagai bank tidak sehat, tetapi tidak 

melakukan tindak pidana atau tidak terdapat tindak pidana di bid ang perbankan 

tergantung dari kondisi keuangan perbankan tersebut. 160 [160]  Sistem dan prosedur 

penyaluran BLBI pada dasarnya dapat dibagi tiga kelompok : 1). BLBI untuk menangani 

kesulitan likuiditas, 2). BLBI untuk dana talangan valas, 3). BLBI untuk dana t alangan 

rupiah. BLBI untuk mengatasi kesulitan likuiditas diawali dari permohonan bank - bank 

bersaldo negatif ke Bank Indonesia agar tetap diperbolehkan ikut kliring.  

Keempat, Proses pemeriksaan oleh bank Indonesia juga meliputi pembuatan dan 

pengaturan man ajemen resiko terhadap pinjaman BLBI dengan melakukan beberapa 

tindakan dalam upaya untuk mengendalikan tingkat bantuan likuiditas dan 
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mengurangi resiko melalui pembatasan bank - bank penerima BLBI untuk tidak dapat 

menggunakan secara bebas dana yang mereka terima dan untuk mendapatkan jaminan 

pemberian pinjaman yang telah diberikan.  

Kelima, Dalam menyikapi adanya dugaan penyimpangan, Bank Indonesia 

melakukan mekanisme pengawasan dan pembinaan bersifat pasif, maksudnya 

pengawasan dan pembinaan dilakukan berda sarkan laporan keuangan bank yang 

disebut sebagai outside over diligence ,161 [161]  berupa laporan bulanan, triwulanan, 

dan tahunan. Inilah yang nantinya akan dijadikan bahan pengawasan dan pembinaan 

dari Bank Indonesia, bilamana terdapat dugaan adanya tindak pidana, maka Bank 

Indonesia tidak harus melakukan pemeriksaan dalam waktu - waktu tertentu, tetapi bisa 

setiap saat dengan melakukan pemeriksaan khusus seperti kasus letter of credits  (LC) 

fiktif atau yang lain - lain.  

Keenam, Peran Badan Pemeriksa dari Bank I ndonesia dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan adalah membuat Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP), bilamana terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana. Di 

samping itu, peranan pemeriksa melalui tim pemeriksa akan mengkaji seluruh alat 

bukti yang ditemukan. Alat bukti tersebut dibukukan, di foto copy serta di legalisir 

oleh Derektur Hukum Keuangan (DHK), akan tetapi alat bukti yang ditemukan oleh 

Bank Indoensia sangat terbatas, terutama berkaitan dengan bukti asli dan untuk 

meminta keter angan lebih terperinci, Bank Indonesia beranggapan bahwa bukan 

sebagai lembaga penyidik, sehingga membentuk suatu unit khusus dalam intern Bank 

Indonesia yaitu Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) yang bertugas memeriksa 

melakukan penelitian terhadap p enyimpangan dengan dugaan tindak pidana di 
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perbankan secara melakukan penegekan hukum. Bekerjanya UKIP ini melalui Surat 

Keputusan Bersama (SKB) antara Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan. 162 [162]  

Ketujuh, faktor yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Agu ng dalam pemeriksaan 

saksi adalah tidak ditemukannya alamat saksi atau saksi tidak dapat ditemukan lagi. 

Hal yang terakhir ini disebabkan bank - bank yang telah masuk dalam daftar likuidasi 

dan telah dilikuidasi oleh pemerintah dan pengurusannya diserahkan k epada BPPN, 

maka manajemen bank secara otomatis tidak aktif lagi, para pegawai bank sudah ada 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemeriksaan terhadap saksi cenderung menutup -

nutupi fakta yang memberatkan si tersangka yang diduga menyalahgunakan dana BLBI. 

Faktor - faktor kesultan yang paling tinggi bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan 

pemeriksaan dan penyidikan, bilamana kasus yang dihadapi berkaitan dengan para elit 

pemerintahan dan orang - orang terhormat serta adanya unsur kolusi di semua 

tingkatan, seperti ter libatnya para elit pemerintahan sehingga terdapat keinginan oleh 

para elit politik itu untuk menggiring kasus tersebut dalam jalur hukum perdata dan 

bahkan mempolitisir keadaan dan kondisi pidana menjadi komuditas politik.  

Kedelapan kendala teknis yang dia lami Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan 

tersangka dapat diibaratkan sebagai suatu suasana ketidaktertiban. Kenyataan tentang 

kendala teknis yang dihadapi dalam pemeriksaan terhadap tersangka bahwa hukum 

dan ketidaktertiban itu tidak saling meniadakan begitu  saja melainkan harus diakui 

bahwa masyarakat itu senantiasa menerima batas toleransi (margin of tolerance ) dalam 

penegakan hukum.  

Kesembilan, Kejaksaan Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, 

tersangka maupun surat, akan terlihat sebgai berikut :163 [163]  
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a.    Pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, surat yang telah diperiksa berkaitan dengan 

dugaan pidana korupsi akan dilakukan dengan cara yang sama pemeriksaanya 

terhadap penyalahgunaan BLBI.  

b.     Pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, surat dalam  perkara korupsi dan telah 

dianggap berhasil oleh lembaga itu dan oleh masyarakat, maka cara dan proses 

pemeriksaan seperti itu akan dipertahankan oleh lembaga Kejaksaan Agung.  

c.     Harus dipahami oleh Kejaksaan Agung bahwa cara dan proses pemeriksaan ter hadap 

saksi, tersangka dan surat pada setiap pemeriksaan terhadap perkara korupsi, maka 

popularitas cara dan pemeriksaan seperti itu lama kelamaan akan berkurang dan 

kemungkinan  cara seperti itu tidak cocok lagi dengan kasus selanjutnya, termasuk 

pemeriks aan untuk kasus penyalahgunaan BLBI.  

Reevaluasi dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan 

Kejahatan Perbankan.    

  

1.  Reevaluasi dan reorientasi peraturan perundang - undangan pada hakekatnya 

merupakan suatu upaya untuk diadakannya pembarua n hukum atau peraturan 

perundang - undangan yang berkaitan erat dengan hukum pidana atau hukum 

acara pidana. Peraturan itu antara lain : a). Peraturan tentang perbankan, dan 2). 

Peraturan tentang kejaksaan.  

Penyaluran dan penggunaan dana BLBI oleh bank pener ima disalahgunakan 

penyalurannya. Bank Indonesia dan Pemerintah melakukan  perubahan terhadap 

peraturan perundang - undangan Bank Indonesia. Melalui amandemen UU No. 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia menjadi UU No. 3 Tahun 2004.  

Aspek - aspek yang berkaitan  dengan amandemen tersebut antara lain :  

1.    Penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah.  

2.    Penundaan tugas pengalihan pengawasan bank.  



3.    Pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan.  

4.    Penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Gubernur.  

5.   Penguatan akuntabilitas dan transparansi.  

6.    Pembentukan Badan Supervisi.  

7.    Persetujuan anggaran operasional oleh DPR.  

Aspek yang terkait langsung dengan penyalahgunaan tidak dilakukan 

amandemen, yakni UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU in i memuat 

ketentuan tindak pidana perbankan. Kebijakan untuk mengeluarkan dana BLBI bukan 

kebijakan pemerintah semata, terkait kebijakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

pada satu sisi, pada sisi lain, perlu juga dipahami kebijakan Bank Indonesia mengena i 

alternatif terakhir ( lender of the last resort ) dan sikap dunia usaha perbankan tentang 

sikap resiko moral (moral hazard) dalam menghadapi likuidasi, penyimpangan 

penyaluran BLBI dan penyimpangan penggunaan BLBI. Oleh karena itu relevansi dan 

reorientasi  peraturan perundang - undangan perbankan adalah sebagai upaya untuk 

mendukung upaya kebijakan penegakan hukum dalam pembaruan peraturan 

perundang - undangan perbankan dengan memberikan rambu - rambu hukum yang 

antara lain pada : a). Peraturan Bank Indonesia har us bisa menambahkan dan 

memasukkan ketentuan ketaatan perbankan yang tidak boleh dilanggar oleh bank -

bank yang terkait langsung dengan BLBI yang terjadi pada masa krisis, dan b). 

Pelanggaran terhadap ketaatan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan perubah an pada 

peraturan perbankan  (UU perbankan) sebagai pembaharuan untuk menambah 

ketentuan saksi pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan BLBI dan dicantumkan 

sebagai bentuk kejahatan.  

Reevaluasi dan reorientasi peratutan perundang - undangan tentang Kejaks aan 

yakni yang mengatur pengembangan sistem dan mekanisme lembaga yang 



professional, berkualitas dan berintegritas didasarkan pada prinsip - prinsip 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dilakukannya perubahan dan 

penyempurnaan beberapa formulir admi nistrasi perkaa Tindak Pidana yang terlampir 

pada keputusan Jaksa Agung No. KEP - 132/JA/11/1994 menjadi Keputusan Jaksa 

Agung No. KEP - 518/A/11/2001.  

Pembaharuan sebagai wujud dari reevaluasi dan reorientasi adalah tuntutan 

akan dipraktikkannya sistem pemeri ksaan, penyidikan dan penuntutan yang 

dititikberatkan pada upaya kemitraan. Menciptakan langkah - langkah kongkrit 

memberdayakan komponen organisasi Kejaksaan Agung, penempatan Direktur 

Penyidikan Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kejahatan bidang perbankan oleh unit 

Kerja Investigasi Perbankan (UKIP - BI) merupakan kebijakan negara. Keputusan bersama 

dapat dianggap gagal.  

2.  Reevaluasi dan reorientasi struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan penting 

untuk dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dapat dibangu n sebuah 

struktur yang lebih ramping, efisiensi dan sesuai dengan prinsip - prinsip 

struktur organisisi dan tata kerja yang modern sebagai perwujudan dari bentuk 

UU Kejaksaan yang baru yakni UU No,. 16 Tahun 2004 dan instrument 

internasional tentang peranan jaksa sebagai penuntut umum.  

Struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan yang berlaku pada saat ini 

berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1991 dan dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 

55 Tahun 1991 yang kemudian diganti dengan Keppres No. 86 Tahun 1999, tuju an 

pengorganisasian dan tata kerja itu adalah untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat 

bagi setiap lembaga publik untuk akuntable, transparan dan professional, sederhana, 

efisien dan produktif. Akan tetapi Keppres No. 86 Tahun 1999 disusun mengikuti 

format s tandar umum yang berlaku, sehingga kurang dapat mengakomodir pembinaan 



personel yang professional. Dan dapat diketegorikan sebagai organisasi yang 

berlebihan dan tidak efisien ( excessive and inefficient organization ). Oleh karena itu 

perlu dirumuskan fungs i dan peran strategi dari intelijen kejaksaan dan meletakkanya 

dalam suatu format organisisi dan tata kerja Kejaksaan disesuaikan dengan kebutuhan 

UU No. 16 Tahun 2004 dengan harapan dapat mewujudkan doktrin Kejaksaan òIndera 

Adhiyaksa ó yaitu untuk menjamin terlaksananya tugas - tugas pokok dan misi 

kerjaksaan baik di bidang yustisial maupun  non yustisial.  

3.  Reevaluasi dan reorientasi hubungan koordinasi fungsional dilakukan dengan 

maksud dan tujuan untuk megefektifkan sistem pemeriksaan dan penyidikan 

terhadap  kejahatan di bidang perbankan. Semenjak diberlakukannya UU No. 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) tidak memiliki kewenangan lagi melakukan pemeriksaan 

terhadap perbankan. Keputusan menghapuskan kewenanga n BPKP untuk 

melakukan pemeriksaan pada bank yang bermasalah pada praktinya keliru dan 

dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang kental dengan politiik dan 

intervensi pihak - pihak tertentu. Peninjauan kembali hubungan koordinasi 

fungsional antara Kerjaksaa n Agung dengan BPKP perlu dilakukan : Pertama, 

penghapusan kewenangan BPKP melakukan pemeriksaan terhadap bisnis 

perbankan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank, 

mengabaikan konsideran dasar pembentukan BPKP berdasar Keputusan 

Presiden  No. 31 Tahun 1983. Kedua, meninjau kembali petunjuk pelaksanaan 

bersama antara Kejaksaan Agung dangan BPKP terhadap No. Juklak -

001/JA/2/1989 dan KEP - 145/K/1989 tentang upaya memantapkan kerjasama 

kejaksaan dengan BPKP dalam penaganan kasus yang berindikasi  korupsi.  



4.  Reevaluasi dan reorientasi peyilidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh 

Kejaksaan Agung dalam mengungkap kejahatan di bidang perbankan berupa 

penyalahgunaan BLBI tidaklah mudah. Hal ini disebabkan dasar hukum utama 

dalam melakukan proses pemeriks aan berpijak pada KUHAP, sementara itu 

KUHAP yang berlaku sekarang memiliki beberapa kelemahan. Di samping itu 

kendala kendala teknis merupakan informasi yang sangat berharga untuk 

terdapatnya perubahan ke depan. Aspek penyelidikan dan penyidikan 

merupakan  sasaran utama perlu terjadinya perubahan sebagai bentuk 

pembaharuan, pengamatan dan pemahaman tentang kendala teknis, seperti 

diskresi, faktor kebijakan yang mudah diintervensi oleh pihak lain, birokrasi 

internal sering diintervensi oleh kebijakan pemerin tah, mislanya kebijakan yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia menyerahkan bank 

tersebut ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pemerintah membuat 

keputusan atau kebijakan mengeluarkan release and discharge  melalui master 

settlem ent acquisition agreement  (MSAA). 

5.  Reevaluasi dan reorientasi sebagai bentuk pembaharuan dalam sistem 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung akan sangat 

berarti, bilamana kejaksaan mengadopsi JUKLAK dan JUKNIS tentang Proses 

pemeriksaa n dalam bentuk penyeledikan dan penyidikan tindak pidana yang 

dilakukan oleh Polri. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi berdasarkan 

alasan yang patut dan wajar melalui persyaratan, pertimbangan, surat 

panggilan, surat perintah membawa tersangka atau s aksi dan pelaksanaan serta 

hal - hal yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan saksi dan tersangka, persiapan 

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan.  

Penutup  



Pertangungjawaban atas tulisan ini, setelah dipaparkan beberapa persoalan 

sebagaimana diuraikan di atas dan gambaran solusinya, berikut dipaparkan langkah 

kongritnya, yaitu :  

1.    Penggunaan sistem penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kejahatan di bidang 

perbankan dalam hal penyalahgunaan BLBI, sebaiknya dilakukan hal - hal seba gai 

berikut :  

a.    Perlu diadakan perubahan dan penggantian terhadap Keppres dan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dari UU No. 16 Tahun 2004 sebagai pengganti UU 

No. 5 Tahun 1999.  

b.     Pembentukan struktur orgabnisasi dan tata kerja kejaksaan yang  selama ini dilakukan 

cenderung mengikuti pola struktural fungsional dan kebijakan Jaksa Agung serta 

belum berdasarkan aspek perubahan sosial yang tejadi di masyarakat. Oleh karena itu, 

pembentukannya harus mengikuti perubahan sosial yang meliputi kondisi sosio -

politik, kondisi sosio filosofis, kondisi sosio cultural yang hidup pada saat ini.  

c.     Tidak seluruh lapisan masyarakat memahami tentang kebijakan Bank Indonesia, 

tentang sikap dunia usaha perbankan, resiko moral para banker dalam menghadapi 

likuid asi, penyimpangan penyaluran BLBI dan penyimpangan penggunaan BLBI, 

sehingga perlu sosialisasi pemahaman tentang hal itu, sehingga masyarakat 

mengetahui keberadaanya.  

2.    Untuk mengefektifkan sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

penyalahgunaan B LBI, kejaksaan agung harus :  

a.    Ada kemauan Jaksa Agung mengadopsi juklak dan juknis dengan menanggalkan 

arogan struktural kelembagaan untuk memeriksa saksi dan tersangka, persiapan 

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan evaluasi hasil pemeriksaan.  



b.    Rumusan aturan yang tegas tentang tugas dan kewajiban pemeriksaan antara BI dan 

BPKP, sehingga kerjasama Kejaksaan Agung dengan BPKP tidak terganggu.  

c.     Memperbaharui sistem penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terdapat dalam 

KUHAP, karena  banyak kelemahan.  

3.    Adanya perubahan UU Perbankan untuk mencantumkan bentuk - bentuk dan jenis - jenis 

perbuatan penyalahgunaan penyaluran BLBI dan penyalahgunaan BLBI, ketentuan 

sanksi pidana terhadap seluruh pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan  BLBI. 

4.    Hubungan koordinasi fungsional antara Kejaksaan Agung dan BI perlu ditinjau ulang, 

karena penyalahgunaan BLBI sangat sulit pembuktiannya. Hal ini disebabkan antara 

lain : 1). Tipis sekali perbedaan ruang lingkup pelanggaran antara aspek hukum 

perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum administrasi, 2). Terbuka 

kemungkinan terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki kekuatan, 3). Sangat 

rentan dan rawan terjadinya kolusi.  

5.    Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK dan BPKP apabila diserah kan ke Kejaksan 

Agung sebaiknya Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan unsur pidana dan 

tidak dalam kapasitas jumlah kerugian negara, kaerna kompetensi Kejaksaan Agung 

adalah sebagai penegak hukum bukan sebagai akuntan publik, sehingga pengembalian 

laporan yang diserahkan oleh BPK dan BPKP dengan alasan tidak mengandung unsur 

pidana dapat dieliminir.  
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 HUKUM PERIKATAN ISLAM 

DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIõAH DI INDONESIA 

 
Oleh :  

Dr. AM. Mujahidin, MH.  

Ketua Pengadilan Agama Ende NTT.  

 

Pendahuluan  

Pengkajian Hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri 

tidak b anyak dilakukan di Indonesia. Hal ini, tidak sebanding dengan lajunya praktik 

kegiatan usaha dari lembaga - lembaga ekonomi syariõah yang merambah pesat. 

Bermula dari berdirinya BAMUI (Bank Muõamalat Indonesia) sebagai bank syariõah 



pertama tahun 1992, menja dikan hukum muõamalat  yang berdasarkan Syariat Islam 

ini banyak dilirik oleh kaum intelektual dan praktisi. Tidak lama kemudian, 

bermuncullah lembaga - lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan Hukum Islam, 

yang biasa disebut sebagai lembaga keuangan syariõah atau lembaga perekonomian 

syariõah. Dan kini telah menjadi bagian wilayah kewenangan absolute  Pengadilan 

Agama. 164 [164]  

Hukum muõamalat telah lama diatur dalam Islam, namun aturan ini tidak terlalu 

mengakar dalam kehidupan Umat Islam Indonesia. Berbeda de ngan hukum keluarga 

yang sejak dulu hingga kini terealisasi dalam praktik.  

Jelas di mata kita, perkembangan penerapan hukum muõamalat Islam dalam 

praktik kegiatan ekonomi di Indoensia dewasa ini ternyata tidak dapat diikuti oleh 

peraturan perundang - undanga n yang berlaku. Tidak ada hukum positif tertulis yang 

khusus mengenai hukum muõamalat. Selama ini, hanya bergantung pada fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) yang belum memiliki  kedudukan hukum dalam tata urutan 

peraturan perudang - undangan di Indoersia. Me skipun demikian, bukan berarti hukum 

muõamalat tidak dapat diterapkan di Indonesia. Melalui Pasal 1338 KUH  Perdata, 

bahwa semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi 

mereka yang membuatnya, sehingga hukum muõamalat tetap dapat dilaksanakan di 

Indonesia.  

Lembaga - lembaga yang kini menggunakan prinsip Syariõat Islam di Indonesia 

semakin beragam jenisnya, diantaranya bank syariõah, asuransi syariõah, dan pasar 

modal syariõah. Dalam tulisan ini Penulis ingin membahas tentang perspektif hukum 

perikatan Islam dan Lembaga penyelesaiannya.  

Perbankan Syariõah 

                                                

164 [164]  Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.  



1. Bank Umum Syariõah 

Perbankan syariõah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutklan 

pengerti an Bank Umum yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariõah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan 

prinsip syariõah disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yakni aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariõah. Terlihat bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu 

sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariõah yang 

berlandaskan pada ketentuan Islam. 165 [165]  

Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. : 6/24/PBI/2004 mengatur tentang 

kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Syariõah, adalah  meliputi :  

a. Penghimpunan Dana  

1) Giro Berdasarkan Prinsip Wadiõah 

Disebut dengan giro  adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil 

sewaktu - waktu dengan menggunakan cek atau alat sejenisnya. Konsep wadiõah 

sebenarnya merupakan akad t itipan yang tidak memberikan wewenang kepada 

penerima titipan untuk menggunakan benda yang dititipkan dan penerima titipan 

berhak untuk mendapatkan upah untuk itu. Dengan perkembangan sistem 

perekonomian yang semakin maju, khususnya di bidang perbankan, ti dak mungkin 

bagi bank untuk mendiamkan dana yang dititipkan oleh nasabah kepadanya. Oleh 

karena itu, dengan seijin nasabah, bank dapat menggunakan dana milik nasabah 

                                                

165[165] Baca Gemala Dewi, SH., LLM. Dkk.  Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Mulia, Jakarta, 

2005, halaman 154.  



dengan menjamin bahwa bank akan mengembalikan dana itu secara utuh dan bank 

bertanggung ja wab atas segala resiko yang terjadi pada dana tersebut. Wadiõah 

(titipan), bagi penerima titipan dapat menggunakan manfaõat keuntungan adalah 

disebut dengan wadiõah yad  adh dhomamah. Sedangkan untuk titipan yang penerima 

titipan tidak berhak untuk menggun akan benda titipan disebut dengan wadiõah yad al 

amanah. 166 [166]  

2). Tabungan Berdasar Prinsip Wadiõah dan/atau Mudharabah  

Produk tabungan pada bank syariõah dapat menggunakan prinsip wadiõah atau 

prinsip mudharabah . Prinsip wadiõah pada tabungan digunakan s ama halnya dengan 

produk giro , yaitu dengan prinsip wadiõah yad adh dhomanah, yaitu bank sebagai 

penerima titipan berhak untuk menggunakan dana nasabah dan berhak atas 

keuntungan dari hasil penggunaan dana tersebut dan bank memberikan jaminan 

perlindungan atas dana nasabah tersebut. Nasabah selain dapat jaminan keamanan, ia 

juga berhak atas intensif  dari bank yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu pada awal 

akad. Berbeda halnya dengan prinsip mudharabah , yakni antara nasabah dan bank 

mengadakan akad mudha rabah  yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank 

untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, hasil yang telah diperoleh dari pengelolaan 

dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana ( shahibul mal ) dan bank 

sebagai pengelola dana ( mudlarib ). Besar bagi hasil ( nisbah ) tersebut telah disepakati 

diawal akad. 167 [167]  

3). Deposito Berjangka Berdasarkan Prinsip Mudharabah  

Deposito berjangka adalah penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank 

dengan ketentuan waktu penarikan dana adalah dalam waktu ter tentu sejak 

                                                

166 [166]  Ibid.  

167 [167]  Gemala Dewi, SH., LL.M., Keduduk an Hukum Perikatan Islam dalam Lembaga - Lembaga Syariõah 

di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 160.  



penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, dan sebagainya. 168 [168]  Dalam hal ini, 

perikatan yang digunakan adalah mudharabah . Nasabah sebagai shahibul mal  dan 

bank sebagai mudharib  saling terkait untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan 

nisbah  yang telah ditentukan di awal akad.  

 

b. Penyaluran Dana  

1). Prinsip Jual Beli  

a). Murabahah  

Antara bank dan nasabah dapat melakukan perikatan jual beli dengan sistem 

murabahah , yakni jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Nasabah yang 

memiliki kebutuhan benda tertentu dapat mengajukan permohonan kepada bank 

syariõah untuk membeli benda tersebut. Benda yang telah dibeli oleh bank, kemudian 

akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. 

Kelebihan harga ini tentu nya didasarkan pada kesepakatan diantara keduanya. 

Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah biasanya dalam bentuk angsuran, meskipun 

tidak dilarang untuk membayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk 

pembiayaan barang - barang investasi seperti me lalui Letter of credit  (L/C) dan 

pembiayaan persediaan sebagai modal kerja. 169 [169]  

b). Istishna  

Yakni bank sebagai penjual (shaniõ) mendapat pesanan dari nasabah sebagai 

pembeli ( mustashni ) dengan cara pembayaran di muka secara angsuran atau 

ditangguhkan pa da waktu tertentu. Dalam hal ini, barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah tidak seketika itu ada, tetapi harus dilakukan proses pembuatannya terlebih 

                                                

168 [168]  Ibid.  

169 [169]  Yeni Salma Barlinti, Prinsip - Prionsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan WorldTord 

Organization dalam Perspektif Hukum Is lam, tesis Pasca sarjana FH. UI., Jakarta, 2001, hal. 164.  



dahulu, 170 [170]  karena bank adalah lembaga keuangan bukan perusahaan industri, 

maka bank ( mustashni ) akan melaku kan pemesanan kembali kepada perusahaan 

industri ( shaniõ)  untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 171 [171]  

Dalam hal jual beli yang kedua ini menurut Gemala Dewi SH., LL.M. disebut juga 

dengan istishna parallel. 172 [172]  Keuntungan yang diperoleh bank adalah berupa 

selisih harga dari nasabah dengan harga jual beli kepada pembeli. Model perikatan 

istishna  bisa dilakukan pada pembiayaan persediaan ( inventory financing ) sebagai  

model kerja.  

c). Salam 

Perikatan salam  dalam praktik tidak beda jauh deng an perikatan istishna , 

perbedaannya terletak pada pembayaran harga dan sifat akadnya. Pembayaran harga 

pada salam  dilakukan pada saat akad dilakukan. 173 [173]   Sifat akad dari salam  adalah 

mengikat secara asli ( thabaõi), yakni mengikat kesemua pihak sejak awa l, sedang sifat 

akad dari istishna  adalah mengikat secara ikutan ( tabiõi), yaitu mengikat untuk 

melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara 

tidak bertangung jawab. 174 [174]  Dalam perikatan salam , nasabah berkedudukan 

sebag ai pembeli  (muslam ilaih). Bank juga dapat  melakukan  salam parallel   dengan 

produsen. Pada salam parallel  bank adalah muslam  dan produsen adalah muslam 

alaih . 

2). Prinsip Bagi Hasil  

a). Mudlorobah  

                                                

170 [170]  Muhammad SyafiõI Antonio, bank Syariõah dari Teori ke Praktik, cet. 5, Gem,a Insani Press, 

Jakarta, 2002, hal 80.  

171 [171]  Gemala Dewi, SH., LL.M., Op. Cit. halaman 161.  

172 [172]  Ibid., halaman  161.  

173 [173]  Bank Syariõah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, Tazkia Institute, 1999, halaman 28. 

174 [174]   Muhammad Syafiõi Antonio, op. cit., halaman 116. 



Prinsip mudlorobah  merupakan salah satu upaya untuk membiay ai  sebuah 

usaha, dimana bank sebagai pemilik dana ( shahibul mal ) menyediakan sejumlah dana 

untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah ( mudlorib ). Pada awal akad 

keduanya telah menyepakati nisbah  yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang 

dipero leh dari usahanya. Jenis mudlorib  yang dapat digunakan adalah bisa berupa 

mudlorobah muthlaqah  (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan) dan bisa 

berupa mudlorobah muqayyadah  (pembiayaan untuk jenis usaha tertentu). Perikatan 

mudlorobah  ini dapa t digunakan untuk pembiayaan model kerja dan pembiayaan 

investasi khusus. 175 [175]  

b). Musyarakah  

Prinsip musyarakah  adalah masing - masing pihak (bank dan nasabah) 

memberikan konstribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan 

resiko yang terjadi  akan ditanggung bersama. Aplikasinya dalam perbankan 

musyarakah  dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dan juga pembiayaan model 

ventura .176 [176]  

3). Prinsip Sewa Menyewa  

a). Ijarah  

Ijarah adalah perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada muõajir 

(yang menyewakan) menerima upah dari mustajir  (penyewa) asas manfaat yang 

diperolehnya. Dalam praktik, biasanya disebut dengan operational lease , yaitu bank 

menyewakan barang yang dibutuhkan nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

usahanya. Nasabah memiliki  kewajiban membayar harga sewa kepada bank. 177 [177]  

b). Ijarah Muntahiya Bittamlik  
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Tidak sedikit barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank 

dalam hal pemeliharaannya. Oleh karena itu, bank dapat memberikan opsi kepad 

nasabah untuk menjadi pemi lik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. Hal ini 

disebut dengan ijarah muntahiya bittamlik  yang diaplikasikan dalam bentuk 

pembiayaan produktif  berupa investasi maupun pembiayaan konsumtif .178 [178]  

 

4). Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qirad l 

Qiradl  merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya 

imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang 

mencari untung (komersil). Oleh karena itu, bank hanya akan mendapatkan kembali 

sejumlah modal y ang diberikan kepada nasabah. Bank syariõah dapat menyediakan 

fasilitas ini dalam bentuk berikut ini : 179 [179]   

a). Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan 

mengembalikannya dengan cepat, seperti compensating  balance  dan factoring  (anjak 

piutang). 180 [180]  

b). Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik 

dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.  

c). Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.  

5). Jasa Pelayanan 

a). Wakalah 

Bank syari õah dapat memberikan jasa wakalah , yaitu sebagai wakil dari nasabah 

sebagai pemberi kuasa ( muwakil ) untuk melakukan sesuatu ( taukil ). Dalam hal ini, 

bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai 
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contoh, bank dapat menjad i wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau 

telepon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telepon. Contoh lain adalah bank 

mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk 

biaya studi.  

b). Hawalah  

Pengali han hutang atau hawalah  dapat juga dilakukan oleh Bank Syariõah. Dalam 

praktiknya, perikatan ini biasanya dilakukan pada produk perbankan berikut ini 

:181 [181]  

1). Factoring  atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada 

pihak ketiga me mindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang 

tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. 182 [182]  

2). Post dated check , dinana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu 

piutang tersebut. 183 [183]  

3). Bill discounting . Secara prinsip, bill discounting  serupa dengan hawalah . Hanya saja, 

dalam bill discounting , nasabah harus membayar  fee, sedangkan pembahasan fee 

tidak didapati dalam kontrak hawalah .184 [184]  

c). Kafalah  

Kafalah  adalah akad pemberian jaminan ( makful alaih ) yang  diberikan satu pihak 

kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan ( kafil ) bertangggung jawab atas 

pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan ( makful ). Pada 

perikatan ini bank berkedudukan sebagai pemberi jaminan atau nasabahnya, kemudi an 

nasabah akan mendapatkan upah atas jasanya tersebut selain harus mengembalikan 
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dana yang dikeluarkan oleh bank kepada penerima jaminan. Contoh, kafalah  dapat 

dilaksanakan pada performance  benda atau jaminan prestasi. 185 [185]  

d). Rahn 

Rahn merupakan perika tan pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah 

atas pinjaman dari bank. Dalam bank syariõah, rahn  dapat digunakan sebagai produk 

pelengkap dan produk tersendiri. 186 [186]  Produk pelengkap, yaitu pada nasabah 

melakukan perikatan dalam bentuk lain (seperti mudlorobah, murabahah , dan lainnya), 

maka bank dapat meminta nasabah untuk menyerahkan jaminan. Sebagai produk 

tersendiri, yaitu sering kali dikenal dengan istilah gadai. 187 [187]  

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariõah 

UU No. 10 tahun 1998, mengatur dua bentuk ba nk yang dapat beroperasional di 

Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan 

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip Syariõah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalulintas pembayaran. 188 [188]  Berdasar definisi tersebut maka Bank Perkreditan 

Rakyat dapat pula didirikan dengan sistem operasionalnya berdasar Hukum Islam, 

disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariõah. 

Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS diatur dalam Pasal 34 Peraturan 

Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut :  

a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :  

1). Tabungan berdasarkan prinsip wadiõah atau mudlorobah . 

2). Deposito berjangka berdasarkan prins ip mudlorobah,  dan/atau  

3). Bentuk lain yang menggunakan prinsip  wadiõah atau mudlorobah . 
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b). Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :  

1). Tranasaksi jual beli berdasarkan prinsip :  

a). Murabahah , 

b). Istishna , dan/ atau  

c). Salam. 

2). Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah.  

3). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :  

a). Mudlorobah,  dan/atau  

b). Musyarakah.  

4). Pembiayaan berdasarkan prinsip qardl.  

Prinsip operasional yang dilakukan oleh BPRS adalah sama dengan Bank Umum 

Syariõah. Perbedaannya adalah Bank Umum Syariõah lebih banyak dan lebih luas dalam 

melakukan kegiatan usaha perbankannya. Pada BPRS, tidak semua kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Bank Umum Syariõah dapat dilakukan oleh BPRS. Sebagai contoh, 

Produk jasa seperti wakalah, hawal ah, kafalah , dan  rahn  tidak diatur dalam 

BPRS.189 [189]  

3. Baitul Mal Wat - Tamwil  

Baitul Mal wat - Tamwil  (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan Bank 

Syariõah di Indonesia pada tahun 1990- an. Lembaga ini adalah sebuah kelompok 

simpan pinjam (KSP) atau kelo mpok swadaya Masyarakat (KSM) berbentuk pra -

koperasi atau koperasi yang berdasarkan prinsip syariõah.190 [190]  Dibandingkan 
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dengan lembaga keuangan syariõah lainnya, BMT memilki ciri- ciri sebagi berikut 

:191 [191]  

a). Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan m encari laba bersama dan meningkatkan 

pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak - banyaknya bagi para anggota 

dan lingkungannya.  

b). Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat untuk megelola dana sosial umat, 

seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan  wakaf.  

c). Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan 

peran serta masyarakat di sekitarnya.  

d). Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyaraklat bawah dan kecil serta 

bukan milik perorangan atau kelompok tertentu  di luar masyarakatr sekitar BMT.  

Produk - produk yang ditawarkan BMT mencakup produk pengumpulan dana 

masyarakat dan produk penyaluran dana. Berikut penjelasannya. 192 [192]  

a). Pengumpuan Dana Masyarakat  

Dalam produk ini, bentuk simpanannya dapat terikat dan tidak terikat atas 

jangka waktu dan syarat - syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Akad 

yang digunakan adalah akad wadiõah dan akad mudlarabah . 

1). Simpanan wadiõah adalah titipan dana yang dilakukan setiap waktu dan dapat ditarik 

pemilik atau n asabah dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah 

bukuan/transfer dan perintah membayar  lainnya. Simpanan wadiõah ini dikenai biaya 

administrasi. Namun karena dana tersebut dititipkan dan dikelola, pihak - pihak 
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penyimpan dana dapat menerima k euntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah 

dana yang diinvestasikan di BMT.  

2). Simpanan mudlarabah  adalah simpanan para pemilik dana yang penyetoran dan/atau 

penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Simpa nan mudloranbah  ini tidak dikenai bunga, karena BMT bertujuan 

memperoleh laba dari BMT menurut prinsip bagi hasil. Jenis simpanan yang 

menggunakan akad mudlarabah  dapat dikembangkan ke dalam berbagai vareasi 

simpanan. Diantara bentuk simpanan tersbuit adal ah :193 [193]  

a). Simpana idul fithri;  

b). Simpanan idul qurban;  

c). Simpana haji dan umrah;  

d). Simpanan pendidikan, dan  

e). Simpana  kesehatan, dan lain - lain.  

Selain hal tersebut di atas, BMT juga dapat mengelola zakat, infak, shadaqah 

dari masyarakat untuk  kepentingan sosial dan agama.  

 b). Penyaluran Dana  

Dalam rangka membangun dan meningkatkan sistem perekonomian umat, BMT 

juga melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Akad 

yang digunakan adalah akad s yirkah  dan akad jual beli. Ma cam- macam pembiayaan 

yang digunakan, antara lain : : 194 [194]  

a). Pembiayaan baiõ bitsaman ajil, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati 

antara BMT dan anggota - anggotanya, berupa pembelian barang modal dari BMT untuk 

usaha anggotanya. Anggota akan mencicil pembayaran sejumlah harga barang modal 

dan mark - up yang telah disepakatinya.  
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b). Pembiayaan murabahah . Pembiayaan jenis ini memiliki prinsip yang sama dengan 

pembiayaan baiõ bitsaman ajil. Perbedaannya terletak pada proses pembayarannya 

yang dilak ukan pada saat jatuh tempo.  

c). Pembiayaan mudlarabah . Pembiayaan dengan akad musyarakah  ini adalah perjanjian 

pembiayaan antara BMT yang menyediakan  modal kerja dan anggota yang mengelola  

modal kerja untuk pengembangan usahanya.  

d). Pembiayaan musyaraka h. BMT sebagai pemilik modal disertakan dalam suatu kegiatan 

usaha anggota. Resiko dan keuntungan yang terjadi akan ditanggung secara 

berimbang sesuai dengan nominal dana penyertaan.  

e). Pembiayaan al- qardhul hasan . Pembiayaan ini lebih menekankan kepada s ifat 

menolong, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang terdesak 

dalam melakukan kewajiban - kewajiban non - usaha atau pengusaha yang 

menginginkan usahanya bangkit kembali dari kepailitan.  

B. Asuransi Syariõah 

Asuransi merupakan salah satu ke giatan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan asuransi di Indonesia 

sudah lama dilakukan. Sedangkan kegiatan asuransi yang berdasarkan pada hukum 

Islam belum lama berkembang di Indonesia. Untuk itu, kegiat an asuransi syariõah 

masih berdasar peraturan perundang - undangan yang selama ini berlaku sepanjang 

peraturan mengenai asuransi syariõah ini belum dibuat. Dewan Syariõah Nasional 

Majelis Ulama  Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah  untuk 

memberikan pedoman dalam pelaksanaan prodak - prodak syariõah di lembaga-

lembaga keuangan syariõah, terrmasuk asuransi syariõah. 

UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian memberikan pengertian 

asuransi pada Pasal 1 angka (1), yaitu :  



Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keu ntungan yang diharapkan, atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang 

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.  

Sedangkan Dewan Syariõah Nasional MUI dalam fatwanya Nomor : 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariõah, mendefinisikan asuransi 

sebagai berikut :  

Asuransi Syariõah ( Taõmin, Takaful, atau  Tadhamun ) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi 

dalam bentuk asset  dan/atau tabarruõ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariõah. 

Prinsip asuransi sy ariõah berbeda dengan asuransi konvensional . Ada tiga 

prinsip utama yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam adalah sebagai 

berikut : 195 [195]  

1). Saling bertanggung jawab  

2). Saling bekerja sama atau saling membantu;  

3). Saling melindungi penderitaan s atu sama lainnya.  

Ketentuan dalan Islam adalah tidak boleh ada unsur  gharar  (penipuan), Maysir  

(perjudian), dan riba. Gharar  dalam asuransi konvensional terletak pada bentuk 

akadnya, yaitu akad tabaduliõ (akad pertukaran). Syarat akad tabaduliõ harus jelas  besar 
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pembayaran premi yang harus dibayar oleh peserta dan besar uang pertanggungan 

yang kan diterima oleh pesrta. Hal ini menjadi tidak jelas, karena kita tidak dapat 

menentukan jumlah premi yang akan dibayarkan secara tepat karena jumlah premi 

amat tert anggung pada takdir. Solusi yang dilakukan dalam menghindari sifat gharar  

ini adalah dengan mengganti akad tabaduliõ dengan akad takafuliõ atau akad tabarruõ. 

Dengan konsep ini, sejak awal pembayaran premi akan dibagi dua dan masing - masing 

dimasukkan ke da lam dua rekening, yaitu rekening peserta (pemegang polis) dan 

rekening  tabarruõ. Pada rekening  tabarruõ, peserta telah megetahui sejak awal bahwa 

rekening tersebut diniatkan sebagai dana kebajikan atau tolong mernolong. 196 [196]  

Unsur maysir  terkandung dalam asuransi konvensional pada saat peserta 

mengundurkan diri dari kepesertaan, ia tidak akan menerima kembali yang telah 

dibayarkan, kecuali sebagaian kecil saja. Pada asuransi syraiõah, hal ini tidak terjadi, 

karena rekening peserta beserta hasil investasiny a akan dikembalikan kepada peserta, 

kecuali dana yang ada di rekening tabarruõ.197 [197]  

Unsur riba dieliminir dengan konsep mudharabah  dalam menginvestasikan dana 

peserta. Kemudian hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan pengelola  (perusahaan 

asuransi) s esuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Tentunya investasi 

harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. 198 [198]  

Asuransi atau sering disebut dengan istilah takaful  (saling menanggung) terbagi 

atas dua jenis produk, yaitu : 199 [199]  

1. Takaful Jiwa  ( Life Insurance ), terdiri dari :  

a. Takaful dana siswa;  
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b. Takaful dana investasi;  

c. Takaful dana haji;  

d. Takaful khoirat.  

2. Takaful Kerugian ( General Insurance ), terdiri atas :  

a. Takaful kebakaran;  

b. Takaful Kendaraan;  

c. Takaful kecelakaan.  

C. Pasar Modal Syariõah 

Tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariõah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 

40/DSN - MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariõah di Bidang pasar Modal. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan Pasar 

modal di Ind onesia telah lama berlangsung, sehingga perlu mendapat kajian dari 

perspektif hukum Islam, yakni :  

1.  Al- Qurõan 

a. QS. An- Nisa (4) : 29  

Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan p erniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu. 200 [200]  

b.     QS. Al- Maidah (5):1  

Hai orang - orang yang beriman penuhilah akad - akad itu. 201 [201]  

c.     QS. Al- Jumuõah (62) : 10 
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Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bum i, dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak - banyak  supaya kamu 

beruntung. 202 [202]  

2.  Hadits  

Berikut adalah hadits - hadits yang diambil dari fatwa  No. 40/DSN - MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariõah di Bidang Pasar 

Modal.  

a. HR. Ibnu Majah dari ôUbadah bin Shamir, Ahmad dari Ibn Abbas, dan 

Malik dari Yahya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 

pula membahayakan orang lain.  

b.  HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam : janganlah kamu menjual 

sesuatu yang tidak ada padamu.  

c. HR. Al- Khomsah dari ôAmr bin Syuõaib dari ayahnya dari kakeknya : Tidak 

halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) 

dua syarat dari suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak 

ditanggung resikonya, dan tid ak halal (melakukan) penjualan sesuatu 

yang tidak ada padamu.  

d.  HR. al Baihaqi dari Ibnu Umar : Rasulullah melarang jual beli (yang 

mengandung) gharar . 

e. Muttafaq ôalaih : Rasulullah SAW. Melarang  (untuk) melakukan penawaran 

palsu.  

f.  HR. Abu Daud, al Tirmidzi, dan Nasaõi : Nabi SAW. Melarang pembelian 

ganda pada satu transaksi pembelian.  
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g.  HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam : Tidak boleh menjual sesuatu hingga 

kamu memilikinya.  

3.  Pendapat Ulama  

Ibnu Qudamah berpendapat : jika salah seorang dari dua orang berserikat m embeli 

porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain. Wahbah 

az-  Zuhaili berpendapat : bermuõamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) 

saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai 

dengan  saham yang dimilikinya.  

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan  efek , perusahaan publik yang berkaitan dengan efek . Ketentuan -

ketentuan mengenai pasar modal syariõah dalam fatwa tentang pasar Modal dan 

Pedoman u mum Penerapan Prinsip Syariõah di Bidang pasar modal adalah sebagai 

berikut :  

 

1.  Prinsip - Prinsip Syariõah di Bidang Pasar Modal 

Prinsip syariõah di bidang pasar modal berdasarkan pada DSN- MUI, yakni Pasal 2, 

ditentukan bahwa pasar modal beserta seluruh m ekanisme kegiatannya teryutama 

mengenai emitmen , jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya 

dipandang telah sesuai dengan syariõah apabila telah memenuhi prinsip syariõah, yakni 

di dalam menerbitkan  efek , emitmen  wajib menjamin, bahwa kegi atan usahanya 

memiliki syariõah compliance officer, yaitu pihak atau pejabat dari suatu perusahaan 

atau lembaga yang telah mendapat sertifikat dari DSN - MUI.203 [203]  

2.  Jenis Kegiatan Usaha  

                                                

203[203] Gemala Dewi, SH., LL.M., op..cit.m, halaman 176 - 177.  



Jenis usaha dari emitmen  harus sesuai dengan prinsip syariõah. disebutkan dalam Pasal 

3, bahwa jenis kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariõah adalah 

sebagai berikut:  

a.    Perjudian dan permaian yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.  

b.     Lembaga keuangan konvensional ( ribawi ), termasuk perba nkan dan asuransi 

konvensional.  

c.     Produsen, distributor, serta pedagang makanan, dan minuman yang haram.  

d.     Produsen, distributor dan/atau penyediaan barang - barang ataupun jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat.  

e.    Melakukan investasi pada emitmen  (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat 

(nisbah ) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi  lebih dominan dari 

modalnya.  

3. Jenis Efek Syariõah 

Pasal 4 DSN- MUI, fatwa tentang pasar modal ditentukan bahwa efek syariõah mencakup 

saham syar iõah, obligasi syariõah, reksa dana syariõah, kontrak investasi kolektif efek 

beragun asset syariõah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip- prinsip 

syariõah. 

D. Reksa Dana Syariõah 

Reksa dana syariõah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio  efek  oleh 

manager investasi. 204 [204]  Dalam perekonomian modern, reksa dana sudah lama 

dipraktikkan di Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi syariõah, reksa dana tidak 

lupu t dari kajian para pakar ekonomi syraiõah. Berdasar pada hasil keputusan dan 

rekomendasi lokakarya Alim Ulama tanggal  29 - 30 Juli 1997 dan surat dari PT 

                                                

204 [204]   Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1996.  



Danareksa Investment management  No. S. 09/01/DPS - DIM serta beberapa sumber 

lainnya, diterbitkanlah fatw a oleh DSN - MUI No. 20/DSN - MUI/IX/2001 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariõah pada tanggal 18 April 2001. 

Pasal 1 angka 6 mendifinisikan reksa dana syariõah sebagai berikut : reksa dana 

yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariõah Islam, baik dalam bentuk akad 

antara pemodal sebagai pemilik harta ( shahib al mal/rabb al mal ) dengan manajer 

investasi sebagai wakil shahib al mal  dengan pengguna investasi.  

Adapun ketentuan - ketentuannya adalah sebagai berikut :  

a. Antara pemodal d engan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah . 

Dalam akad ini, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk 

melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sebagaimana tercantum 

dalam prospektus. 205 [205]   Manajer investasi berhak atas upah yang dihutang 

atas presentase tertentu dari nlai aktiva  bersih reksa dana syariõah.206 [206]  

b.  Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem 

mudlorabah.  

c. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen  

didas arkan pada tingkat laba usaha. 207 [207]  

d.  Penempatan dalam diposito pada bank umum syariõah.208 [208]  

e. Surat hutang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan prinsip syariõah. 

f.  Jenis kegiatan usahanya tidak berlawanan dengan prinsip syariõah, seperti 

:209 [209]  

1.            Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.  

                                                

205 [205]   Pasal 3 DSN- MUI No. 20/ DSN - MUI/IX/2001.  

206 [206]   Ibi d, Pasal 4.  

207 [207]   Ibid, pasal 7.  

208 [208]   Ibid.  

209 [209]   Ibid, Pasal 8.  



2.            Usaha lembaga keuangan konvensional ( ribawi ), termasuk perbankan, dan asuransi 

konvensional.  

3.            Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta  memperdagangkan makanan dan 

minuman yang haram.  

4.            Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang - barang 

ataupun jasa - jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat . 

Transaksi investasi pada reksa dana syariõah harus dipilih dan dilaksanakan 

dengan berdasar pada prinsip kehati - hatian ( ihtiyath/prudential  management ) serta 

tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur  

gharar ,210 [210]  yakni seperti :  

a.    Najsy , yaitu melakukan penawaran palsu.  

b.     Baiõ al maõdum, yaitu melakukan penjualan atau barang yang belum dimiliki ( short 

selling ). 

c.     Insider trading,  yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai 

orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.  

d.     Melakukan in vestasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat ( nisbah ) 

utangnya lebih  dominant dari modalnya.  

Kondisi emitmen  yang tidak layak untuk diinvestasikan oleh reksa dana syariõah 

apabila meliputi hal - hal berikut ini :  

a.    Struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang 

pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba.  

b.     Suatu emitmen  memiliki  nisbah  utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, 

modal 55%).  

                                                

210 [210]   Ibid., pasal 9.  



c.     Manajemen suatu emitmen  diketahui telah bertindak melanggar prinsip - prinsip usaha 

yang islami.  

 

E.  Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariõah Nasional (Basyarnas) 

Lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menerapkan hukum islam adalah 

Pengadilan Agama, ruang lingkup perkara yang dapat di selsaikan oleh Pengadilan 

Agama adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. 211 [211]  

Selain pasal tersebut kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa 

ekonomi syariõah juga diataur dalam Pasal 52 (2) yang berbunyi : selain tugas dan 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan Agama 

dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang.  

Meskipun telah ada lembaga Peradilan Agama, alternatif lain adalah dapat 

menggunakan BAMUI, 212 [212]  alasan berdirinya BAMUI ini, menurut Mariam Darus 

Badrul Zaman adalah sebagai berikut : 213 [213]  

a.    Kepercayaan dan Keamanan  

Pada arbitrase , para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan yang luas. Juga 

mereka merasa aman terhadap keadaan tidak menentu da n ketidakpastian 

sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.  

 

 

b.     Keahlian ( expertise ) 

                                                

211 [211]   Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di 

bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariõah. 
212[212]  Pada tahun 1993 berdiri Badan Arbritase Muamalat Indonesia sebagai salah satu 

lembaga informal untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang muamalat. 

213[213] Mariam Darus Badruzzaman, Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional, 

dalam Abdul Rahman Saleh, et, al., Arbritase Islam Indonesia, Jakarta, BAMUI kerja sama 

dengan Bank Muôamalat, 1994, halaman 58-60. 



Para arbiter  adalah orang - orang yang memiki keahlian mengenai hal yang 

disengketakan dan para pihak dapat menunjuk arbiter  yang diinginkan.  

c.     Cepat dan Hemat bia ya 

d.     Bersifat rahasia  

e.    Bersifat  nonpreseden  

Keputusan arbitrase  terdahulu tidak dapat memengaruhi keputusan arbitrase  yang 

akan diputuskan ( nonpreseden ). Sehingga dimungkinkan dalam perkara serupa 

dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.  

f.      Kepekaan arbiter.  

g.     Pelaksanaan keputusan  

Keputusan arbitrase bersifat final, sehingga mungkin akan lebih mudah dilaksanakan.  

Scara khusus BAMUI merupakan lembaga penyelesaian sengketa berdasar 

Hukum Islam, sehingga apabila para pihak ingin menyelesa ikan sengketa di BAMUI, 

mereka harus menundukkan diri dalam penyelesaian sengketa itu dengan hukum 

Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase  

dan alternatif penyelesaian sengketa dan Pasal 5 Peraturan Prosedur BAMUI.  Dengan 

demikian, para pihak yang bersengketa harus membuat surat perjanjian yang 

menyatakan, bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di 

BAMUI. Kesepakatan tersebut menjadi suatu perikatan bagi para pihak yang 

bersengketa.  

Penutu p 

Dengan menyadari pentingnya kewenagan absolute  di lingkungan Peradilan 

Agama tentang Ekonomi Syariõah, maka kajian hukum islam perihal hukum perikatan 

sangat penting untuk dikedepankan dan disajikan di berbagai media, utamanya 

majalah varia peradilan dan  suara uldilag. Sebab secara yuridis formal  persoalan 



ekonomi syariõah telah mejadi kewenagan absolute  Peradilan Agama, namun secara 

substansial  belum ada peraturan perundang - undanagn  atau peratural lainnya yang 

megatur secara khusus dan menjadi pegangan oleh para hakim.  

Secercah harapan semoga tulisan ini ada makna dan manfaõat bagi para 

permbaca terutama bagi para hakim. Penulis menyadari akan beberapa kekuarangan 

dan keterbatasan dalam tulisan ini, untuk itu, saran dan kritik dari para pembaca 

sungguh p enulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini.  
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